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ABSTRAK

Timbuinpa sektor informal di kota-kota merupakan fenomena yang umum terutama di negara-
negarua berkembang seperti Indonesia. Kota sebugai satu pusat pemerintalhan, pendidikan, indusri,
perdagangan dan jasa, kiranya merupakan daya tarik penduduk antuk bermigrasi. Para migran yang
amuminya berpendidikan rendal dan tidak punya ketrampifan kurang terserap di sektor formal sehingga
mereka memilili pekerjaan di sektor informal. Sektor informal yang paling dominan di kota adalah
Pedagang Kaki Lima (PKL), PKL ini senatiasa tumbuh subur memilifi lokasi untuk berdugang dengan
memanfuatkan lahan kotu vang potensial untuk sirkulasi kegiatan penduduk kota dan mudah dijangkau
olel publik. Kota Semarang sebagai obyek penelitian Juga menghadapi permasalahan oleh sektor ini.,

Beranjak dari hal tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adaloh nntuk mengetahui faktor-
Jukfor yang mempengaruhi PKL dalum memilil lokasi usaha, Sesuai dengan tujuan penelitian, maka
sasaran dilnginkan adalah mengidentifikasi karakteristik PKL men iyangkut latar belakang sosial-ckonomi
dan kecenderungan dalam memilil lokasi usalia; menghaji kebijakan Pemerintah Kote dalam penatoan
dan pembinaan terhadap PKL seria ingin mengetuhui fanggapan masyarakat ferhadap keberadaan PKL.

Paopulasi penelitian ini adalalt para PKL dan masyarakat (konsamen) yang melakukan transaksi
dengan PKL di wilapah Kota Semarang. Sedangkan uniuk memperkaya pemahaman terhadap PKL,
dilakukan wawancqra mendalum dengan pejabat yang bertanggungjawab fangsung pada masalah PRI,
Disamping itu data-data sekunder diftimpun dari instansi terkait. Penelitian  ditakukan dengan
menggunakan melode survai “explanatory” dengan pendekatan analisa kuansitatif yang didukung dengan
analisa kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalal analisis diskriptif dan analisis korelasi
bivariat.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah di Kota Semarang terdapat dua fipe PKL yaitn
berijin dan tidak berijin. Karakteristik PKL umumnya berpendidikan rendah, sedikit yang berpendidikan
SLTA keatas dalam usia kerja produktif. Umumnya mereka sebagai pendatang yang telah tinggal di Kotu
Semarang lebily dari 5 tahun. Fakfor pang mempengaruhi niereka meninggalkan daeralt asal adalah
karena usaha pertanian di daeral asal tidak mencukupi kebutuhan, penghasiluan kurang dan tidak ada
pekerjaan, dengan modal awal yang relatif kecil mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya
serdiri. Mereka termotivasi menjadi PKL karena bekerja di bidang ini telah memberikan lasil yang cukup,
ada yang karena di PHK dari perusahaan dimana mereka bekerja, dan menjudi PKL bagi mereka adalah
mernpakan pekerjaan fefap. Modal yang digunakan untuk menjalankan usala relatif kecil, sarana
fransportasi yang digunakan menuju lokasi usaha adalaht dengan naik anghutan umum, julan kaki dan
sepeda molor. Kecenderungan PKL dalam memililt lokasi usahanya adelalt dekat dengan tempat
keramaian, dekat tempat tinggal, serta dimana lokasi banyak angkutan wmum dan keinginan mengelompok
dengan pedagang sejenis. Keberadaan PKL pada Iokasi-lokasi tersebut menuruf pandangan masyarakat
(konsumeny} disamping memberikan manfaat yaitu mudalt mencari makan, mencard kebutuhan sehari-hari
dan harganya murah, keberadaan PKL memberikan dumpaok spasial yang nesatif seperti lingkungan yang
kurang bersily dan kurang fertib serta mengganggu lalu lintas.Kebanyakan PKL setuju jika ada rencana
penataan ulang lokasi, namun ada kecenderungan menolak untuk dipindainbentuk penataan yang
diinginkan adalah dirapikan dan ditertibian dengan lokasi tetap dan mengarah kepada pengelompokkan
dengan dagangan sejenis. Peran Pemerintah Kota dalan upaya pembinaan dan penataan PKL melalui
instrumen hikum telal membuktikan penanganan dan amtisipasi. Hal ini terfilat dari beberapa peraturan
telal dirnmuskan bagaimana prosedur dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pilak
Pemerintah Kota maupun olehl para PKL. Termuat juga beberapa kewenangan Pemerintal Kota dalam
pembinaan dan penataan PKL dan sekaligus pengaturan tempat usalia PKL dengan berbugai kewajiban
dan tanggungjawab yang harns ditaksanakan para PKL dimaksud,

Hasil analisis menunjukkan balwa faktor karakteristik PKL melipati jenis dagangan, modal awal,
sarana fransportosi yang digunakan,amar dan pendidikan PKL terdupat hubungan yang signifikan dengan
Jaktor pililtan lokasi usaha yang dekat dengan keramaian atay dekat dengan rumah tinggal, Sedung
Imbungan denigan kemudahan angkutan unium yang signifikan adalal sarana transportasi, dan hubungan
dengan banyaknya penjual sejenis menunjukkan habungan pang signifikan dengan modal. Dari uraian
tersebut dapat disimpulkan balhwa faktor-fukior yang mempegaruhi PKL dalam memilili lokasi usaho
adalah faktor jenis dagangan, sarana transportas, modal, pendidkan, wmnur, jarak dengan tempat
keramaian serta jarak ke tempat tinggal,

Berdasarkan  kesimpulan dari penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalal
perfunya penelitian fanjutan yang lebilt komprehensif dan holistik unfuk memperluas faktor-fuktor pang
mempengaruli PKL dalum menililt lokasi usahia serta rekomendasi dalom kaitannya dengan para
pengambil keputusan yaitn stratifikasi PKL menyanghut jenis dagangan, umur, modal, jurak lokasi ke
tempai keramaian dan tempat tinggal perlu dipertimbanghan dalam program pembinaan, penataan
maupun relokasi PKL,
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ABSTRACT

The emergence of informal sector in urban area is a general plenomenon in developing countries
such as Indonesia. Urban as a central of gavernment, education, industry, trade and services could atiract
people to migration and they stay for living. The imigrants who have a low education and unskilled, they
couldi’t involve in formal sector, so they choose fo eqrn their living in informal sector. The dominant of
informal sector in urban area is vendors (PKL). They grow rapidly and commenly select the location Jor
their frade in strategic and accessible places like an area Jor urban people to circulation their activity.
Semarang city as place for the research fuce the some problems either in in formal sector,

The aim of the research is to know the factors that could influence the vendors in selection the
location for their trade. The target of the research is to identify the characteristics of vendors, among others
their bachground, social-economy and their fendency fo select their location for frading; to examine the

urban public policy in management guidance towards vendor as well as fo know the consumer point of view
to vendors,

The object of the research is vendors and consummuates who make some fransacrions between them.
To enhance the understanding of vendors, interview some efficials whe have directed responsible to vendors
was also doie. Besides that the secondary data was collected JSrom related institution, The research used the
explanatory survey methods through gqualitative analysis approach, which was supported by qualitative
analysis. The quantative analysis used descriptive and correlation bivarian analysis.

The research founds in Semarang City there are two fypes of vendors, namely permitted and
nupermintied. Generally, the characteristics of vendors are low education, only a few that graduated from
high school and college. There are some factors Influence vendors to leave behind their villuge , the first,
agricultural in their village could not full fill their basic need, the second, small income and no more Jjob
conld be done, the third become a vendor needs only u littie capital but they could earn their living. They
are molivated fo be vondors becanse of working in this field could get more income; and they quit from
their job and they choose to be a vendor as a permanent job. They need only small amount of money fo run
their bussines, they used public transportation, on foot or ride maotorcycle to the location of their job, They
tend fo choose the location for their trade elose to crowds (CBD), their lrome, or the location, which passed
by public transportation, and they like fo make cluster with the some type of trading. The existence at those
locations could be either positive or negative. According to communities’ view vendors could give some
beneficial such as the consunnnates could find the food easily and they could buy their daily needs with
cheaper price, but to the spatial could give the negative inpact namely vendors distirh the environment and
fraffic. Most of vendors agree if governnient intend to rearragement the location of their trade, but they
refuse to relocate to other place. They wish the location of their trade to put in order and make clustering
the same type of frade. The role of government city in guidance the vendors used the low instrument as a
anticipate was proved. It can be secn from some reguiations have been Jormmulated how the procedures
and the duties have been done by govermment and vendors. Substantialy, the regulations have been
accommodated within city government’s authority  in guidance and ordering the vendors also to put
inorder the verdors’s frading place with some duties and authorities that shoutd be perfornied by vendors,

The analysis’  results show that characteristic fuctor of vendors cover type of trade goods, the first
capital, transportation infrastructure used, the uge and education of vendors those of them have significant
correlation with the fuctor of cheosing the location for trade close to the crowds or their honte. While the
correlation with public transport fucility its significant witl the transport superstructure; and the correlation
with the number of the same type of trade show the correlation significant with the capital. From the
analysis conld be concluded that factors which could be influenced the vendors in clioosing the location for
their trade are lype of good, transportation superstructure, capital education and nge, distance fo the crowds
and to their honie.

Based on the research’ s conclusion, the recommendations is #t should be followed by other
research with more comprehensive and holistic inorder to enlarged the factors whicl influence the vendors
in choosing the location, and also recommendation for the decision imakers namely the stratification of
vendors involve the type of trade, age, capital, distance location to the crowds and home have fo be
considered in guidance program, arrangement and relocation of vendors.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.1.1 Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Perkotaan

Salah satu permasalahan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta,
Semarang, Surabaya, Bandung atau Yogyakarta adalah tingginya urbanisasi. Tingginya
urbanisasi ini dapat diindikasikan dengan pesa\tnya laju pertumbuhan penduduk kota.
KaJau dilihat dari data hasil SPI (Sensus Pendudui{ ‘I‘ndonesia) bahwa laju pertumbuhan
penduduk kota di Indonesia cukup berarti. Dalam sensus tahun 1961 tercatat dari 97 juta
penduduk Indonesia, 14 juta tinggal di kota (15 %). Angka ini meningkat dalam sensus
tahun 1971 dimana dari 119 juta penduduk Indonesia, 33 juta tinggal di kota (22 %).
Dalam sensus terakhir tahun 1990, penduduk Indonesia mencapai 180 juta, dimana 56 juta
(31 %) diantaranya tinggal di kota-kota. Bahkan ada yang memprediksi melalui analisis
proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 220 jut.i jiwa, sebanyak 85
juta tinggal dikota-kota (40 %) atau hampir separuhnya. Demikian halnya kalau dilihat
pada Kota Semarang. sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan
penduduk yang cukup pesat pada periode 5 tahun terakhir. Penduduk Kota Semarang pada
tahun 1994 sebesar 1.206.363 jiwa, sedangkan tahun 1998 meningkat menjadi sebesar

1.273.552 jiwa, selanjutnya sebagaimana tercantum dalam tabel . 1.1.




TABELI.1
PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 1994 S/D TAHUN 1998.

Jumlah Pendud 1.206.363 | 1.229.667 1.252.930 | 1.261.904 | 1.273.552
Penduduk Lahir 16.285 16.636 14.675 12.675 13.844
Penduduk Mati 6.432 6.723 6.545 6.343 6.556
Penduduk Datang 40.826 38.751 36.062 26.713 33.903
Penduduk Pergi 33.026 33.337 31.520 23.838 28.125

Sumber: Kantor Statistik Kota Semarang,1998

Pada tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Semarang
selain dari pertambahan alami (lahir-mati) juga akibat adanya pertambahan migrasi
(datang-pergi).

Dengan melihat pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota, hal ini mempunyai
implikasi tethadap pertambahan jumlah angkatan kerja sebagai awal terjadinya proses
urbanisasi. Rachbini dan Hamid (1994;114) berpendapat proses urbanisasi terjadi akibat
lahan di pedesaan yang semakin menyempit dan upah yang diterima oleh petani tidak
memadai/mencukupi kebutuhan sehari-hari serta  akibat adanya konsentrasi lahan
pertanian yang dikuasai oleh golongan elit di desa. Kondisi ini telah telah mendorong
penduduk desa untuk bermigrasi ke kota. Demikian juga, Todaro (1994:278) dalam
teorinya yang menyangkut “Labor Migration” mengatakan, bahwa dorongan utama
migrasi desa-kota adalah keinginan kawm wrbanit untuk memperoleh penghasilan yang
lebih baik dari upah yang mereka terima di tempat asal.

Faktor lain yang menyangkut permasalahan di kota adalah meningkatnya jumlah
tenaga kerja di perkotaan, yang bila tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah
pengangguran di  kota. Meningkatnya jumlah tenaga kerja harus diikuti dengan

bertambahnya peluang lapangan pekerjaan. Kondisi saat ini, peluang lapangan pekerjaan




sangat terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan di sektor formal memerlukan persyaratan-
persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh para migran dari desa. Oleh karena rendahnya
tingkat pendidikan dan kurangnya ketrampilan dari sebagian besar kaum migran, akibatnya
banyak yang mengambil pelarian ke sektor informal, sehingga sektor informal di perkotaan
tumbuh sangat pesat (Mantra, 1986; 5) dan merupakan salah satu peluang lapangan

pekerjaan yang cukup besar bagi kaum urbanit,

1.1.2. Pentingnya Sektor Informal di Perkotaan

Menyangkut pentingnya sektor informal perkotaan, penelitian Baswir (1997:44)
pada tahun 1982 menunjukkan bahwa jumlah pekerja Indonesia pada waktu itu sebanyak
57,8 juta jiwa, yang bekerja di sektor informal sebanyak 14,93 jiwa (25,84%); yang
bekerja di sektor pertanian berjumlah 28,95 juta jiwa (50,09 %); dan yang berkerja di
sektor formal sebanyak 13,91 juta jiwa (24,07 %). Dari 14,03 juta jiwa pekerja sektor
informal, 10,93 juta jiwa (73,18%) di antaranya berada di daerah pedesaan. Sedangkan
sektor pertanian dan sektor formal masing-masing menyerap sekitar 60,08 % dan 16,72 %.
Sekitar 4,63 juta jiwa (42,26 %) dari pekerja sektor informal di pedesaan ini, bekerja di
sektor perdagangan. Selebihnya bekerja di sektor industri (25,51 %), jasa (13,77 %) dan
lain-lain (2,60 %).

Adapun untuk daerah perkotaan, jumlah pekerja sektor informal berjumlah 4,01
juta jiwa atau sekitar 26,83 % dari seluruh pekerja sektor informal. Dibandingkan dengan
sektor-sektor lain, sektor informal menyerap sekitar 37,42 % dari seluruh pekerja di daerah
perkotaan. Sedangkan sektor pertanian 6,16 % dan sektor formal 56,46 %. Sebagaimana
halnya di daerah pedesaan, sebagian pekerja sektor informal di kota bekerja di sektor

perdagangan (pedagang kaki lima). Jumlah pekerja di sektor perdagangan tercatat




sebanyak 50,42 % dan pada sektor-sektor lain, masing-masing adalah jasa 20,12 %,
bangunan 9,5 %, industri 8,04 % dan lain-lain 0,43 %.

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan betapa peranan sektor informal
baik di pedesaan maupun di perkotaan dalam perckonomian dan penyerapan tenaga kerja
tergolong cukup besar. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila sektor informal ini
perlu lebih mendapatkan perhatian, dan bukan sebaliknya yaitm digusur atau
di”marginal’kan

Mengingat pentingnya sektor informal perkotaan khususnya bagi usaha pedagang
kaki lima, baik dalam menyediakan lapangan pekerjaan ataupun usaha mengatasi
penggangguran di perkotaan, maka sudah sewajarnya bila diusahakan untuk
mengembangkan sektor ini dengan melakukan pembinaan dan penataan untuk

meningkatkan produktivitasnya.

1.1.3. Fenomena Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Fenomena sektor informal tampaknya sudah menjadi salah satu “trade mark” di
negara dunia ketiga. Di negara maju sektor informal mungkin bersifat sementara. Namun
di negara dunia ketiga seperti di Indonesia, mungkin lebih bersifat agak premanen.
Kecenderungan ini karena terkait erat dengan situasi dan kondisi ekonomi, sosial dan
politik. Menurut Wirahadikusumah (1991:32), di negara dunia ketiga, dalam masyarakat
pasca kolonial (post colonial societes) dan kapitalisme pinggiran (peripheral capitalism),
termasuk Indonesia, sektor informal atau PCP (petty commodity production) bukan

merupakan suatu fenomena yang bersifat sementara (femporary sympton), namun sudah
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meljljadi hukum (rule) yang berlaku, perkembangan sektor informal sudah merupakan ciri
yan,jg dominan didalam keadaan ekonomi masyarakat lapisah bawah di dunia ketiga.

Sektor informal akan terus berkembang searah dengan perkembangan industri
kapi;talis, pertambahan penduduk dan jumlah tenaga kerja murah yang telah kelvar dari
sekfor pertanian ke sektor industri, namun sebagian mereka gagal atau tercampak dari
sektlor formal. Kota Semarang sebagai salah satu pusat pemerintahan, pendidikan, industri,
perciagangan, dan sektor jasa, kiranya merupakan suatu daerah yang memiliki pull factor
yanjg cukup besar, sehingga telah menimbulkan fenomena urbanisasi atau dianggap daerah
yanig dapat memberikan sumber pendapatan, tetapi para urbanis terbetur oleh berbagai
pe@asalahm. Salah satu permasalahannya karena kota telah membentuk bidang-bidang
kerj:jl khusus yang membutuhkan spesialisasi atau keahlian (Kostof, 1991:40) . Kenyataan
ini irang cenderung melahirkan informalitas bagi para urbanis yang tidak lolos di jalur
formal tersebut. Tarik-menarik kepentingan antara formal dan informal inilah yang
melzjlhirkan kesulitan dalam membentuk kota yang tertib. Sektor informal sering dianggap
melanggar aturan oleh Pemerintah Kota karena dianggap ilegal, sementara Pemerintah
Koté menginginkan kota segalanya berbentuk formal, serba tercatat atau adminsitrative
minéfed, seperti yang dikemukanan oleh Kostof (1991:40) yang mengatakan: cities are
placies that must rely on written record”.

Salah satu sektor informal di perkotaan yang paling menonjol dan relatif khas
adal?h yang bergelut di sektor perdagangan, dan ciri yang umumnya terlihat di negara
berkjembang seperti Indonesia menurut Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 228-
230j adalah usaha Pedagang Kaki Lima atau lebih dikenal dengan sebutan PKL.
Kek?hususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan

langsung dengan kebijaksanaan perkotaan. Usaha PKL tidak membutuhkan pendidikan




yang tinggi, cukup memiliki sedikit ketrampilan dan sedikit modal, asal ada kemauan yang
membuat mereka mampu bertahan hidup dikota.

PKL sebagai salah satu bentuk kegiatan sektor informal diartikan sebagai
pedagang yang melakukan usaha yaitu berjualan pada kaki lima atau trotoar yang dulu
berukuran lebar + 5 feet atau lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi
didaerah keramaian wmum, seperti trotoar di depan pertokoan, pasar, sekolah, dan lain-lain
(Fak. Hukum Unpar, 1980: 1).

Diperkirakan jumlah PKL terutama di kota-kota besar akan terus bertambah oleh
karena sektor ini tidak menuntut ketrampilan tertentu, modal usaha yang relatif kecil serta
variasi yang cukup luas. PKI. memberikan pelayanan yang cepat, murah, sederhana
terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah dan lebih dari
itu sektor ini mampu memberikan lapangan pekerjaan, menunjang ekonomi penduduk dan
pemerataan kesejahteraan (Rahardjo, 1980). Di Kota Semarang , hampir disetiap bagian
kota dijumpai adanya Padagang Kaki Lima, dimana hasil pendataan terakhir pada tahun
1998 oleh UPD-PKL Kota Semarang , jumlah PKL adalah 7.091 PKL (lihat tabel IV-10).
Diperkirakan jumlah PKL pada saat ini mencapai lebih dari 10.000 PKL. Maraknya PKL
ini kiranya perlu didukung oleh pembinaan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian
hari.

Keberadaan PKL ini, bila diamati dari kacamata penguasa, cenderung
1neni1ﬁbu1kan dilema bagi pemerintah kota karena disatu sisi sektor ini banyak
menampung tenaga kerja sehingga bisa dijadikan katup pengaman dalam suasana lapangan
kerja yang terbatas, bahkan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap
penerimaan asli daerah (PAD), sebagai misal pemasukan dari retribusi PKL di Kota

Semarang pada tahun 1998/1999 adalah sebesar Rp. 320.115.000,-. Tetapi bila ditinjau




dari segi planologi, kehadiran PKL di perkotaan sering menimbulkan masalah, karena
kebanyakan mereka memanfaatkan ruang publik yang pada perencanaan awalnya tidak
diperuntukkan untuk usaha PKL, misalnya di trotoar yang berfungsi untuk pejalan
kaki,serta tempat-tempat yang sudah mempunyai peruntukan sebagai sarana perkotaan
seperti bahu jalan, jembatan penyeberangan, taman dan lain-lain. Hal ini menimbulkan
permasalahan tersendiri di perkotaan, seperti terganggunya pejalan kaki, bahkan pada
daerah-daerah tertentu dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan terganggunya
kebersihan dan keindahan kota,

Pemerintah Kota bermaksud mengatur dan menertibkan para PKL agar kehadiran
mereka dapat memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dengan menghindarkan
seminimal mungkin timbulnya segi-segi negatif melalui suatu kebijakan, yaitu menempati
pada trotoar dan penggalan-penggalan jalan yang telah ditentukan dengan luas areal dan
waktu usaha yang telah ditentukan. Di Kota Semarang pengaturan tempat usaha PXIL yang
menempati lahan-lahan kosong, penggalan-penggalan jalan atau fasilitas-fasilitas umum
lainnya diatur dengan SK. Walikota.

Atas dasar latar belakang itulah kiranya penelitian perihal PKL perlu dilakukan
guna mencari alternatif dalam mengatasi masalah sektor informal pedagang kaki lima di

perkotaan serta untuk menambah wawasan dalam manejemen pembangunan kota.

1.2. Perumusan Masalah
Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

g Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha ?




1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pokok permasalahan yang
diangkat, yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam memilih
lokasi usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang diinginkan dalam

penelitian ini adalah :
1). Mengetahui karakteristik PKL
2). Mengetahui karakteristik lokasi usaha PKL.
3). Mengkaji kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan dan penangan PKL.

4). Mengetahui tanggapan konsumen (pembeli) terhadap keberadaan dan penataan lokasi

PKL.

1.4. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat agar :
1). Dapat memberikan masukan yang berguna dalam rangka mengatasi masalah sektor
informal di perkotaan.
2). Dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dalam pengembangan PKL khususnya dan
penataan ruang kota pada umumnya.
3). Bagi para perencana, pengelola dan penentu kebijakan pembangunan kota, menjadi
bahan pertimbangan untuk memperhatikan potensi-potensi yang ada pada PKL.

4). Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang menejemen perkotaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dibagi menurut lingkup wilayah penelitian dan lingkup

pembahasan, sebagai berikut :




1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah
Penelitian ini mengambil wilayah Kota Semarang, dengan pertimbangan bahwa di

Kota Semarang  keberadaan PKL akhir-akhir ini kecenderungannnya mengalami

peningkatan yang cukup pesat. Disamping itu dibanding dengan kota-kota lain, dalam

kaitannya dengan PKL, Kota Semarang mempunyai kelebihan yaitn :

0 Kota Semarang secara spesifik telah mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur
tempat usaha dan pembinaan PKL , yaitu Perda No. 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan
Tempat Usaha dan Pembinaan PKL dan SK Walikotamadya tanggal 5 Agustus 1999
Nomor. 511.3/367/1999 tentang Penetapan Lokasi PKL (PKL) di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang.

0 Adanya institusi khusus yang menangani masalah PKL, yaitu Unit Pelaksana Daerah
Pengelola Pedagang Kaki Lim (UPD-PPKL) yang dibentuk dengan SK Walikotamadya
tanggal 18 Maret 1991 Nomor 511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima

1.5.2. Ruang Lingkup Pembahasan
Lingkup materi yang dibahas dalam penelitian terdiri dari tiga aspek yaitu :

1). Penelitian terhadap PKL dibatasi hanya pada PKI. yang berusaha atau berjualan
dipinggir-pinggir jalan atau trotoar dan tidak termasuk merecka yang berjualan keliling
Sedangkan materi yang akan dibahas adalah antara lain menyangkut karakteristik PKL,
peranan PKL dan kecenderungan PKL dalam menentukan lokasi usahanya

2). Penelitian terhadap konsumen yang melakukan transaksi dengan PKL diatas
menyangkut persepsinya terhadap keberadaan lokasi usaha PKL.

3). Kajian terhadap kebijakan Pemerintah Kota yang berkaitan dengan penataan PKL.
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1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini secara garis besar dilatar belakangi oleh hal-hal

sebagai berikut :

¢ Tumbuhnya sektor informal di perkotaan merupakan fenomena yang umum terlihat

terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Sektor ini tumbuh cepat akibat
kegagalan sektor formal dalam menyerap jumlah tenaga kerja yang setiap tahun terus

meningkat. Permintaan tenaga kerja meningkat dipacu dengan adanya perkembangan

kota (urbanisasi) dalam konteks yang lebih luas. Adanya perbedaan kondisi daerah

secara alamiah éntara desa dan kota menjadikan aliran perpindahan penduduk usia
angkatan kerja bergerak dari desa bermigrasi ke kota. Para migran yang pada umumnya
mempunyai latar belakang sosial-ekonomi-budaya yang berbeda-beda berbondong-
bondong ke kota untuk mengadu nasib dan berkompetisi dalam mengisi peluang
lapangan pekerjaan yang terjadi di kota. Lapangan pekerjaan sektor formal di kota yang
pada umumnya memerlukan pendidikan /ketrampilan yang cukup dan padat modal,
maka para migran kurang terserap dalam sektor formal. Bagi mereka yang tidak dapat
terserap sebagian ada yang kembali ke desa asalnya, dan ada yang memilih pekerjaan
di sektor informal perkotaan yang salah satunya adalah bergerak di bidang usaha
perdagangan atau sering disebut pedagang kaki lima (PKL).

Permasalahan adanya PKL di perkotaan adalah adanya kecenderungan bagi PKL dalam
memilih lokasi usahanya untuk beraktivitas memilih atau memanfaatkan lahan-lahan
yang potensial untuk sirkulasi penduduk kota seperti diatas trotoar, bahu jalan dan
fasilitas umuwm lainnya. Hal ini bisa dimengerti karena kurangnya disiplin baik dalam
pengawasan oleh aparat maupun kurang disiplinnya bagi PKL yang menempati lahan

tidak dalam peruntukkannya. Dalam produk Rencana Tata Ruang Kota pada umumnya
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kurang secara spesifik mengakomodasi sektor informal tersebut dalam produk
perencanaannya
Dari kondisi permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang berkaitan dengan
bagaimana karakteristik PKL, faktor-faktor apa yang mempengaruhi didalam memilih
lokasi usaha, kebijakan pemerintah kota Semarang yang menyangkut penataan dan
pembinaan PKL, serta bagaimana tanggapan masyarakat (konsumen) terhadap
keberadaan PKL.
Kajian Pustaka dilakukan sebagai landasan teoritik penelitian didalam menemukan
variabel-variabel yang menyangkut karakteristik PKL, serta untuk mengidentifikasi
faktor-faktor atau kriteria-kriteria dalam menentukan lokasi usaha dari aspek PKL dan
menyangkut tanggapan konsumen. Hasil dari kajian pustaka berupa jawaban sementara
dari permasalahan yang diangkat, yang kemudian digunakan sebagai pedoman kerja
penelitian.
Proses Analisis dilakukan terhadap data penelitian yang terkumpul, baik dari survai
lapangan (data primer) ataupun data produk instansional (data sekunder), kemudian
diolah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Hasil akhir penelitian berupa kesimpulan, dan rekomendasi sebagai masukan dalam
menyusun strategi manajemen penataan PKL dalam rangka pembangunan kota.

Untuk melihat kerangka pemikiran yang lebih sistematis dapat dilihat pada

diagram alur pikir pada gambar 1.1 sebagai berikut :
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1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Kajian penelitian ini dibagi beberapa bab, yang secara garis
besar dinraikan sebagai berikut :
Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi paparan mengenai latar belakang,
permasalahan, fujuan dan sasaran, manfaat penelitian, lingkup penelitian , metode
penelitian dan sistematika penulisan .
Bab Kedua, merupakan bab kajian pustaka yang bersisi kajian-kajian teori yang akan
dipakai sebagai dasar didalam menguraikan dan menganalisa problematik penelitian yang
diperkirakan akan dapat mendukuﬁg tujuan dan pelaksanaan penelitian,
Bab Ketiga, merupakan bab metode penelitian yang berisi uraian mengenai metode dan
pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan .
Bab Keempat, pada bab ini berisi uraian diskripsi wilayah penelitian menyangkut keadaan
kependudukan, ketenagakerjaan, peranan sektor informal dan persebarannya dalam ruang
kota.
Bab Kelima, merupakan pe1nbahasan hasil penelitian lapangan yang didasarkan atas
beberapa kajian teori dan pada kerangka pikir penelitian.
Bab Keenam, merupakan kesimpulan, rekomendasi dan impklikasi kebijakan yang
merupakan jawaban terhadap pokok pernyataan masalah yang diangkat dalam penelitian




BAB 1I
URBANISASL, PEDAGANG KAKI LIMA DAN LOKASI KEGIATAN
PERDAGANGAN

Untuk mengawali kajian pustaka dalam penelitian ini maka dibahas terlebih
dahulu teori-teori atau konsep dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendasari sebagai

landasan teori untuk mencapai tujuan penelitian.

2.1. Teori Migrasi dan Urbanisasi

Menurut Bintarto (1986:56), urbanisasi sebagai suatu proses dapat diamati pada

adanya :

* Penggelembungan atau pembekakan kota-kota,

» Perpindahan penduduk desa ke kota,

» Perubahan suasana desa (rural sphere) menjadi suasana kota (urban sphere)

Urbanisasi ditinjau dari perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota,
Bintarto (1986:33) menyatakan bahwa hal itu karena adanya daya dorong (push factor)
dari desa seperti rendahnya tingkat penghasilan, adanya pengangguran baik yang nyata
maupun yang tersembunyi atau tidak adanya pemilikan tanah. Selain itu juga adanya daya
tarik (pull factor) kota, seperti kesempatan kerja dengan upah yang menarik, kesempatan
sekolah, berwiraswasta atau penawaran jasa lainnya.

Everret Lee pada tahun 1966 (dalam Mantra,1985) membuat teori dorong-tarik
(push-pull theory) yang mengemukakan bahwa setiap migrasi mempunyai daerah asal,
daerah tujuan dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi meliputi
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faktor-faktor yang terdapat di daerah asal; faktor-faktor yang terdapat di darah tujuan;
rintangan-rintangan yang menghambat dan faktor-faktor pribadi.

Tiga hal tersebut secara skematis terlihat pada gambar II.1 di bawah ini

Rintangan antara

Daerah asal Daerah tujuan
Gambar II.1. Teori Dorong-Tarik dalam Migrasi
Keterangan gambar :

+ Faktor yang menyenangkan dan mempengaruhi

- Faktor yang tidak menyenangkan.

O Faktor yang tidak ada pengaruhnya sama sekali pada orang untuk mengambil keputusan
(netral).

Faktor-faktor daya tarik positif meliputi :(1). Kesempatan kerja; (2) Tingkat
pendapatan regional perkapita; (3) Atraksi kota misalnya aspirasi masyarakat datang ke
kota yang hendak memperoleh pekerjaan atau pendidikan.

Sementara itu faktor-faktor pendorong yang negatif diantaranya: (1) Tekanan
penduduk di pedesaan; (2) Stabilitas ekosistem; (3) Faktor pendidikan; (4) Faktor institusi-
insitusi sosial; (5) Dan keresahan politik.

Menurut Todaro (1994:273), keputusan untuk migrasi dari desa ke kota dapat
diterangkan terutama melalui faktor eckonomi, yaitu harapan untuk memperoleh
penghasilan lebih baik dari upah yang mereka terima di daerah asal. Oleh karenanya bagi
para migran keputusan bermigrasi merupakan keputusan yang rasiqnal, mereka akan tetap

bermigrasi meskipun banyak penggangguran di kota. Dalam mengembangkan teorinya ini,

Todaro (1994:278) menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :




16

1). Migrasi dirangsang terutama oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang rasional
mengenai manfaat dan biaya-biaya relatif, yang sebagian besar dalam bentuk uang
tetapi juga dalam ukuran psikologis.

2). Keputusan untuk migrasi tergantung pada perbedaan upah riil “yang diharapkan”
antara pedesaan dan perkotaan daripada upah yang sebenarnya, dimana perbedaan
yang diharapkan ditentukan oleh dua variable yaitu perbedaan antara upah kota dan
desa yang sebenarnya, dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan. |

3). Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat
pengangguran di perkotaan.

4). Tingkat migrasi di atas tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan bukan
hanya mungkin tetapi juga rasional dan bahkan mungkin terjadi apabila ada
kesenjangan “pendapatan yang diharapkan” yang sangat besar.

Asumsi yang dikemukan Todaro tersebut menjadi kenyataan, dengan banyaknya
penduduk yang mencari pekerjaan di kota. Mereka menganggap pekerjaan di kota akan
dapat memberikan upah yang lebih besar dari upah mereka di desa asal.

Dalam hﬁbungannya dengan kerangka ekonomi sebagian besar negara Dunia
Ketiga, diakui sendiri oleh Todaro (1994:277) bahwa asumsi teori model Todaro diatas
tidak realistis, alasannya adalah babwa negara-negara di Dunia Ketiga tersebut sedang
menghadapi masalah pengangguran yang serius dan kronis yang akibatnya seorang migran
tidak segera mendapatkan pekerjaan dan akhirnya bekerja di sektor informal.

Pengalaman di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pada umumnya
PKL terdiri dari migran (Manning dan Effendi, 1996 : 184). Kecenderungan tersebut juga
dapat dilihat pada PKL dalam penelitian Dewan Riset Nasional (Firdausy, 1995:21) pada

empat kota di Indonesia (Bandung,Yogyakarta,Semarang dan Surabaya), dimana sebanyak
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80,3 persen responden dari PKL tersebut merupakan migran ke kota, dengan tingkat
pendidikan rendah yaitu 53,0 % tamat dan tidak tamat SD , 10 % tidak pernah sekolah,

para migran tersebut pada kelompok usia produktif antara 24 sampai 34 tahun.

2.2. Konsepsi Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Perkotaan

Penawaran tenaga kerja di kota tergantung pada besar, komposisi umur, serta
tingkat partisipasi penduduk kota. Besar penduduk kota tergantung pada kelahiran,
kematian, serta migrasi neto. Komposisi umur tergantung pada tingkat kesuburan dan
migrasi. Tingkat partisipasi tergantung pada tingkat upah, tingkat pengangguran,
komposisi umur dan kelamin penduduk. Penawaran tenaga kerja di kota juga tergantung
pada upah-upah relatif distribusi pencapaian tingkat pendidikan dan latihan anggota
masyarakat. Sedangkan perubahan-perubahan  dalam penawaran dipengaruhi oleh
perubahan dalam tingkat partisipasi tenaga kerja, misalnya sifat musiman karena libur
sekolah, atau resesi. Permintaan terhadap tenaga kerja erat hubungannya dengan
permintaan akan hasil produksi perusahaan. Ada tiga yang dapat mengubah bentuk atau
kedudukan fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu (1) perubahan relatif tenaga kerja, yaitu
apabila harga tenaga Kerja tetap sedang harga faktor produksi lain naik, maka tenaga ketja
menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan lebih baik memanfaatkan lebih banyak tenaga
kerja sampai fungsi produk fisik tenaga kerja batas sama dengan produk batas faktor
produksi yang lain, (2) perubahan teknologi akan mempcngaﬁhi permintaan tenaga kerja
yang terampil dan cakap, sedang permintaan akan tenaga yang tidak terampil tidak akan
terserap. (3). Perubahan permintaan akan hasil produksi, bila harga produk naik, maka
fungsi permintaan akan tenaga kerja dan faktor produksi lain cenderung naik

(Reksohadiprojo, 1994:22).
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Para migran yang datang ke kekota kebanyakan adalah mereka yang
berpendidikan rendah dan kurang ketrampilan, sehingga mereka tidak mudah terserap oleh
sekior (perusabaan) formal. Penelitian Dewan Riset Nasional di empat kota yaitu di
Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya (Firdausy, 1995:33) mencatat bahwa 77,9
persen dari responden, motivasinya menjadi PKL adalah karena kesulitan mendapatkan

lapangan pekerjaan yang sesuai dehgan kemampuan/skill yang dimiliki.

2.3. Teori Lokasi Kegiatan Perdagangan dan Aglomerasi.
2.3.1. Teori Bid Rent

Di perkotaan, persaingan untuk memperebutkan lahan sangatlah kuat, terutama di
kota bagian pusat karena di kawasan itu terdapat lokasi-lokasi yang menguntungkan,
disamping itu tanah di situ pada umumnya langka. Karena alasan inilah lalu harga tanah di
kawasan pusat kota amat mahal. Semakin jauh lokasinya dari pusat kota, semakin menurun
permintaan akan tanah dan apabila tanah banyak, maka sewa yang ditawarkan orang untuk
membayar tanah permeter persegiﬁya menurun mengikuti jaraknya. Di dalam kota, biaya
transportasi meningkat langsung mengikuti jarak yang ditempuh dari pusat kota, namun
sewa yang tergantung dengan keterjangkauan (acessibility) saja, berbanding terbalik
dengan jarak. Artinya semakin menjauhi pusat kota, semakin menurunlah sewa. Para
pemakai tanah di dalam kota menggunakan keputusan menempati tempatnya masing-
masing dengan memperhitungkan kemampuannya keuangannya. Jika hal ini dihubungkan
dengan kegiatan perdagangan eceran atau pertokoan, maka mereka harus mempunyai
kemampuan untuk membayar lokasi sewa dengan imbalan keterjangkauan tempat mereka
oleh penduduk. Sementara penduduk memilih lokasinya dipinggir kota dengan diimbangi

oleh biaya transport ke pusat kota. Bagi golongan ekonomi lemah demi penghematan biaya
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transportasi mencari tempat tinggal mendekati pusat kota yang merupakan zone perumahan
yang sewanya murah, untuk itu mereka harus berutumpuk-tumpuh dikawasan yang

berpenduduk sangat padat (Daldjoeni, 1997:166-170).

GAMBARI1.2
PERTALIAN JARAK BID-RENT DARI STRUKTUR KOTA

retail

residential

‘e EM®

industrial

ﬁu riculfura

Dari teori Rent dapat dilihat bahwa faktor jarak merupakan faktor penentu lokasi

kegiatan perdagangan

2.3.2. Teori Pusat-Pusat Pelayanan ( Teori Tempat Pusat)

Teori tempat pusat (central places theory) ini dikembangkan oleh Christaller
(1933) dan Losch (1954) yang merumuskan pola keterkaitan ruang berdasarkan hirarki
pusat kegiatan. Christaller memaparkan teorinya tentang persebaran dan besarnya
permukiman yang dapat diterangkan berdasarkan fungsi pelayanannya. dengan pendekatan
yang sifatnya keruangan di bidang ekonomi yang diaplikasikan pada fasilitas perdagangan
eceran, dengan dua konsep dasar teori ini adalah:

e Ambang batas penduduk atau ambang batas pasar yang merupakan rasio antara
penduduk dengan suatu kegiatan usaha yang menguntungkan. Konsep ini menjelaskan

berapa jumlah penduduk efektif bagi suatu pelayanan barang/jasa, yang dipengaruhi




20

oleh faktor-faktor : tingkat kebutuhan barang, kualitas barang, daya tahan barang dan
frekwensi belanja.

* Ambang batas jarak (distance treshold) yaitu ukuran jarak yang dapat ditolelir
penduduk untuk mendapatkan barang dan jasa. Menjelaskan seberapa jauh jarak

maksimal untuk mendapatkan barang dan jasa.

Christaller menganggap suatu wilayah (region) sebagai suatu dataran yang
homogen secara geografis dengan penduduk yang merata persebarannya. Wilayah-wilayah
yang tersebar di dataran tersebut berfungsi sebagai “cemtral places” (tempat pusat).
Wilayah-wilayah tersebut menyajikan berbagai barang dan jasa untuk wilayah
sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki. Untuk melayani permintaan tempat-tempat
kecil yang tersebar luasnya, disediakan barang cian jasa tingkat rendah. Makin tinggi
tingkat barang dan jasa, makin besar range-nya dari penduduk ditempat kecil, wilayah-
wilayah (kota-kota) besar terdapatlah pasar yang besar. Wilayah-wilayah yang saling
berhubungan tersebut oleh Christaller dipakai “hexagon”. (gambar 2.4). Wilayah-wilayah
pasaran yang saling bertindih dibelah dengan garis lurus, dengan maksud agar dalam
berbelanja, orang memilih tempat (kota) yang paling dekat dengan tempat tinggalnya.
(Daldjoeni, 1997:108).

Dari Teori tempat pusat dapat dilihat bahwa hirarki kegiatan perdagangan yang
didukung oleh jumlah penduduk dan luas daerah layanan tertentu. Faktor penentu lokasi
perdagangan dari masing-masing hiratki perdagangan adalah besar dan jenis barang yang
dijual pada masing-masing fasilitas perdagangan, jumlah penduduk pendukung dan luas
‘daerah layanan. Selain itu faktor jarak merupakan faktor penentu lokasi kegiatan

perdagangan.
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GAMBAR 2. 3.
WILAYAH PASARAN HEKSAGONAL MODEL CHRISTALLER

Sim (1982) membagi analisa perdagangan pusat kota atas faktor yang
berpengaruh yaitu aksebilitas dan keterkaitan spasial. Aksebilitas berkaitan dengan
kemudahan pencapaian suatu lokasi melatui kendaraan wnum dan pribadi dan pedestrian,
yang dapat diukur dengan kepadatan lalu lintas, jumlah kendaraan umum, kendaraan
pribadi dan pola sirkulasi. Keterkaitan spasial bersamaan pengertiannya dengan posisi
relatif suatu kegiatan dalam ruang, yang secara internal dapat diukur melalui adanya fungsi
yang paling mendukung perkembangan kegiatan di lokasi dan secara eksternal diukur
dengan melalui jarak dari fungsi perdagangan lain dan posisi relatif lokasi terhadap pusat
perdagangan yang lain.

Dari kedua teori tersebut diatas yang akan menjadi perhatian oleh perusahaan
perdagangan dalam memilih lokasi kegiatannya yaitu sewa tempat di sentral yang tinggi
dan keinginan akan kemudahan hubungan (accessibilty) serta keterkaitan spasial dengan

kegiatan lain. Efek dari sewa tempat yang tinggi ini akan menarik atau mencegah

masuknya perusahaan, dan mendorong aglomerasi bagi tipe-tipe tertentu.
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2.3.3. Teori Aglomerasi dan Aspek Kedekatan (Proximity) dalam Aktvitas Ekonomi

Aspek kedekatan (proximity) dalam melakukan aktivitas ekonomi karena adanya
keinginan untuk melakukan aglomerasi (agglomeration economies). Dalam Ekonomi
Perkotaan, istilah aglomerasi ekonomi dipakai untuk menjelaskan adanya keuntungan-
keuntungan dari konsentrasi spasiél yang dihasilkan dari skala ekonomi pada suatu area
perkotaan (Mills, 1972 :16). Aglomerasi dilakukan karena mempunyai skala ekonomi
(scale economies) yang tinggi dan keuntungan komparatif (comparative adventage) yang
dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Studi Hotelling (dalam Chadwick, 1987)
menunjukkan bahwa penjual barang sejenis mempunyai kecenderungan untuk
mengelompok pada suatu lokasi. Sedangkan menurut Richardson (1977; 69) aglomerasi
dari kegiatan-kegiatan tertentu yang serupa akan menimbulkan keuntungan-keuntungan
ekstern tertentu (yakni seperti adanya kawasan perdagangan umum, penghematan beaya
transport lokal), untuk beberapa kegiatan yang tidak serupa akan beraglomerasi disebabkan
karena mereka saling komplementer (seperti kantor-kantor dengan kafetaria, bioskop
dengan restoran.)

Kota dipilih oleh pelaku ekonomi sebagai lokasi usahanya karena mempunyai
nilai skala ekonomi dan keuntungan komparatif yang tinggi, sehingga ada keinginan bagi
pelaku ekonomi untuk memperoleh kemudahan hubungan (accessibility), sewa tempat di
sentral usaha, pengurangan biaya-biaya akibat kemacetan (congestion), kenyamanan dalam
melakukan aktivitas (amenities) (Richardson, 1977:55). Keinginan itulah yang ditempuh
oleh pelakﬁ ekonomi tidak terkecuali bagi PKL untuk selalu mendekatkan diri pada lokasi-

lokasi strategis yang mempunyai nilai skala ekonomi dan keuntungan komparatif.
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Kota sebagai lambang dari gejala aglomerasi ekonomi menjadi sasaran para
pelaku PKL di perkotaan. Meskipun nilai sewa tanah di kota mahal, mercka.cendcrung
bertempat tinggal yang dekat lokasi usahanya di pusat kota dengan mencari harga sewa
rumah yang murah. Sebagai konsekuensinya mereka bertempat tinggal di daerah dekat
pusat kota yang kondisinya tidak memenuhi éyarat (slwh area), karena keinginan untuk
tinggal pada daerah yang sewanya murah. Untuk lokasi usahanya mereka berusaha
mendekatkan diri dengan pusat-pusat keramaian seperti kawasan perdagangan/pertokoan
atau CBD, karena disini banyak pengunjung yang mempunyai latar belakang ekonomi dan
kelas sasial yang berbeda-beda. Kecenderungan para PKL yang menempati kawasan-
kawasan perdagangan, disebabkan karena mereka tidak akan mampu memiliki atau bahkan
menyewa lokasi, karena tempat-tempat tersebut harga tanahnya sangat mahal. Sehingga
mereka akan mencari dimana saja asal dekat dengan kawasan tersebut yang terbebaskan
dari beaya sewa, untuk itulah trotoar atau tfepi jalan dipilih sebagai lokasi usahanya,
meskipun dari aspek tata ruang,lokasi tersebut tidak diperuntukannya dan bahkan dapat
mengganggu para pejalan kaki. Disisi lain bagi para grosir dan pedagang pengecer
(formal), keberadaan PKL disekitar kawasan perdagangan tersebut akan membantu
mendistribusikan barang-barang yang mereka jual. Karena melalui PKL barang méreka
akan dapat langsung ke konsumen. Sedang bagi para konsumen, manfaatnya terletak pada
efisiensi waktu, jarak dan biaya, seperti barang dapat dibeli setiap waktu dan lokasi yang

mudah dijangkau.
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2.4, Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan
2.4.1. Sektor Informal Perkotaan
2.4.1.1. Pengertian Scktor Informal

Konsep sektor informal, pertama kali diperkenalkan oleh J.K. Hart pada tahun
1971, yang membédakan secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal dan informal.
(Rachbini, 1994 : 26; Daldjoeni, 1998 : 222).

Menurut Hart (dalam Manning dan Effendi, 1996:78-79) dalam penelitiannya di
Ghana, sektor formal dan informal dibedakan dalam berbagai kategori yang didasarkan
pada kegiatan yang dilakukan individu, jumlah pendapatan dan pengeluaran yang mengalir
dalam pdrekonomian kota, serta membedakan yang dilihat dari keteraturan cara kerja,
hubungan dengan perusahaan, curahan waktu dan status hukum kegiatan yang dikelola,

Dalam konteks Indonesia, menurut Hidayat (1978:6-7) pengertian sektor formal
diberikan sebagai sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai
proteksi ekonomi dari pemerintah, Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang
tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan
atad fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya
"accessibility" terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai
sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Dilihat dari keberadaannya menurut Hidayat (1978:8), sektor informal dapat
berada di daerah kota maupun di desa. Sektor informal yang berada di desa disebut sektor
tradisional, sedangkan yang berada di kota tetap disebut dengan sektor informal. Dengan
adanya pengertian ini maka secara konsepsional di daerah kota dikenal istilah sektor

formal dan sektor informal, sedangkan di desa dikenal sektor formal dan sektor tradisional.
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Perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor informal dapat dilihat pada tabel

II.1 sebagai berikut :

TABEL I1.1.
PERBANDINGAN KARAKTERISTIK SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL

Modal Relatif mudah diperolch Sukar diperoleh
Teknologi Padat modal : Padat karya
Organisasi Birokrasi Mempunyai organisasi keluarga
Kredit Dari lembaga resmi Dari lembaga keuangan tidak
resmi
Serikat buruh Sangat berperan Tidak berperan
Bantuan Pemerintah Penting untuk kelangsungan | Tidak ada
usaha
Hubungan dengan desa | One-way trafic untuk ke- Saling menguntungkan
pentingan sektor formal
Sifat dunia usaha Sangat tergantung dari ) Berdikari
perlindungan pemerintah atau
import
Hubungan kerja majikan | Berdasarkan kontrak kerja Berdasarkan atas saling percaya
buruh

Sumber : Hidayat (1978 : 10)

2.4.1.2. Ciri-ciri Sektor Informal
Mengenai ciri-ciri sektor informal, ILO (Sethuraman,1976:125) dalam
penelitiannya di Kenya mengemukakan tujuh ciri-ciri sektor informal yaitu :
(1) Mudah dimasuki;
(2) Bersandar pada sumber daya sekitarnya;
(3) Kegiatan usaha keluarga;
(4) Ukuran usahanya dalam skala kecil;
(5) Bersifat intensif kerja dan dengan teknologi tepat guna;
(6) Ketrampilan dari yang bersangkutan bukan hasil didikan sekolah formal;

(7) Di luar jalur yang diatur pemerintah dan bergerak dalam pasar séngat bersaing.
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Sedangkan menurut Hidayat (1978 : 8) dalam penelitiannya mengenai sektor
informal di Kodya Yogyakarta menghasilkan sebelas ciri pokok tentang sektor informal
yaitu :

(1) Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak
menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
(2) Pada umumnya tidak mempunyai izin;
(3) Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
(4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah
tidak sampai ke sektor ini;
(5) Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor
yang lainnya;
(6) Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana;
(7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil;
(8) Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan
formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
(9) Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam golongan one man enterprises dén kalau
mengerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga;
(10) Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari
lembaga keuangan yang tidak resmi;
(11) Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang
berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.
Untuk mengetahui apakah suatu unit usaha termasuk kedalam unit usaha formal

atau informal maka harus diperhatikan ke-11 karakteristik tersebut diatas. Bila satu unit
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usaha mempunyai beberapa karakteristik di atas, maka unit usaha tersebut dapat dikatakan
sebagai unit sektor informal;

Menurut Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 230) diantara berbagai
usaha sektor informal adalah usaha PKL, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang
penﬁng dan relatif khas dalam sektor informal di kota. Kekhususan tersebut dikarenakan
usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan

perkotaan.

2.4.2. Pedagang Kaki Lima di Perkotaan
2.4.2.1. Pengertian dan Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

PKL sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha sektor informal diartikan sebagai
setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan
cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di
tempat-tempat umum, dengan tidak mempunyai legalitas formal, dimana keéiatan
perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kultur yang dimiliki atau
secara individual. Istilah kaki lima asalnya adalah trotoar yang dahulu berukuran lebar 5
feet atau sama dengan kurang lebih satu setengah meter, sehingga dalam pengertian ini
PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki-lima, dan biasanya mengambil tempat atau
lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan,
pasar, sekolah dan gedung bioskop. (Fak.Ekonomi Unpar, 1980:2).

Pengertian tentang PKL terus berkembang schingga sekarang manjadi kabur
artinya. Mereka tidak lagi berdagang diatas trotoar saja, tetapi di setiap jalur pejalan kaki,
jalur-jalur tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di

perempatan jalan dan berkeliling kerumah-rumah penduduk (Fak. Teknik Unpar, 1980:2).
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Pengertian PKL menurut Pemerintah Kota Semarang adalah mereka yang didalam
menjalankan usahanya menggunakan‘ dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-
pasang /dipindabkan serta mempergunakan bagian jalan/irotoar, tempat-tempat untuk
kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang

bukan miliknya.(Perda No.8 Tahun 1986)

Dilihat dari klasiﬁl;asinya, PKL dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi
sebagai berikut :
¢+ Klasifikasi menurut jenis barang dagangan :
1) Dagangan makanan-minuman,
2} Dagangan non makanan—minurnan,-
3} Dagangan Jasa
+  Klasifikasi menurut waktu usaha
1} Siang hari
2) Malam hari
¢+  Klasifikasi menurut sifat lokasi usaha
1) Menetap
2) Berpindah
3) Keliling
¢  Klasifikasi menurut status lokasi usaha
1) Berijin
2) Tidak berijin
+  Klasifikasi menurut tipe “shelter” yang ditempati
1) Shelter dengan bangunan permanen { berupa bangunan kios yang menetép, tidak
bisa dipindah)
2) Shelter dengan bangunan tidak premanen (berupa kios atau tenda yang mudah

bongkar-pasang, kotak yang bisa dipindah).
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2.4.2.2. Karateristik Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Seperti telah dikemukakan dimuka, sebagai bagian dari kegiatan usaha sektor

informal, PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri pokok sektor

informal. Penelitian yang dilakukan Kartini Kartono, dkk (Fak.Sospo!, Unpar, 1980:3)

mencatat ada 21 ciri-ciri PKL, Ciri-ciri tersebut adalah :

(1

@

G)
Q)

&)

Q)

(7

®)
€)

Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti sebagai
produsen, misalnya pedagang makanan-minuman yang dimasak sendiri; -
Perkataan kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan
barang-barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka
toko yang dianggap strategis. Juga kelompok pedagang yang mempergunakan meja,
kereta‘dorong dan kios kecil;

PKL umumnya menjual barang secara eceran;

PKL wnumnya bermodal kecil, bahkan tidak jarang hanya merupakan “alat” bagi
pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah;

Pada umunya para PKL merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang
tergolong pada kelompok sub marginal;

Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah bahkan ada yang
mengkhususkan diri dalam hal berjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga
yang jauh lebih murah;

Omzet penjualan PKL pada umumnya tidak besar;

Para pembeli umumnya yang berdaya beli rendah;

Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga

dalam jejang hirarki pedagang yang sukses agak langka atau jarang terjadi;
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(10) Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha “family enterprise”, dimana anggota
keluarga turut membantu dalam usaha tersebut;

(11) Mempunyai sifat “one man enterprise”;

(12) Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak berstandar dan “shifting” jenis barang
yang diperdagangkan sering kali terjadi;

(13) Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas usaha
perdagangan para PKL;

(14) Sebagian dari PKL melaksanakan pekerjaan secara penuh yaitu berupa “full time job”,
sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja, atau pada waktu senggang dalam
rangka usaha mencapai pendapatan “additional”;

(15) Sebagian PKL melaksanakan pekerjaan secara musiman, dan kerap kali terlihat jenis
barang dagangannya juga berubah-ubah;

(16) Barang-barang yang umumnya dijual oleh PKL merupakan apa yang dalam ilmu
marketing dinamakan “convinience goods”, jarang sekali mereka memperdagangkan
“specialty goods”,;

(17) Para PKL umumnya dalam suasana tidak tenang, takut kalau-kalau sewaktu-waktu
usaha mereka dihentikan oleh TIBUM;

(18) Masyarakat umum sering menganggap, bahwa para PKL merupakan kelompok yang
menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan;

(19) Mengingat faktor pertentangan kepentingan, maka kelompok PKL merupakan
kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi, walaupun perasaan setia
kawan cukup kuat diantara mereka;

(20) Jam dan waktu kerja pada umumnya tidak menunjukkan pola yang tetap, hal mana

merupakan salah satu ciri perusahaan perorangan;
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(21) Para PKL terlihat jiwa “entrepreneurship”yang kuat;

Sedangkan menurut Julissar An-naf (1983: 30 ) terdapat dua belas karakteristik
PKL yaitu:

(1) Bagi PKL, berdagang di kaki-lima umumnya sebagai mata pencaharian pokok.;

(2) PKL umumnya tergolong angkatan kerja produktif;

(3) Tingkat Pendidikan mereka umumnya relatif rendah;

(4) Sebagian besar PKL merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status
kependudukan yang sah di kota;

(5) Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;

(6) Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;

(7) Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;

(8) Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan
dengan Bank;

(9) Kurang mampu memupuk modal;

(10)Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan
sekunder;

(11) Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga
di perkotaan;

(12)Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun

pungutan-pungutan tidak resmi.

2.4.2.3. Pelaku Pedagang Kaki Lima di Perkotaan
Pengalaman di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pada umumnya

PKL terdiri dari migran (Manning dan Effendi, 1996 : 184). Kecenderungan tersebut juga
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dapat dilihat pada PKL dalam penelitian Dewan Riset Nasional (Firdausy,1995: 21 ) pada
4 (empat) kota di Indonesia seperti dikemukakan diatas, dimana sebanyak 80,3 persen dari
Pedagang Kaki Lima tersebut merupakan migrasi ke kota.

Menurut Bryant (1989:337), PKL yang bertahan hidup sebagai penghuni kaki
lima dan tempat-tempat hunian liar, umumnya mengatakan bahwa kehidupan mereka
sudah dianggap jauh lebih baik di lingkungan perkotaan yang baru daripada di kampung
halaman mereka sebelumnya. Karena banyak diantara mereka yang memang sudah tidak
memiliki akses tanah, oleh sebab itu mereka hanya menggantungkan hidupnya pada upah
yang tidak menentu sebagai buruh tani yang senantiasa ber.gantung pada ketidaktentuan
musim dan iklim bagi tanaman-tanaman subsisten. Selain itu nilai tukar komoditi sektor
pertanian terhadap komoditi non pertanian cenderung menurun, sehingga posisi pedesaan
dan sektor pertanian secara relatif juga tidak menguntungkan (recessive). Ini menimbulkan
kefrustasian para petani yang bekerja keras memproduksinya, sehingga mereka

memutuskan untuk bermigrasi ke kota.

2.5. Karakteristik Piiihan Lokasi Usaha.
2.5.1. Kedekatan dengan Pusat-Pusat Kegiatan /Keramaian Kota.

Diﬁerkotaan, persaingan untuk memperebutkan ruang cukup ketat. Perebutan
ruang ini tidak hanya untuk fungsi industri, pusat perdagangan, perumahan, perkantoran,
pelebaran jalan, yang sifatnya berskala besar, tetapi juga memperebutkan ruang yang
sempit seperti trotoar atau bahu jalan. Masalah yang mencolok adalah penggunaan ruang
kota oleh sektor informal PKL, yaitu di trotoar dan bahu jalan sebagai tempat menjajakan
dagangan. Menurut Surbakti (1996) trotoar diperebutkan sebagai area pejalan kaki, jalan

sepeda, dalam keadaan tertentu sepeda motor (pada kondisi jalan macet). Selain itu trotoar
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diperebutkan untuk PKL sebagian atau seluruh lebar trotoar. Kondisi ini menyebabkan
konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang menggunakan ruang,

Kecenderungan PKL ini tidak terlepas dari eksistensi sektor formal di daerah
tersebut atau dengan kata lain adanya interaksi ekonomi di sektor formal (misalnya
kawasan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Jalan-jalan protokol dalam kota yang
terdapat pusat-pusat kegiatan sektor formal atau pelayanan wmum seperti pertokoan,
perkantoran, pasar, gedung bioskop, sekolah dan tempat kegiétan lainnya tentunya
merupakan tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, sehingga merupakan tempat yang
strategis untuk berjualan. Dalam observasinya di Jakarta dan Surabaya mengenai PKL ,
Rachbini dan Hamid (1994:90) mengamati adanya kecenderungan dimana setiap berdiri
gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet
sepanjang jalan. Meraka melayani pegawai/karyawan bergaji rendah.

Kecenderungan tersebut juga dikemukakan oleh Todaro (1994:267) bahwa sektor
informal terkait erat dengan scktor formal di perkotaan seperti penyediaan input-output
produksi dan tenaga kerja yang murah. Demikian juga oleh Takeli (dalam Pardoko,
1987:36) bahwa amat sukar untuk mengadakan garis pemisah yang tajam antara pekerjaan
formal dan informal, karena keduanya ada dalam hubungan yang tetap. Kedua kelompok
ini ada wujudnya dalam kerangka wakfu dan tempat yang sama.

Dean Forbes (dalam Manning dan Effendi, 1996 : 348) dalam penelitiannya

mengenai PKL di Ujung Pandang, menyebutkan bahwa adanya variasi pemusatan—

pemusatan ruang dalam PKL di kota Ujung Pandang disebabkan oleh hubungan yang
komplek antara suplay pekerja, keperluan produksi, perilaku pemasaran dan sarana dan
prasarana transportasi. Perlunya lokasi produksi dan pemasaran dekat dengan sumber-

sumber bahan baku telah mendorong timbulnya pemusatan sektor informal PKL.
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2.5.2. Kedekatan dengan Tempat Tinggal.

Suharso (1986:21) menyatakan bahwa para migran daiam memilih tempat tinggal
dan memilih lokasi usaha atau melakukan kegiatan ekonominya mendasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan antara lain : murah, dekat teman, dengan usaha sejenis dan
sedapat-dapatnya dengan teman sekampung, dekat dengan tempat pemasaran serta mudah
dicapai dengan biaya murah. Dengan dasar pertimbangan demikian tidak ayal lagi sering
berbenturan dengan hal-hal atau aturan yang bersifat formal, sehingga sering terjadi
penggusuran tempat-tempat kumuh, penertibaﬂ tempat usaha yang tidak sesuai dengan
perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, penangkapan gerobag-gerobag dorong dan
sejenisnya.

Turner { 1972:167) membedakan preferensi pemlihan rumah tinggal berdasarkan
pada tingkat penghasilan masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pilihan
rumah tinggal dekat dimana mereka bekerja. Kebanyakan tingkat penghasilan PKL adalah
rendah (An-naf, 1983:30) sehingga bila pendapat Turner diaplikasikan dalam penelitian
ini, PKL akan memilih lokasi usaha (tempat bekerja) yang dekat dengan tempat
tinggalnya.

Dalam hubungannya dengan mobilitas lokasi usaha, Rachbini dan Hamid
(1994:101) dalam penelitiannya mengenai PKL di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat ‘
korelasi yang tinggi antara tingkat mobilitas lokasi usaha dengan mobilitas tempat tinggal.
PKL akan bertempat tinggal dimana saja dan kemana saja gerobak alat dagangannya
dipangkalkan. Mereka harus dekat dengan lokasi usahanya. Kalau tidak mereka akan dililit

masalah ongkos transportasi.
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2.5.3. Pengaruh Strategi Pemasaran dalam Pilihan Lokasi Usaha

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan
untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang
dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli
potensial. (William J. Stanton dalam Swastha, 1986; 5). Dengan demikian terdapat empat
variabel pemasaran yang secara umum dijadikan dasar untuk menyusun strategi
pemasaran, yaitu produk, harga, tempat (distribusi) dan promosi.

Informasi tentang penempatan barang, penting untuk memberikan penilaian
apakah barang dagangan PKL selalu siap dalam jangkavan konsumen. Sebagai pedagang,
PKL akan selalu berusaha menempatkan barang dagangannya untuk selalu siap dalam
jangkauan konsumen. Penempatan disini adalah penempatan barang atau jasa pada lokasi
tertentu sedemikian rupa sehingga mudah dicapai dan diperoleh oleh para éembeli
potensial. Sehubungan dengan itu mereka berusaha untuk menempati lokasi yang strategis,
salah satunya adalah di kaki lima atau jalan tertentu yang banyak orang hilir mudik.
Seperti penelitian lapangan yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional ( Firdausy, 1995
:39) mengenai PKL di beberapa kota di Indonesia, dimana pada umumnya responden
berusaha menempatkan barang dagangan secara fisik sedekat mungkin dengan calon
pembeli.

Dilihat dari sudut pemasaran, maka apa yang dilakukan PKL tersebut diatas
sebetulnya cermin dari mereka yang berusaha menggugah terwujudnya proses AIDA
(Attention, Interest, Desire, Action) (Swastha, et al, 1986 : 347) yaitu suatu proses
timbulnya perhatian yang diikuti dengan keinginan untuk memiliki dan kemauvan untuk
membeli dan berakhir dengan dilaksanakannya tindakan membeli oleh calon pembeli

potensial. Proses AIDA ini merupakan fungsi dari promosi. Sebetulnya dengan
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mendekatkan barang sedekat mungkin dengan calon pembeli, para PKL telah
. melaksanakan dua hal sekaligus yaitu fungsi lokasi dan fungsi promosi. Dengan berbuat
demikian mereka berusaha menekan serendah mungkin biaya yang timbul dari kedua

fungsi tersebut.

2.5.3.1. Jenis Barang (Produk) Dagangan

Jenis barang yang diusahakan PKL sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh
Dewan Riset Nasional (Firdausy,1995:32) di 4 kota yajtu di Bandung, Semarang,
Yogyakarta dan Surabaya adalah barang kebutuhan sehari-hari, yang sebagian besar adalah
jenis makanan-minuman (54,9 %), sisanya 45,1 persen merupakan barang-barang lainnya
seperti klontong, rokok, sayuran, buah-buahan,barang loak,mainan anak, makanan burung,
bunga, majalah, buku, pakaian serta jasa. Pada umumnya barang-barang yang diusahakan
berharga relatif tidak tinggi, sebagian dari barang-barang tersebut mudah mengalami
penurunan mutu, barangnya tersedia dibanyak tempat dan calon pembeli tidak banyak
memerlukan pertimbangan lain bila ingin membelinya.

Dari segi marketing kelompok barang tersebut diatas termasuk kategori barang-
barang “convenient”, yang biasanya banyak diminati oleh kelompok masyarakat

berpendapat menengah dan rendah.

2.5.3.2. Bentuk (Struktur) Pasar Pedagang Kaki Lima

Seorang pedagang yang akan menjalankan usahanya yang pertama perlu disadari
adalah bagaimana posisi seorang pedagang terhadap pedagang lainnya. Suatu barang yang
dipilih untuk diproduksi / dijual bagi seseorang bukan semata-mata masalah bagaimana

memproduksi/ membeli barang tersebut dan biaya produksinya tetapi juga mencakup
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bagaimana menjual produknya. Untuk itu perlu disadari pada bentuk (strukutur) pasar yang
bagaimana pedagang tersebut berada.

Para ahli ekonomi mendifinisikan struktur pasar sebagai karakteristik yang
mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan yang menjual di pasar tersebut misalnya
jumlah perusahaan dipasar atau jenis produk yang mereka jual (Lipsey,et.al, 1987:3).

Menurut Pass, Lowes dan Davis (1998 : 400) dalam teori ekonomi, struktur atau
bentuk pasar yang dihadapi seorang pengusaha dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Ciri-
ciri tersebut antara lain jumlah penjual dan pembeli, mudah tidaknya memasuki bidang
usaha yang bersangkutan, homogen atau tidaknya sifat dari barang penjual di mata
pembeli, tingkat kesempurnaan dari pengetahuan penjual dan pembeli terhadap tingkat
harga. |

Pada lokasi tempat PKL berusaha, informasi mengenai banyaknya pedagang yang
menjual barang yang sama, atau hampir sama dalam jenisnya sangat penting. Barang /
produk tersebut meskipun sama tetapi untuk menarik pembeli, bentuk /design, rasa dan
pelayanan dapat dilakukan dengan cara berbeda (tidak sama). Faktor produk dan mutu
merupakan tumpuan utama seperti produk yang cepat rusak, tidak cepat rusak, dan
mempunyai merek dagang atan tidak. Selain faktor produk, penetapan harga juga dapat
dipengaruhi oleh lokasi usaha yang strategis. Lokasi usaha yang strategis seperti mudah
dicapai, dapat digunakan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pedagang yang
tempatnya sulit dicapai. Ada pembeli yang tidak suka repot-repot seperti berdesakan untuk
memperoleh harga yang lebih mahal sedikit. Sebaliknya ada pula pembeli yang selalu

berusaha memperoleh harga yang termurah.
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2.5.4. Pengaruh Latar Belakang Sosial Pedagang Kaki Lima.

Menurut Dietvorst (dalam Daldjoeni, 1997:91) bagian dari pendekatan analisis
spatial adalah masalah lokasi kegiatan ekonomis manusia. Di situ dipakai model citra
manusia, yang intinya penentuan lokasi berdasarkan keputusan dari para pengusaha yang
ingin mencapai hasil optimal, dan untuk itu mereka harus memiliki dua hal, yaitu informasi
tentang lingkungan serta kemungkinan optimal dapatnya mengambil keputusan.

Dalam bahasa geografi perilaku (Dietvorst dalam Daldjoeni, 1997:94) ada
pengertian-pengertian seperti antara lain : Persepsi, kognisi, lingkungan psiko, peta mental,
citra, dan sikap.

Persepsi adalah fungsi psikologis yang memampukan individu untuk mengamati
rangsangan inderawi dan mengubahnya menjadi pengalaman yang berkaitan secara tertata.
Persepsi terhadap lingkungan adalah interpretasi tentang suatu seting (ruang) oleh individu.
Setiap individu, dengan demikian akan mempunyai persepsi lingkungan yang berbeda,
karena latar belakang budaya, nalar dan pengalaman yang berbeda.

Salah satu hal yang dipersepsi manusia tentang lingkungannya adalah ruang
(space) di sekitarnya. Pengertian ruang itu termasuk persepsi tentang jarak jauh-dekat,
luas-sempit, longgar-sesak, kurang nyaman dan sebagainya.

Sikap (attitude) yaitu kondisi kejiwaan seseorang yang permanen dalam
menghadapi aspek-aspek tertentu dari dunia pengalamannya.

Menurut Triandis (1971) menyatakan bahwa sikap (attitude) merupakan suatu
kesediaan manusia dalam bereaksi terhadap suatu obyek. Sikap tersebut terdiri dari 3
komponen yakni (a) komponen kogninitif merupakan pengetahuannya terhadap obyek; (b)
komponen afeksi merupakan hubungan emosi terhadap obyek yang dapat dirasakan

sebagai suatu yang disukai atau tidak sehingga tumbuh perasaan positif maupun negatif;
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(c) komponen tingkah laku merupakan kecenderungan untuk bertindak sesuai komponen
kognitif dan komponen afeksi.

Dalam kaitannya dengan sikap tersebut, Suwandhini (dalam Firdausy, 1995:125)
menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan menentukan sikap
seseorang karena apa yang didengar dan dilakukan seseorang tidak jauh berbeda dengan
apa yang dilakukan dengan orang-orang dilingkungannya. Hal ini intinya bahwa status
sosial-ekonomi dan pengetahuan seseorang tentang lingkungannya akan mempengaruhi
sikap orang tersebut. Sikap tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi tindakan manusia
di dalam memanfaatkan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri.

Menurut Rusli Ramli (1992), tingkat pendidikan dan kelompok umur para PKL
berpengaruh pada pola-pola sosialisasi di perkotaan. Hal ini karena tingkat pendidikan
memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir, beradaptasi dan bereaksi terhadap
lingkungan barunya, sedangkan umur akan memberi pengaruh kepada kemampuan fisik
PK1I. dan adaptasi terhadap pola-pola sosial budaya baru.

Kalau hal-hal tersebut diaplikasikan terhadap kecenderungan PKL dalam memilih
lokasi usaha, hasil penelitian PKL. di Bandung oleh Fakultas Ekonomi Unpar (1980),
menujukkan bahwa adanya perbedaan kecenderungan dalam menentukan lokasi usahanya
yaitu bagi pedagang yang usianya lebih tua lebih suka berjualan menetap pada lokasi
tertentu, sedangkan pedagang yang berusia muda mempunyai mobilitas yang lebih besar

(cenderung mudah berpindah).

2.6. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha dari Aspek Konsumen
Transaksi perdagangan eceran merupakan hasil pilihan pembeli (konsumen)

terhadap faktor-faktor daya tarik dan penghambat dari fasilitas perdagangan yang ada.
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Elemen-elemen dari faktor ini menurut Nelson (1958), adalah :

¢ Ketersediaan barang dagangan menyangkut : tipe, ukuran, luas pilihan, pelayanan yang
memadai,

¢+ Keuntungan harga : unit retail standar, harga kompetitif, dampak promosi, penjualan
khusus,

+ Kenyamanan tempat penjualan,

¢ Kemudahan : tranportasi umum (beaya,waktu,frekwensi), transportasi pribadi (parkir,
aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jarak parkir).

Lebih lanjut Nelson (1958) mengatakan bahwa prinsii)-prinsip yang perlu
diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran menyangkut tanggapan -
konsumen adalah :

+ Konsumen cenderung mengunjungi pusat perdagangan yang dominan,

¢+ Konsumen tidak akan melewati suatu pusat perdagangan untuk menuju pusat
perdagangan lain yang mempunyai fasilitas yang sama,

+ Konsumen akan mengunjungi pusat perdagangan terdekat dengan fasilitas yang sama,

+ Konsumen cenderung mengikuti pola sirkulasi yang sudah umum.

2.7. Rangkuman Kajian Pustaka
2.7.1. Ulasan Teori dan Konsep |

Dari Kajian Pustaka yang menelusuri beberapa teori, konsep dan hasil penelitian
terdahulu diharapkan dapat memberikan atau mendapatkan kejelasan bubungan dari toeri-
teori sebagai instrumen untuk mengupas permasalahan penelitian. Sehingga diharapkan
tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PKL dalam

memilih lokasi usahanya dapat diidentifikasi. Adapun rangkuman dari beberapa teori yang
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digunakan untuk mengupas permasalahan penelitian serta untuk dapat mencapai tujuannya,
dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ditambah adanya migrasi
penduduk dari desa ke kota, memerlukan lapangan pekerjaan. Para migran bermigrasi ke
kota termotivasi oleh persepsinya bahwa upah di kota lebih tinggi dari upah di desa dan
adanya tingkat kemudahan mencari pekerjaan sektor formal di kota. Tetapi karena sektor
formal di kota menggunakan padat modal dan membutuhkan ketrampilan pekerja, maka
para migran yang biasanya tidak berbekal pendidikan/ keﬁampilan harus bersaing dengan
penduduk kota yang relatif mempunyai pendidikan/ ketrampilan, para migran akhirnya
menjadi pengangguran dan akhirnya memasuki lapangan pekerjaan sektor informal
perkotaan diantaranya adalah usaha dagang dengan skala kecil dan biasa disebut sebagai
PKL

Tumbuhnya sektor informal PKT dalam suatu kota tidak lepas kaitannya dengan
fungsi kota yang begitu dominan dari aspek aktivitas ekonomi. Kota menjadi sasaran dari
aktivitas ekonomi karena mempunyai “scale economies” yang tinggi terutama didalam
memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari, baik mencukupi kebutuhan
internal ataupun eksternal (eksport). Adanya kota yang memberikan “comparative
advantages” yang semakin berkembang dan bersaing. Orang pada suatu waktu dapat
memproduksi lebih murah barang dan jasa pada suatu tempat tertentu sehingga dapat
menarik tenaga kerja ke suatu daerah yang mempunyai fungsi secara regional bebeda
kondisi alamiahnya. Perpindahan tenaga kerja mempengaruhi proses produksi dan
pemakaian ongkos antar daerah dalam perdagangan, sehingga faktor kedekatan (proximity)
merupakan pilihan yang tepat/efisien bagi pelaku ekonomi. Kedekatan tersebut bisa dalam

hal jaraknya dengan sumber bahan baku, dekat dengan pusat keramaian, dekat dengan
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dimana para pelaku ekonomi bertempat tinggal. Kondisi inilah yang mempengaruhi
didalam mencari/menentukan lokasi-lokasi yang begitu strategis dalam melakukan
aktivitas ekonominya, termasuk didalamnya adalah bagi sektor informal PKL.

Keinginan ber-“aglomerasi” akibat adanya “scale economies” dan “comparative
advantages” sangat menguntungkan bagi proses perkembangan kota (urbanisasi).
Fenomena aglomerasi dalam suatu kota bisa pula dijelaskan dalam lingkup yang lebih
spesifik. Misalnya pada aglomerasi kegiatan-kegiatan serupa atau berkumpulnya aktivitas-
aktivitas ekonomi yang mempunyai kegiatan sejenis dalam lokasi tertentu. Selain
mempunyai kelebihan dalam konteks “scale economies” dan “comparative advantages”,
juga menimbulkan keuntungan dalam akses-akses tertentu (yakni keuntungan dalam akses
fasilitas perkotaan, perbankan, perdagangan, dan penghematan biaya transportasi).
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak serupa akan beraglomerasi karena satu
sama lain bisa saling menunjang (bekomplementer). Pola-pola gejala aglomerasi ini ada
kemungkinan akan memperlihatkan suatu struktur hirarki, dimana suatu daerah yang
menjadi pusat kegiatan yang mempunyai fungsi lebih primer bagi daerah lain (fungsi
sekunder) sebagai daerah pengaruh (hinterland) terstruktur dalam suatu hirarki, seperti
yang dijelaskan oleh teori “central place "nya Christaller.

Kondisi tersebut diatas berimplikasi terhadap kegiatan sektor informal PKL yaitu
kecenderungannnya dalam memilih lokasi usahanya dan merupakan faktor-faktor penentu
mengapa kegiatan sektor informal PKL di perkotaan mempunyai lokasi yang beraneka
ragam kondisi lingkungannya karena ada latar belakang yang berbeda namun saling kait-
mengkait. Mulai dari toeri urba..nisasi; migrasi dari desa ke kota; konsep supply & demand
dalam tenaga kerja; toeri lokasi bid rent, aglomerasi; adanya keinginan untuk saling

berdekatan (proximity); kemudahan dalam akses-akses kebutuhan tertentu; dalil Christaller
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dan Locsh dan sebagainya, semuanya memberi wacana dan menjadi landasan berpikir
dalam penelitian.

Dalam memasarkan dagangannya, PKL mempunyai kecenderungan untuk
memasarkan dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Hal ini hanya dapat
dilakukan apabila lokasi tersebut dekat dengan pusat kegiatan/keramaian atau banyaknya
hilir mudik warga kota yang menjalankan aktivitasnya. Lokasi tersebut seperti di kawasan
perdagangan, perkantoran, dekat pasar dan lain-lain yang bertendensi aglomerasi lokasi.
Sesuai dengan teori lokasi, bagi para grosir dan pedagang pengecer (formal), keberadaan
PKL akan membantu mendistribusikan barang-barang yang mereka jual. Karena melalui
PKL barang mereka akan dapat langsung ke konsumen. Sedang bagi para konsumen,
manfaatnya terletak pada efisiensi waktu, jarak dan biaya, seperti barang dapat dibeli setiap
waktu dan lokasi yang mudah dijangkau. Pada lokasi-lokasi tersebut harga lahan sangat
mahal, mereka tidak mungkin dapat membeli atau menyewa tempat, karena tidak ada
pilihan lain dan untuk dapat bertahan hidup di kota, mercka berusaha memasarkan
daganganya di sebarang tempat seperti di trotoar, bahu jalan, taman dan lain-lain yang
bukan peruntukannya, sehingga dapat menggangu sirkulasi pejalan kaki, lalu-lintas
ketertiban dan kebersihan.

Untuk menetapkan lokasi usahanya, disamping lokasi yang strategis yaitu lokasi
yang dekat dengan pusat kegiatan kota, dalam menentukan lokasi usahanya PKL juga akan
melihat bagaimanan posisinya terhadap pedagang lain yang ada di lokasi tersebut, hal ini
akan menyangkut tingkat perasaingan terutama dalam hal jenis dagangan atau banyaknya
penjual sejenis pada lokasi tersebut. Bagaimana kemudahan memperoleh barang dagangan
juga merupakan faktor yang diperhitungkan menyangkut beaya transportasi yang akan

ditanggung, disamping itu faktor lokasi tempat tinggal pedagang akan ikut menentukan
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dimana mereka akan memilih lokasi usahanya, menyangkut bagaimana cara mereka
membawa peralatan dan biaya transportasi yang akan ditanggung.

Pengaruh Iatar belakang sosial-ekonomi menentukan bagaimana seorang PKL
mengambil keputusan dalam memiﬁh lokasi usahanya, karena menyangkut modal kerja
yang akan digunakan seperti dalam pengadaan peralatan, bahan baku atau dagangan yang
akan dibeli. Pengalaman seseorang akan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang akan
mengambil sikap untuk memutuskan, ini akan menyangkut tingkat pendidikan dan umur

sescorang.

2.7.2. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha
Pedagang Kaki Lima
Dari kajian pustaka diatas diidentifikasi beberapa hal yang menyangkut
pemilihan lokasi usaha PKL, yaitu :
a) Faktor sosial-ckonomi, yang diukur dengan :
(1) Pendidikan
(2) Umur
(3) Besarnya modal yang akan digunakan
b) Faktor aksesibilitas (kerterjangkauan menuju lokasi) divkur dengan sarana transportasi
yang digunakan PKL ke lokasi dan kemudahan memperoleh angkutan umum di lokasi.
¢} Faktor Pemasaran diukur dengan jenis produk (dagangan) yang dipasarkan.
d) Faktor Bentuk (struktur) Pasar diukur dengan banyaknya penjual usaha sejenis di
lokasi,
e) Faktor kedekatan dengan tempat tinggal, diukur dengan jarak tempat tinggal pedagang

dari lokasi.
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1) Faktor kedekatan (proximity) sebagai daya tarik lokasi, diukur dengan jarak lokasi ke

pusat kegiatan /keramaian kota,

28.Hipotesis

Diawali dari ulasan teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam
penelitian ini kemudian dicoba merumuskan beberapa hipotesis yang merupakan
dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan (question research) yang diangkat
dalam penelitian adalah sebagai berikut :

o Faktor-faktor pilihan lokasi usaha PKL dipengaruhi oleh karakteristik internal
yang terdiri jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal umur dan
pendidikan .

Hipotesa tersebut bila distrukuturkan kedalam diagram seperti tercantum dalam
gambar 2.4 berikaut.

GAMBAR 2.4.
DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR VARIABEL.

Faktor Internal Faktor Eksternal
(Karakteristik PKL) (Karakteritik Pilihan Lokasi)

Jenis dagangan Kedekatan Lokasi

Dengan Pusat
Kegiatan/ Keramaian
Kota

Sarana Transportasi
yang digunakan

Kedekatan Lokasi
dengan Rumah
Tingeal

Besarnya Modal
Kemudahan

memperoleh
angkufan umum

Tingkat Umur

Banyaknya penjual
sejenis dilokasi

Tingkat Pendidikan 7
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2.9. Difinisi Operasional

).

Q).

3).

4.

Pedagang Kaki Lima atau yang selanjutnya disingkat PKL dalam penelitian ini
adalah pedagang yang dalam menjalankan usahanya menempati lokasi-lokasi dirnaﬁa
lokasi-lokasi tersebut merupakan lahan yang dikuasai pemerintah yang seharusnya
mempunyai fungsi untuk kepentingan umum.

Lokasi usaha PKIL adalah bidang tanah atau lahan yang statusnya dibawah
penguasaan pemerintah dimana sudah mempunyai fungsi untuk kepentingan umum
yang bukan diperuntukkan untuk tempat usaha seperti trotoar, selokan, bahu jalan,
taman-taman kota, halte, bantaran sungai dan tempat-tempat kepentingan umum
lainnya yang sengaja dipilih oleh PKL untuk menjalankan usahanya,

Lokasi PKL Diijinkan adalah lokasi-lokasi sesuai dengan difinisi pada item nomor
(2) diatas dimana dengan pertimbangan tertentu pemerintah menetapkan lokasi-lokasi
yang ditunjuk (diijinkan) untuk digunakan para PKL sebagai tempat menjalankan
usahanya sclama jangka waktu dan tanggung jawab tertentu serta kewajiban
membayar retribusi.

Lokasi PKL Tidak Diijinkan adalah lokasi-lokasi sesuai dengan difinisi pada item

nomor (2) diatas yang tidak diperbolehkan untuk tempat usaha PKL




BAB IIT
METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Pendel;atau Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei jenis “explanatory” yaitu penelitian
yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui
pengujian hipotesa, serta dilaksanakan dengan cara mengambil sampel dari satu populasi
dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun dan Effendi,
1989), Selain itu untuk lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, dilakukan
pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif
Pendekatan kuantitatif terutama digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang
kondisi kehidupan para PKL, menyangkut karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik
lokasi usaha PKL (spasial) serta untuk menganalisis ada atau tidak adanya perbedaan atau
hubungan antara dua peubah (variabel). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan
sebagai pendukung dalam melakukan analisis pemilihan lokasi usaha PKL yang dikaitkan
dengan karakteristik sosial ekonomi PKL, karakteristik lokasi usaha PKL dan kebijakan
pemerintah serta pandangan masyarakat (konsumen).
Selanjutnya dalam melakukan analisis dilakukan melalui pendekatan kajian
sebagai berikut :
e Analisis deskriptif, tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat diskripsi,
gambaran atau lukisan yang dalam hal ini adalah gambaran tentang karakteristik sosial
ekonomi dari para PKL berdasarkan variabel-variabel yang terdapat di dalam

karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik lokasi usaha PKL.

47




48

0 Analisis korelatif, digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara

beberapa variabel.

3.2. Obyek Penelitian
Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

(1). Para PKL yang beroperasi di Kota Semarang. Yang dimaksudkan dengan PKL
disini adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di atas
trotoar, tepi jalan, jembatan penyeberengan, taman kota, emper-emper toko atau
disekitar pusat kegiatan kota dengan tidak termasuk didalamnya adalah pedagang
keliling.

Sedangkan kategori responden dibedakan pada tiga kelompok berdasarkan pada

jenis dagangan yaitu:

- Kategori jenis dagangan makanan/minuman, PKL dengan dagangan yang dijual
dengan cara diolah terlebih dulu baru dijual, atau sebagai prudusen- pedagang,
seperti warung makan, penjual bakso, tahu gimbal. Dilihat dari ketahanannya,
jenis dagangan ini cepat mengalami penurunan mutu (basi).

- Kategori jenis dagangan non makanan/minuman, PKL dengan jenis dagangan
ini mendapatkan barang langsung dijual. PKL dalam kategori ini sangat
beragam, seperti kelontong, grabadan, onderdil , sayuran/buah-buahan, koran,
buku, rokok, bensin ', barang bekas dan lain-lain. Dilihat dari ketahanannya,
jenis dagangan ini relatif lebih tahan lama.

- Kategori penjual jasa reparasi tv-sepeda-arloji, tukang kunci, afdruk foto dan
lain-lain,

(2). Para konsumen (pembeli) yang sedang melakukan transaksi dengan PKL tersebut

diatas.
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3.3. Pengambilan Sampel
a). Sampel PKL ;

Lokasi-lokasi dimana terdapat konsentrasi PKL sesuai pendataan UPD-PKL Kota
Semarang adalah tersebar di 97 tempat yang dibagi menjadi 5 wilayah rayon , yaitu
Rayon Semarang Barat, Rayon Semarang Utara, Rayon Semarang Timur, Rayon
Semarang Selatan dan Rayon Semarang Tengah dengan jumlah PKL kurang lebih
7.091 PKL. Sehubungan dengan waktu studi yang terbatas, dalam penelitian ini

pengambilan sampel dengan teknik sampel gugus bertahap (Sangarimbun dan Effendi,

1689:167) dengan uraian sebagai berikut :

(1).Populasi sampling pertama, terdiri dari semua lokasi, dimana beberapa lokasi
diambil per wilayah sebesar 10 % dari jumlah lokasi dalam wilayah itu, dengan
perincian sebagai berikut :
¢+ Rayon Semarang Barat = 10 % x 17 lokasi =2 lokasi,

+ Rayon éemarang Utara= 1.0 % x 24 Lokasi = 3 lokasi,
+ Rayon Semarang Timur = 10 % x 19 Lokasi = 2 Lokasi,
¢ Rayon Semarang Selatan = 10 % x 14 Lokasi= 1 lokasi,

¢+ Rayon Semarang Tengah = 10 % x 16 Lokasi = 2 Lokasi.

Pemilihan lokasi diadasarkan pada lokasi yang mempunyai PKL dengan variasi
jenis dagangan yang berbeda-beda dan diambil yang mempunyai jumlah PKI
banyak/dominan. Dengan perincian sebagai berikut :

¢ Rayon Semarang Barat= JI, Kokrosono,J1.Simongan- Bongsari.

¢ Rayon Semarang Utara =J1. Empu Tantular, Jl.Citarum-j 1.Progo, JL..Dr. Cipto,

* Rayoﬁ Sémarang Timur = J1.Sekitar Stadion, Ji.Bugangan Raya,
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¢+ Rayon Semarang Selatan = J1.Dr.Karyadi,

4+ Rayon Semarang Tengah= JI. Simpang Lima-Jl.Pahlawan, JI.Ahmad Dahlan,

(Kawasan Simpang Lima, malam hari).

(2).Populasi sampling kedua, yang terdiri dari beberapa. lokasi terpilih, diambil tiap-
tiap lokasi kurang 10 % persen dari jumlah PKL pada lokasi terpilih sebagai
responden, dengan perincian sebagai berikut :

s Rayon Semarang Barat
- ]l Kokrosono =10 % x 258 =25 Responden
- JL.Simongan- sekitar Pasar Bongsari = 10 % x 163 = 17 Responden

¢ Rayon Semarang Utara

JI. Empu Tantular = 10 % 159 = 16 Responden

1

JI. Citarum-J1.Progo- =10 % x 186 = 18 Responde,

J1. Dr. Cipto = 10 % x 66 = 7 Responden,
¢ Rayon Semarang Timur
- JLSekitar Stadion =10 % x 156 = 16 Responden,
- JL.Bugangan Raya, = 10 % x 105 = 10 Responden,
¢ Rayon Semarang Selatan
- JL.Dr.Karyadi= 10 % x 76 = 8 Responden,
¢ Rayon Semarang Tengah (Kawasan Simpang Lima}
- ]l Simpang Lima dan Jl.Pahlawan = 10 % x 124 = 13 Responden
- JL.Ahmad Dahlan = 10 % 52 = 5 Responden,
Total Responden PKL dari 10 lokasi adalah 135 Rsp (Responden).

Pengambilan sampel tersebut diatas secara diagram seperti pada gambar 3.1.
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GAMBAR 3.1,
DIAGRAM PENGAMBILAN SAMPEL PKL

SMG Utara SMG Timur
10% x 24= 10% x 19 =
3 lokasi 2 lokasi

SMG
Tengah

10% x 16 =
2 lokasi

SMG Barat
10% x 17
= 2 lokasi

SMG Selatan
10% x 14 =
1 tokasi

8
Rsp

b). Sample Konsumen (pembeli).

Karena tidak terdapat data mengenai jumlah jumlah konsumen yang melakukan
transaksi dengan PKL, maka pengambilan sample konsumen (pembeli) diambil
secara acak (random) dengan sistim penjatahan (kuota} yaitu tiap lokasi diambil
sampel konsumen sebesar 25 % jumlah sample PKL. Dengan demikian jumlah

responden untuk konsumen didapat 35 responden.

3.4, Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai
berikut ini.
1). Observasi/Pengamatan
Dalam pengamatan diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat
fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam

fenomena tersebut,
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Pengamatan ini ditunjukkan baik pada aspek fisik lingkungannya maupun para PKL
sebagai responden yang akan dimintai data kuesener.

Di dalam observasi / pengamatan ini dicatat hasil pengamatannya secara deskriptif.
Dengan dilakukan observasi tersebut dapat diketahui aktivitas-aktivitas para PKL di
lokasi, serta konteks sosial lain yang terlibat. Data observasi ini selain ditulis secara
deskriptif, juga dapat direkam dengan alat foto atau dengan sketsa mengenai gambaran

lokasi dan aktivitas yang terjadi.

2). Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, merupakan
salah satu upaya pencarian data dari responden di lokasi penelitian untuk mendapatkan
informasi tentang karakteristik sosial-ekonomi para PKL dan kecenderungan-
kecederungan dalam memilih lokasi usahanya. Dalam pelaksanaan penyebaran
kuesioner peneliti didampingi oleh 2 (dua) orang staf dari UPD-PPKL dan tiap-tiap
lokasi dibantu oleh ketup atau yang mewakili kelompok PKL dari masing-masing
lokasi. Pengambilan kuesioner dari responden untuk waktu yang telah ditentukan
dilakukan oleh ketua kelompok dan kemudian diambil oleh peneliti. Sedangkan
kuesioner kepada konsumen (pembeli) untuk mendapatkan informasi dan tanggapan
mengenai keberadaan PKL ditiap-tiap lokasi. Pelakasanaan pengumpulan data dari
konsumen dilakukan oleh peneliti sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka (open ended)
atau tertutup (closed). Jenis-jenis pertanyaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian yﬁng sesuai dengan variabel utama yang dijadikan pedoman untuk

menyusun substansi daftar pertanyaan




Adapun jenis data primer yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

(a). Data dan Informasi dari PKL. seperti pada tabel II1.1.

TABEL IIIL.1

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI DARI PKL

Indikator

oz

Kebutuhan Data dan Informasi

1. | Karakteristik Sosial,
Ekonomi dan hukum

Kondisi PKL  meliputi umur, pendidikan,
pekerjaan, besar modal, jenis usaha, sarana
transportasi yang digunakan, lama usaha, latar
belakang/alasan dan motivasi menjadi PKL,
persaingan usaha, kepemilikan ijin

Persepsi PKL terhadap kebijakan pemerintah

2. | Karakteristik Lokasi
Usaha PKL (Spasial)

. & & @

Jarak ke tempat kegiatan/keramaian kota
Jarak ke tempat tinggal
Jumlah penjual sejenis di lokasi

Aksessibilitas (kemudahan angkutan umum di
lokast)

Sumber : Hasil analisis, 2000

hambatan yang dialami.

{b).Informasi dari masyarakat pembeli (konsumen) meliputi

3). Pengumpulan data sekunder.

PKL pada khususnya.

digunakan dan persepsi konsumen terhadap keberadaan PKL.

33

sarana tranportasi yang

(c). Informasi dari pejabat di lingkungan UPD-PPKI, yaitu dari Kepala UPD-PPKL dan
pejabat bawahannya, selaku pejabat yang berkompeten dalam peneclitian ini untuk

mendapat gambaran mengenai upaya pembinaan dan penataan PKL dan hambatan-

Pengumpulan data sekunder terutama menyangkut peraturan-peraturan atau kebijakan

pemerintah Kota yang berkaitan penataan ruang pada umumnya dan penataan lokasi
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3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua hal yaitu
analisis secara kuantitatif (statistik} dan kualitatif

Dalam analisa kuantitatif, ditentukan jumlah responden untuk setiap kelompok
variabel pengaruh dicatat karena angkanya diperlukan dalam interpretasi. Untuk
memudahkan pembacaan, semua data yang masuk di formulasikan dalam bentuk kode
angka-angka sebagai penyerdehanaan, sehingga semua angka dalam data entri memiliki
makna sesuai klasifikasi atau pengkategorian dalam daftar pertanyaan. Analisis data yang
akan digunakan secara umum menggunakan tabel frekwensi dan analisa statistik tabulasi
silang.

Tabel frekwensi digunakan untuk menggambarkan secara keseluruhan
karakteristik responden. Fungsi tabel frekwensi ini menurut Sangarimbun dan Effendi
(1989:266) antara lain :

(1) Mendapatkan diskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisa satu variabel
tertentu.

(2) Mempelajari distribusi variabel-variabel penelitian.

(3) Menentukan klasifikasi yang paling baik untuk tabulasi silang.

Untuk mengetahui keterhubungan (asosiasi) antara variabel dilakukan dengan kajian

bivariat (menggunakan dua variabel) dengan teknik tabulasi silang.

Analisis statistik chi square (x%) digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan
antar variabel (nominal). Dikatakan ada hubungan bilamana nilai hitung (x*) lebih besar
bila dibanding dengan nilai tabel (x* ).

Untuk mempercepat proses analisis diperlukan program komputer dengan

menggunakan softwer SPSS (Statistical Product And Service Solution).
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BAB 1V
DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN
KOTA SEMARANG

4.1. Kondisi Demografi Kependudukan
4.1.1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Kota Semarang sebagai daerah penelitian secara administrasi terbagi menjadi 16
kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang dengan luas 37.364 Km® tercakup
didalamnya kecamatan Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, Tembalang,

Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Candisari, Gadjahmungkur, Semarang Selatan, Semarang

Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Selatan.

Dilihat sejak tahun 1993 sampai tahun 1998 diketahui bahwa jumlah penduduk

cenderung terus meningkat, seperti terlihat dalam tabel I'V.1.

TABEL. 4.1.
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG TAIUN 1993

oD 1998

1, {Tugu 20.627 21.810 22.299 22.635 22.819 23.146
2, |Ngaliyan 68.917 71.235 73.485 76.753 77.513 80.956
3, Mijen 32.771 33.232 33.926 35.726 35.735 36.442
4, |Gunungpati 48.3591 49.573 50.271 54.237 54.615 55.569
6, |Banyumanik 81.561 87.402 91.425 93.681 © 95.372 97.818
6, TembalanL 79.148 §2.034 83.431 85.402 86.215 91.066
7, |Pedurungan 98.134] 104.926 112.410| 117.770 119.286 125.422
8, |Genuk 48.631 50.968 52.646 55.872 56.382 58,532
9, |Gayamsari 54,355 59.528 60.318 61.182 60.890 61.556
10, |Candisari 76.006 75.973 76.308 76.640 76.664 76.566
11, |Gajahmungkur 52,711 53.185 54.088 54.625 54.786 55.455
12, {Semarang Selatan 79.743 79.507 79.048 79.138 79.034 78.056
13, |Semarang Tengah 34.652 83.357 82.308 81.283 80.829 78.982
14, {Semarang Timur 96.260 93.471 91.628 88.413 87.743 85.631
15, [Semarang Utara 122.705 122.783 130.48% 129.299 128.846 127.443
16, |Semarang Barat 132.754] 137.480 138.851 139.189 139.287 140.910

Jumlah 1.177.566| 1.206.464; 1232931 1.251.845 1.256.016] 1.273.550

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang,1993

61
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Dari data pada tabel V.1 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada
tahun 1993, maka pada tahun 1998 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 95.984 jiwa.
Dengan rate pertumbuhan penduduk rata-rata tahun 1993 — 1998 sebesar 1,24 %.

4.1.2. Migrasi Masuk dan Keluar
Perubahan jumlah penduduk pada umumnya terjadi karena tiga faktor, yaitu
kelahiran, kematian dan migrasi (datang-pergi). Adapun penduduk lahir, mati, datang dan

pergi tahun 1993-1998 seperti terlihat pada tabel IV.2.

TABEL IV.2.
PENDUDUK LAHIR, MATI, DATANG DAN PERGI TAHUN 1993 S/D 1998

Lahir 9.439| 16.285 16.636] 14.675] 12718 13.844 83.597
Mati 3.514 6.432 6.723 6.545 6.343 6.556 36.113
Datang 20.996| 40.826| 38.751] 36.062{ 26.713 33.903 206.251
Pergi 24.508| 33.026{ 33.337] 31.5201 23.838 28.125 174.354

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang,1998

Dalam pengertiannya, migrasi terbagi menjadi 2 yaitu migrasi masuk (in-
migration) dan migrasi keluar (out-migration). Menurut data yang terkumpul baik pada
migrasi masuk atau migrasi keluar tahun 1993 sampai akhir tahun 1998 cenderung tidak
tetap. Satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah manakala migrasi masuk naik
diikuti pula migrasi keluar demikian pula sebaliknya. Pada tahun 1993 terdapat 29.996
yang masuk, tahun 1994 menjadi 40.826 orang atau naik 36,1 % yang cukup mencolok
pada tahun 1995, ada 38,751 orang atau turun 5,1 %. Sedangkan tahun 1996 menjadi
36.062 orang atau 7,68 %. Tahun 1997 turun lagi menjadi 26.713 orang atau turun 25,9 %
dan pada tahun 1998 naik lagi menjadi 33.903 orang.

Keadaan seperti ini terjadi pula pada migrasi keluar tahun 1993 ada 24.508 orang,
tahun 1994 naik 34,75 % menjadi 33.026 orang atau ada selisih 8.518 orang, sedang tahun

1995 mengalami kenaikan sebesar 0,94 %. Pada tahun 1996 menjadi 31.520 atau turun




63

5,45 %, tahun 1997 menjadi 23.838 atau turun 24,3 % dan pada tahun 1998 naik lagi
menjadi 28.125 atau naik 17,9 %.

Dari angka-angka diatas maka selama 6 tahun bila dihitung secara kasar (rata-rata)
di Kota Semarang terdapat pendatang yang masuk 34.375 orang, keluar 29.059 orang,
Selisih antara pendatang dan pergi di Semarang = 5316 berarti rata-rata yang masuk lebih
banyak dibanding dengan yang keluar. Apabila tingkat migrasi dihitung berdasarkan rumus
Mi = I/P X K, dimana Mi = angka migrasi masuk, I = Jumlah migrasi masuk dan P =
jumlah penduduk tahun tertentu serta K = Konstanta 1000, maka angka di Kota Semarang
untuk tahun 1993 adalah Mi = 29.996/1.177.566 X 1000 = 25,47 per 1000 orang, dan
tahun 1998 = 26,62 per 1000 orang. Oleh karena itu, dapat diartikan pula bahwa angka
migrasi masuk di kota Semarang ini sesungguhnya cenderung bertambah secara berarti.

Dari uraian itu terlihat bahwa pengaruh migrasi terhadap tingkat pertumbuhan
penduduk tidak begitu besar. Memang apabila dilihat angka-angka itu secara kasar
diketahui cukup banyak masyarakat yang keluar masuk. Kendatipun demikian adanya
fenomena di berbagai kota di Indonesia yaitu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan
perumahan maka dibangunlah ribuan unit rumah yang tersebar di berbagai tempat di kota-
kota besar, termasuk juga di Kota Semarang. Hal ini dimungkinkan terjadinya perpindahan
penduduk dari satu kelurahan ke kelurzhan lain dalam satu kecamatan atau dari satu
kecamatan ke kecamatan lain dalam satu kota. Apabila asumsi ini benar dan apabila
pengaruh terhadap besarnya angka migrasi keluar masuk, yang berasal dari para pembeli
rumah dominan, maka bisa diartikan bahwa pengertian migrasi di sini perlu dipahami
dalam arti yang luas, maksudnya ialah perubahan tempat tinggal secara permanen atau
semi permanen tanpa membatasi pada pengertian jarak. Dugaan ini penting untuk
dikemukakan sebab kaitannya dengan penelitian ini, PKI. dikenal sebagai kelompok
masyarakat yang punya mobilitas cukup tinggi. Dengan adanya tambahan perumahan

mendorong pula muncu! PKL di seputar wilayah perumahan atau di tempat-tempat
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strategis sekitarnya. Untuk itu dua hal yang berkaitan adalah, adanya banyak perumahan

mempengaruhi tingkat migrasi, adanya perumahan mempengaruhi pula tumbuhnya PKL.

4.1.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Mata Pencaharian
Penduduk menurut kelompok umur di kota Semarang cenderung mengelompok
pada usia muda. Untuk mengetahui susunannya dapat dilihat pada tabel IV.3.
Dari tabel IV.3 diketahui bahwa di kota Semarang penduduk usia muda
menduduki porsi yang paling tinggi. Pada tahun 1993 untuk kelompok umur 0 — 4, 5 -9
dan 10 — 14 cenderung naik, sedang pada tahun 1998 cenderung menurun, hal ini berarti

terjadi penurunan dikelahiran, bisa jadi karena keberhasilan KB (Keluarga Berencana).

'TABEL IV.3.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI KOTA
SEMARANG, TAHUN 1993 DAN 1998

R

0—4 108.819 121.893
6-9 114.177 120.446
10— 14 117.346 120.451
15-19 117.391 126.448
2024 117.411 126.960
2529 . 108.593 116.250
30 - 34 98.039 105.339
35-39 87.170 94.475
40 — 44 74.066 79.686
45— 49 64.915 70.237
50 — 54 56.721 63.220
5559 43.991 51.781
60 — 64 36.557 44371
64 + 32.366 33.993
Total 1.177.566 1.273.550

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang,1998
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Kalan umur 15 — 59 dianggap produktif maka jumlah tenaga kerja produktif di
Kota Semarang pada tahun 1993 ada 768.297 jiwa dan pada tahun 1998 ada 832.396 jiwa
yang berarti naik 8,3 %.

Sedangkan kelompok umur yang belum produktif (0 — 14) dan tidak produktif
(60 th keatas) pada tahun 1993 ada 409.265 jiwa dan pada tahun 1998 ada 441.154 jiwa.
untuk itu apabila dihitung perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif (umur
di bawah 15 tahun ditambah 60 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (15 - 59
tahun) maka diperoleh angka tingkat ketergantungan (dependency ratio) adalah 53,2
berarti setiap 100 orang penduduk menanggung 53 orang yang tidak produktif. Tingginya
angka ratio beban tanggungan tersebut tentunya harus semakin diperkecil, sebab semakin
kecil beban tanggungan berarti akan mempermudah peningkatan kesejahteraan.

Untuk mengetahui sejauh mana kepadatan penduduk, lebih dahulu disajikan tabel.
1V.4 di bawah ini :

. TABEL IV.4.
PENGGUNAAN TANAH DI KOTA SEMRANG

........

i

SR i

1 | Tugu 567,90 460,00 2.625,90 2.669,35
2 | Ngaliyan 191,70 136,60 3.069,40 3.132,98
3 | Mijen 1.024,60 1.077,59 5.189,60 5.137,66
4 | Gunungpati 1.688,50 1.561,55 3.711,30 3.837,53
6 | Banyumanik 326,10 130,00 2.183,40 2.383,06
6 | Tembalang 460,80 452,60 3.960,00 3.947,44
7 | Pedurungan 91,00 71,32 1.804,30 2.000,69
8 | Genuk 94,40 104,20 2.644,50 2.634,24
9 | Gayamsari 36,80 33,90 599,60 517,55
10 | Candisari 0,00 0,00 555,40 555,51
11 | Gajahmungkur 0,00 0,00 765,10 763,09
12 | Semarang Selatan 95,00 0,00 753,20 848,05
13 | Semarang Tengah 0,00 0,00 605,00 604,99
14 | Semarang Timur 6,10 0,00 764,30 770,25
15 | Semarang Utara 0,00 0,00 1.135,40 1.133,55
16 | Semarang Barat 64,70 18,57 2.322,40 2.368.40

Jumlah 4.587,66 4.046,33 32.779,10 33.304,34

Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang,1998
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Dari data pada tabel IV.4 diketahui bahwa sebagian besar tanah di Kota

Semarang adalah tanah kering. Pada tahun 1993, luas tanah sawah 12,3 .%. Pada tahun
1998 turun menjadi 10,8 %, dimana wilayah yang masih banyak tanah sawahnya
adalah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, Mijen, Gunungpati, Banyumanik dan Kecamatan
Tembalang.
Terjadinya pergeseran pengguna areal tanah di Semarang kiranya tidak lepas dari
tuntutan kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan seperti industri, perumahan atau
fasilitas umum lainnya. Hal ini tampak jelas bila dilihat kecenderungan meningkatnya
jumlah areal tanah kering.

Dilihat dari kepadatan penduduknya adalah pada tahun 1993 kepadatan brutto
31.514 jiwa/km® sedangkan tahun 1998 kepadatan brutto 34.083 jiwa/km®, atau
dalam selang 5 tahun naik 2,6 % %.

Semakin menyempitnya sawah dan semakin luasnya lahan tanah kering diikuti
dengan perubahan komposisi penduduk menurut mata pencaharian seperti terlihat pada
tabel.IV.5 dan tabel IV.6.

Dari tabel IV.5 dan tabel IV.6 diketahui bahwa porsi ketenagakerjaan yang
digeluti masyarakat lebih bamyak pada pekerjaan non agraris, yang berarti pula
semakin nampak corak khas kegiatan masyarakat perkotaan. Di Kota Semarang masih
terlihat adanya penduduk dengan mata pencaharian petani, baik sebagai petani pemilik
maupun buruh tani yaitu pada tahun 1993 sebesar 9,9 % .%, sedangkan pada tahun
1998 petani pemilik dan buruh tani sebesar 7,6 % % atau mengalami penurunan.
Konsentrasi petani ini terutama pada Kecamatan Gunungpati, Ngaliyan, Mijen, dan

Genuk. Hal ini apabila ditelusuri lebih lanjut kemungkinan mereka juga banyak yang
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mulai mengalihkan perhiatian ke bidang pekerjaan lain yang terlihat adanya kenaikan
pada sektor mata pencaharian burnh industri sebagai ciri kegiatan perkotaan.

Namun demikian yang penting diperhatikan adalah pada bidang pekerjaan
“lain-lain”, dimana menurut Sugiono Soetomo (1998 ) bidang pekerjaan ini dapat
dikategorikan sebagai bidang pekerjaan yang bergerak di sektor informal termasuk
didalamnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Di tahun 1993 sebesar 221.316 orang
dan pada tahun 1998 sebesar 287.216 orang atau naik 29,77 % (lihat gambar 4.1, tabel

IV.5 dan tabel IV.6).

GAMBAR 4.1.
KOMPOSISI PENDUDUK DI KOTA SEMARANG MENURUT MATA
PENCAHARIAN TAHUN 1993 DAN TAHUN 1998
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TABEL IV.3.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN DI
KOTA SEMARANG TAHUN 1993
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1
No.|Kecarnatan
Sl v :
1. ITugu 823] 2938 239 as| 2862| 275 1167 122 559 166] 1,849
2. [Ngatiyan 7168 8784 0 ssg| 7478 3708 2815 917| 243i1] 78] 963
3. |Mijen 4971 8958 0 350| 1635 1864|1444 610 700 203] 3612
4. |cunungpati 13207 8204 0 127| 1,882 1998] 1588 se1| 41257 143l 1502
5. |Banyumanik 21| 314 0 121 3453 12144] 1572]  aso| 12207]  4378] am7
6. |Tembalang 815] 1,274 0 go| 10447] 7774|1084 g0l soos|  7s7| 1844
7. |Pedurungan 1,389 3,150 o| s21| 1es08| es574] 2m92t 2207 7044 1024 14200
8. JGenuk 3776] 2711 5 158] 8173| 3088 1,733 340 985 258] 14,978
9, |Gayamsari 45 133 34 g17| 8968 6848 1274 785) 3280 741] 5866
10. |candisari 0 0 ol 420 s208] 7907] 5678 4820] s8] 1984| 5644
11. | Gajahmungkur 0 0 b a9 az210] 2838 1371 1779 o1ee] s279| 20,178
12. |semarang selatan 0 0 o| as5| sose] 6478 3511 708| s7er| 2627 5069
13. [Semarang Tengah 0 0 o 1827 4203| 3531 ses2s] 12s3] 3315|1648 20562
14. |Semarang Timur 0 0 ] 1,237) 12,831 3870 5849) 2283] 4483 2,350] 15232
15. | Semarang Utara 0 2| 2538 1589] 22.418] 7,40 ss508| 3874|8620 3888] 38205
16. {Semarang Barat 68 502 80 a61] 16,085 44500 4304) 2,142) 8598 3,067 53.806]
Total (Kota Semarang] 32,568| 37,080] 2,894| o545 133,188] 84,697] 47,535| 20,180] 86,374| 29476f 220,316}
Sumber : Kantor Statistik Kota Semarang
TABEL 1V.6.
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN DI
KOTA SEMARANG TAHUN 1998
No.|Kecamatan
1. |Tugu 720| 278] 231 3470 1738 1003 126] s572]  138] a0
2. |Ngaliyan 4657 2,572 o| 4492] 10004] 3914| 2507 1381] es14] 1267 1807
3. [Mijen 4223| 6,698 ol 312] e284f ase7| 1816 456 728  3s0| 4130
4, |Gunungpati 10942] 8,291 0 214} 4232 ag03| 1850 450 1,320 333| 2548
5. |Banyumanik 1,751] 2,720 of 31| 14342] 7412] 2372 2685 13391 ee33| 18316
6. |Tembalang 4660] 2,642 0 145] 10982| 14934] 3920 1,153| 5028 2981 10804
7. |Pedurungan 1282 2,907 ol soo| 19sm0| 127350 4s521| ss20| 10785 1338f 11234
8. |Genuk 3423| 5703 4| 48s] 8913 27180 1,704 725t 1395| 4oo] 8423
9. |Gayamsari 15 29 47 750, 8782l 6519 1915] 20s] 1992 795] 9,242
10, fCandisari 0 0 of 451 o4oe| 10885 8,105| 1,774] 6030 4028 9308
11. | Gajahmungkur 0 0 0 198] 6011 3as2| 2807 1878 11227 a713] 24242
12. |Semarang Selatan 2 3 Q 706 9,741 3.642 4332 2,058] 7,184 3,516] 10302
13. |Semarang Tengah 0 0 o] 1497| s288] 2638 7017 o14| 2838 1548| 20338
14. |Semarang Timur 0 0 ol 2322| 12218] 4s21} 15153 a4e27| 3265 1176) 33.528)
15. |semarang Utara 0 o| 2554]  4s2) 25012] 7.188| e347| 3615 11.488] 2500] 46547
16. |semarang Barat 12 115 65|  867] 12,041] 4971 4345] 2712| Bo4s| 3048] 53,760
Total (Kota Semarang] 31,408] 33856] 2902 14085 166,148] o9,543| eo353] 28688 92884 35101| 287,216

Sumber ; Kantor Statistlk Kota Semarang
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4.2. Sektor Informal di Kota Semarang
4.2.1. Peranan Sektor Informal. dalam Ketenagakerjaan.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang pada tahun 1998 menurut penduduk
10 tahun keatas adalah seperti pada tabel.IV.7 berikut.

TABEL IV.7.
PENDUDUK UMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN SEMINGGU
YANG LALU DI KOTA SEMARANG ,TAHUN 1998.

Angkatan Kerja

- Bekerja 576.015
- Mencari Pekerjaan 65.344

2 Bukan Angkatan Kerja
- Sekolah 262.309
- Mengurus Rumah Tangga 208.134
- Lainnya 70.206
Total 1.182.008

Sumber : Kantor Statsitik Propinsi Jawa Tengah, 1998
Ditinjau dari penduduk yang berumur 10 tahun ke atas menurut ststus pekerjaan
utama di Kota Semarang seperti terlihat pada tabel IV.8 berikut :
TABEL IV.8.

PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT
STATUS PEKERJAAN UTAMA DI KOTA SEMARANG TAHUN 1998

a. Berusaha Sendiri 105.716 Diduga bekerja pada Sektor
b. Berusaha dengan dibantu 41.570 Informal
anggota rumah tangga/buruh =a+b+c =171.883.
tak tetap. Diduga bekerja pada Sektor
c. Pekerja keluarga 24.597 Formal =d + e = 404.132
d. Berusaha dengan 10.148
menggunakan buruh tetap.
e. Buruh/karyawan
393.984
Jumlah 576.015

Sumber : Kantor Statsitik Propinsi Jawa Tengah, 1998
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Pada tabel IV.8. tersebut diatas, diduga bahwa orang yang bekerja di Sektor
Informal sebesar 171.883 orang antara kira-kira sebesar 29,8 % terhadap total orang yang
bekerja di Kota Semarang.

Dasar pemikiran dari dugaan tersebut adalah sebagai berikut :

(1). Bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, adalah merupakan ciri jenis
kegiatan Sektor Informal (Hidayat, 1978 : 8).

(2). Bekerja dengan status sebagai Pengusaha yang dibantu anggota keluarga/buruh tidak
tetap, termasuk dalam ciri sektor Informal( Hidayat, 1978:8). Di dalam Sektor Formal
lazimnya tidak mencampur adukkan antara keluarga dan perusahaan (dinas), yang
lazim mencapur adukkan antara perusahaan dan keluarga adalah Sektor Informal.

(3). Bekerja sebagai pekerja keluarga, penjelasannya seperti di atas.

Dari tabel IV.8. tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Sektor Informal
di Kota Semarang cukup besar di dalam bidang ketenagakerjaan, karena menyerap tenaga
kerja sebesar 29,8 % dari total orang yang bekerja di Kota Semarang. Menurut Sethuraman
(1981:128), sesuai penelitiannya yang dilakukan di kota-kota negara berkembang termasuk
Jakarta, didapatkan bahwa kira-kira 20 s/d 70 persen kesempatan kerja terdapat dalam

kegiatan-kegiatan kecil-kecilan yang disebut sektor informal

4,2.2. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Kota
4,2.2.1. Kontribusi Sektor Informal Terhadap Pendapatan Regional.

Di dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa peranan sektor informal
dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang peranannya cukup besar, yaitu sekitar
29,8 % terhadap jumlah tenaga kerja yang bekerja, ini berarti bahwa peranannya terhadap

bidang ekonomipun cukup besar pula.
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Namun demikian seberapa besar kontribusi sektor Informal terhadap pendapatan
regional suatu daerah kiranya sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan karena konsep
perhitungan pendapatan regional pada umumnya menggunakan pendekatan arus barang
(commodity flow), yang berarti bahwa selurunh produksi (barang dan jasa) yang ditimbulkan
oleh faktor produksi semuanya dihitung tanpa menbedakan faktor produksi yang
menghasilkannya, apakah dari sektor formal ataupun sektor informal. Akan tetapi perlu
dimaklumi, bahwa di dalam penyajiannya sulit memperinci ke dalam sektor formal dan
sektor inforrmal.

Penelitian mengenai sektor informal yang dilakukan oleh Bappeda Tingkat I Jawa
Tengan dan Kantor Statistik Propi.nsi Jawa Tengah pada tahun 1982 yang dilakukan di
enam daerah termasuk kota Semarang, menunjukkan bahwa di kota Semarang kontribusi
sektor informal terhadap perckonomian kota sebesar 8,9 % atau sebesar Rp. 50.890 Juta
dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1982 yaitu sebesar Rp.
572.031 Juta.

Melihat maraknya sektor informal, terutama yang bergerak di sektor perdagangan
(pedagang kaki Lima), patut diduga kontribusi sektor informal tehadap PDRB juga
diperkirakan bertambah. Apabila dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1998 dimisalkan
bahwa kontribusi sektor informal tetap, maka kontribusi sektor informal terhadap PDRB
Kota Semarang pada thun 1998 sebesar 8,9 % dari Rp. 6.793.806 Juta, yang berarti

sebesar Rp.604.648 Juta.

4.2.2.2. Kontribusi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi dikenakan kepada Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang sehubungan

dengan penggunaan jasa/fasilitas berupa lahan pinggir jalan, trotoar, bahu jalan, kampung-




72

kampung dan lain-lain yang merupakan milik Pemerintah Kota yang digunakan untuk
usaha jualan barang atau pemakaian jasa.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986, penarikan retiribusi telah diatur
dalam pasal 7. Tetapi dengan dikelparkannya Peraturan Daerah No.13 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Sewa Lahan untuk Perdagangan/ Jasa, penarikan retribusi
terhadap PKL menurut Peraturan Daera No. 3 Tahun 1986 menjadi tidak berlaku..

Adapun besarnya pendapatan retribusi pemakaian sewa lahan untuk Pedagang
Kaki Lima sepert tersebut dalam tabel IV.9. berikut.

TABEL IV.9.
"PENDAPATAN RETRIBUSI SEWA LAHAN UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA

1096/1997 180430450 | 101 % dar target
1997/1998 396.972.100 95 % dari Target
1998/1999 320.115.000 88 % dari target

Sumber : UPD-PPKL,1998

Terjadinya penurunan pendapat retribusi sebagaima dalam tabelIV.9 tersebut,
menurut ketarangan dari UPD-PPKL karena krisis ekonomi, sehingga PKL enggan untuk

membayar retirbusi.

4.2.3. Aspek Keruangan Sektor Informal
4.2.3.1. Sektor Pekerjaan “Lain-lain” di wilayah pinggiran dan pusat kota

Memperhatikan perkembangan penduduk untuk tiap-tiap kecamatan di Kota
Semarang pada tabel.V.1, Kota Semarang dalam perkembangannya menunjukkan adanya
perubahan-perubahan jumlah penduduk baik di pusat maupun di pinggiran kota. Beberapa
kecamatan di daerah pusat kota seperti kecamatan Semarang Selatan, Semarang Tengah
dan kecamatan Semarang Timur mengalami pengurangan penduduk sedangkan di

pinggiran mengalami peningkatan penduduk yang lebih kuat seperti kecamatan Ngaliyan,
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Gunungpati, Banyumanik dan Mijen. Keadaan tersebut apabila dibandingkan dengan
kompisisi penduduk menurut mata pencaharian setiap kecamatan dalam tabel. IV.5 dan
tabel IV.6 terlihat adanya kecenderungan saling mempengaruhi. Beberapa kecamatan di
pinggiran kota seperti kecamatan Ngaliyan, Gunungpati dan Mijen mengalami perubahan
yang cukup berarti berupa penurunan kelompok mata pencaharian petani dan buruh tani di
satu pihak dan peningkatan pada jenis pekerjaan “lain-lain” di lain pihak. Juga pada jenis-
jenis kegiatan kota lainnya menunjukkan peningkatan seperti buruh industri dan pegawai
negeri seperti terlihat pada tabel IV.5 dan tabel. IV.6 dan gambar 4.1 Sedangkan komposisi
jenis kegiatan penduduk kecamatan-kecamatan kota kurang menunjukkan perubahan yang
berarti, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran tipe-tipe kegiatan penduduk berada dalam
komposisi ruang yang statis.

Perubahan-perubahan jenis kegiatan penduduk tersebut diatas menggambarkan
terjadinya proses “urbanisasi” (pengkotaan) di pinggiran kota yang ditunjukkan adanya
perubahan-perubahan komposisi masyarakat petani ke komposisi masyarakat dengan jenis
kgiatan kota yang heterogen (Bintarto, 1986:23). Berkembangnya golongan pekerjan “lain-
lain” memberikan indikasi kepada tumbuhnya kegiatan-kegiatan non petani yang
berorientasi ke perkotaan yang terkategorikan sebagai sektor informal. Sedangkan ke arah
pusat kota terjadi pengurangan penduduk, tetapi dipihak lain diiringi dengan peningkatan
fungsi-fungsi komersial yang merujuk kegiatan sektor-sektor ekonomi kuat, yang menjadi
mobilisator terhadap ekonomi kecil yang tumbuh secara spontan di ruang-ruang publik
yang biasa disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini ditunjukkan peningkatan yang
mencolok kegiatan penduduk dalam kategori “lain-lain” (sektor informal) di kecamatan-
kecamatan kota seperti Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Timur dan Semarang

Utara. (lihat gambar 4.2 , tabel IV.5 dan tabel. IV. 6).




PERBANDINGAN KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KOTA SEMARANG TAHUN 1993 DAN TAHUN 1998

GAMBAR 4.2.
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Mata Pencaharian Lain-lain, Th. 1993

- Mata Pencaharian Lain-lain, Th. 1998




75

4.2.3.2, Persebaran Lokasi Pedagang Kaki Lima

Menurut data yang diperoleh dari UPD-PPKL. jumlah Pedagang Kaki Lima Di
Kota Semarang pada Tahun 1998 adalah 7.091 PKL yang tersebar ﬂampir di sudut-sudut
Kota Semarang yang berjumlah 97 lokasi baik untuk waktu usaha siang maupun malam.
Jumlah Pedagang Kaki Lima dan lokasi persebarannya tersebut pada tahun 2000 ini
menurut UPD-PPKL dengan adanya krisis ekonomi, diperkirakan meningkat dengan pesat
yaitu lebih 10.000 PKL. Persebaran lokasi dan Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota

Semarang seperti tercantum dalam gambar.3.1 dan tabel IV.10.

TABEL IV.10.
PERSEBARAN LOKASI DI KOTA SEMARANG

Rayon Semarang Utara :
1 J1. Yudistiro 14
2 Ji. Abimanyu Raya 29
3 J1. Imam Bonjol 37
4 J1. Hasanuddin 62
6 Kp. Grobogan 32
6 1. Agus Salim 69
7 J1. Ronggowarsito (m) 57
8 JI. Mpu Tantular 159
9 Sekitar Kantor Pos Besar ‘ 18
10 I1. Sandowo 18
11 J1. Inspeksi (Berok) 20
12 J1. Kenari , ‘ 14
13 JL. Progo 145
14 Kp. Pemali 36
15 J1. Citarum Selatan 41
16 J1. Ciliwung 26
17 J1. Citandui . 29
18 Sebelah Timur Sawah Besar 11
19 Sendang Indah 72
20 J1. Padi Raya 24
21 J1. Padi Tengah / Genuk Indah 77
22 11, Dr. Cipto 46
23 J1. MT. Haryono (m,s) 120
24 J1. Pattimura 58

UPT-PUSTAR - BRBIT




25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

lanjutan tabel.4.10.

Rayon Semarang Selatan

I1. Dr. Sutomo

IL. Dr. Kariadi

J1. Kelud / Sampangan (m)
J1. Papandayan

J1. Malabar

JI. Kawi

11, Wilis

J1. Setyobudi (Gombel)
1. Ngesrep :
J1. Bukitsari

J1. Srondol

J1. Sukun

Perumnas Banyumanik
1. Perintis Kemerdekaan

Rayon Semarang Tengah

JI. Gang BaruI dan 1T
1. Depok (m)

J1. Gajahmada

11, Karang Kembang
J1. Seteran

1. Moch. Suyudi

Kp. Prembaen

Ps. Widosari
J1.8imp.V-Pahlawan I dan II
J1.Simp. V-Pahlawan III dan IV
Ji. KH. Ahmad Dahlan
Jl. Pandanaran II

J1. Menteri Supeno I
J1. Kusumawardani
Depan. RS. Roemani
J1. Hayam Wuruk

J1. Pemuda (m)

J1. Tri Lomba Juang

J1. Imam Barjo

Taman Singosari

JL, Siwalan / Gayam
J1. Erlangga (m)

473
59
24
75
77
10

190
65
79
45
52
33
16
31
16
55
40

49

76




A

Lanjutan tabel 4.10

77

o Ry Bt
Rayon Semarang Barat

61 J1. Kokrosono 486
62 J1.XK.okrosono (taman) 258
63 I1. Puspowarno Raya 59
64 JL. Purpogiwang Barat 78
65 Ji. Puspogiwang Timur 33
66 J1. Puspanjolo Barat 9
67 J1. Puspanjolo Timur 19
68 J1. Simongan 86
69 Bongsari (s) 77
70 Bongsari (m) 69
71 Ji. WR. Supratman 101
72 J1. Simongan 86
73 J1. Abdul Rahman Saleh 18
74 JL. Untuk Suropati 34
75 J1. Subali Raya 32
76 J1. Gatot Subroto 32
77 N1, Ngaliyan 60
78 J1. Muradi 25

- Rayon Semarang Timur
79 JL. Barito 1.051
80 J1. Bugangan Raya 105
81 J1. Bugangan Regol 177
82 Ji. Sidodadi Timur 32
83 J1. Maluku 60
84 Kp. Yusup 69
85 J1. Stadion (Utara, Timur dan Selatan) 159
86 J1. Karangkebon 16
87 J1. Kanal Timur 127
88 Taman Sompok 6
89 Selatan Metro Palace 85
90 J1. Tandang Raya 38
91 J1. Gajah 51
92 J1. Majapahit 115
93 Perumnas Tlogosari 104
94 Kp. Rogojembangan 17
95 J1. Buini Wana Mukti 42
96 I1. Kartini 108
o7 JL. Unta Raya 103

JUMLAH TOTAL 7.091

Sumber : UPD-PPKI., 1998
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4.2.3.3. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kondisi lokasi PKL, dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang
kondisi lokasi penelitian, baik dari kondisi jalan, penggunaan lahan, kegiatan penduduk
dan kegiatan PKL pada lokasi terpilih yaitu J1. Kokrosono, Jl. Simongan/Bongsari, J1.
Empu Tantular, JI. Citarum-J1. Progo, JI. Sekitar Stadion Diponegoro, J1. Bugangan Raya,

J1. Dr. Karyadi, JI. Simpang Lima-J1. Pahlawan-J1. Ahmad Dahlan.

(1). Lokasi J1. Kokrosono

Lokasi PKL pada jalan ini terdapat dua konsentrasi PKL yaitu lokasi PKL yang
menempati lahan bantaran Sungai Banjir Kanal Barat, tepatnya pada ujung jalan sisi
sebelah barat J1. Kokrosono dekat dengan pertemuan dengan J1. Indraprasta sampai dengan
persimpangan Rel Kereta Api, dan lokasi yang satunya lagi adalah pada sisi sebelah kanan
J1. Kokrosono yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lokasi pertama.

Kualitas jalan merupakan jalan aspal hotmix dengan kondisi yang cukup baik
dengan panjang kurang lebih 1,7 km dengan lebar 4 m. Ditinjau dari klasifikasi jalan
merupakan jalan yang tergolong jalan lokal sekunder. Sistem arus lalu lintas pada jalan ini
merupakan arus dua arah. Untuk mencapai lokasi PKL ini dapat menggunakan angkutan
kota A-26 dan A-27 atau angkutan-angkutan umum yang menuju JL. Indraprasta.

Penggunaan lahan kawasan yang berdekatan lokasi PKL secara wmum didominasi
sebagai kawasan pemukiman. Aktivitas kegiatan pada kawasan yang tidak terlalu jauh
dengan lokasi PKL adalah adanya industri yang memproduksi garam, dan pembasmi hama
serta beberapa industri kecil lainnya. Disamping itu terdapat tiga fasilitas pedidikan

(SMK).
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Sedangkan jenis dagangan terlihat adanya dominasi pada alat-alat rumah tangga
dan perkakas pertanian alat elektronik baik bekas maupun baru, tetapi kebanyakan adalah

barang bekas.

(2). J1. Simongan- Bongsari.

Lokasi PKL pada jalan ini terutama yang terkonsentrasi pada pertemuan dengan
ujung J1. Pamularsih menempati lahan kosong dan di bahu jalan, dan yang lain di pinggir
jalan pada J1. Simongan ke arah barat. Lokasi PKL di Bongsari ini sering disebut sebagai
“pasar krempyeng” yang sudah mulai berjualan V\lfaktu pagi hari sampai siang hari. Jenis
dagangan didominasi pada jenis dagangan untuk kebutuhan aapm atau grabadan dan
sayur-sayurar.

Kualitas jalan merupakan jalan aspal hofmix dengan kondisi yang cukup baik
dengan panjang kurang lebih 1,2 km dengan lebar 7 m. Ditinjau dari klasifikasi jalan
merupakan jalan yang tergolong jalan arteri sekunder. Sistem arus lalu lintas pada jalan ini
merupakan arus dua arah. Untuk mencapai lokasi PKL ini dapat menggunakan angkutan
kota A-20 dan A-21 serta dengan Bus Kota B-22 dan B-44.

Penggunaan Jahan kawasan yang berdekatan lokasi PKL secara umum didominasi
sebagai kawasan pemukiman. Aktivitas kegiatan pada kawasan dekat dengan lokasi adalah
Kantor Kelurahan Bongsari, saran pendidikan SD/SMP dan yang tidak terlalu jauh yaitu
kearah selatan dari lokasi PKL, STIE Dharmaputra di J1. Pamularsih dan masih termasuk
dalam kelurahan Bongsari dan kelurahan Ngemplak Simongan adalah adanya kegiatan

industri sedang dan besar seperti textil, sirup dan kecap, kayu olahan dan kaleng .
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(3). J\. Citarum dan JL Progo

Lokasi PKL pada J1. Citarum terletak diatas selokan/trotoar pada sisi selatan jalan
mulai dari ujung jalan pertemuan dengan J1. Dr. Cipto sampai depan Rumah Sakit Panti
Wiloso. Sedangkan jenis dagangan adalah kebanyakan barang-barang bekas baik perkakas
rumah tangga, onderdil dan elekironik, sedang untuk lokasi PKL yang terletak didepan
Rumah sakit Panti Wiloso adalah warung makan. Untuk lokasi J1. Progo adalah pada ujung
pertemuan dengan J1. Widobarjo sampai Taman Progo Yyang menempati  bahu jalan
dengan dominasi dagangan adalah kebanyakan barang bekas onderdil, elektronik, alat-alat
sepeda, kunci-kunci dan baut.

Dilihat dari kualitas jalan, J1. Citarum merupakan jalan dengan aspal hofmix
dengan lebar 6 meter termasuk dalam klasifikasi jalan arteri sekunder. Sedangkan J1. Progo
1ﬁerupakan jalan kampung dengan kualitas jalan aspal penetrasi. Angkutan umum yang
lewat di J1. Citarum relatif sedikit yaitu dilalui oleh bis kota B-40,B-41 dan B-45.

Dominasi lahan pada kawasan di sekitar JI. Citarum adalah untuk pemukiman,
namun terdapat aktivitas yang penting yaitu di Ji. Senjoyo yang relatif dekat dengan Jl.
Citarum adalah adanya perusahaan yang memproduksi textil.. Aktivitas lainnya adalah

adanya Rumah Sakit Pantiwiloso

(4). JL. Dr. Cipto

Lokasi PKL di JL. Dr. Cipto menyebar pada lokasi-lakasi tertentu, yang
kebanyakan di sekitar pemberhentian bus (halte), jembatan penyeberangan dan pada wjung
jalan pertemuan dengan J1. Citarum. Kebanyakan PKL disini adalah berjualan kelontong ,

rokok serta warung makan.
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Ji. Dr. Cipto merupakan jalan aspal hotmix dengan arus lalu lintas satu arah
menuju kearah selatan. Pada jalan ini dilewati oleh bus antar kota dari Terminal Terboyo
menuju antara lain ke Yogyakarta dan Solo. Untuk angkutan umum baik angkutan kota dan
bus kota cukup banyak lewat di jalan ini.

Aktivitas di dekat lokasi-lokasi PKL disamping para penumpang yang menunggu
angkutan adalah dekat kawasan perdagangan pada J 1. Dargo. Dominasi lahan pada J1. Dr.

Cipto adalah merupakan kawasan campuran.

(5). Jl. Bugangan Raya

Lokasi PKL pada jalan ini terletak pada wjung jalan pertemuan dengan Ji. Dr.
Cipto yang menempati diatas trotoar. J enis dagangan pada lokasi ini cukup beragam,
seperti grabadan, pakaian, onderdil bekas, koran/majalah, jasa las, reparasi sepeda, afdruk
foto, penjahit dan lain-lain, Jalan ini beraspal hotmix dengan panjang kurang lebih 350
meter termasuk kualifikasi jalan lokal sekunder. Pada jalan ini tidak dilalui oleh angkutan
umum, tetapi mudah diakses dengan angkutan imum yang melalui J1. Dr. Cipto. Dominasi
lahan secara umum adalah kawasan pemukiman. Aktivitas di dekat lokasi PKL yaitu

terdapat Rumah Sakit Bersalin “Kusuma®.

(6). Sekitar Stadion Diponegoro

Lokasi PKL pada kawasan ini terkonsentrasi melingkari tembok Stadion
Diponegoro dengan variasi dagangan seperti warung makan, perjual buku, reparasi sepeda,
penjual besi rongsok. Sedangkan pada Jl. Mangunsarkoro kebanyakan adalah  penjual
makanana/minuman (warung makan). Ada juga yang menjual klontong, jasa afdruk foto

dan tukang kunci. Baik Iokasi PKL yang melingkari Stadion Diponegoro dan IL
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Mangunsarkoro lahan yang ditempati adalah diatas trotoar. Dari segi kualitas jalan
merupakan aspal hotmix dan termasuk dalam klasifikasi jalan lokal sekunder. Pada lokasi
ini tidak terdapat angkutan penumpang umum melewati, namun dapat diakses dengan
angkutan yang melewati J1. A.Yani.

Adapun aktivitas yang terwadahi di sekitar lokasi ini adalah adanya perkantoran
antara lain Kantor BPN Propinsi Jawa Tengah, BPN Kota, Kanwil Ciptakarya, Kantor
Pajak Semarang Timur, Depnaker Propinsi Jawa Tengah serta beberapa kegiatan

pendidikan sperti SMU 17 Agustus, SMU dan STIA Walisongo.

(7). Kawasan Simpang Lima

J1. Simpang Lima merupakan jalan yang mengelilingi Lapangan Pancaéila dan
merupakan persimpangan jalan yang mempertemukan J1.Pandanaran, JI. Gadjahmada, J1.
Ahmad Dahlan dan JI. Ahmad Yani. Lokasi PKL yang dominan adalah yang berjualan
pada malam hari dengan dominasi jenis dagangan adalah jenis makanan/minuman dan
sebagian adalah berjualan seperti dompet, ikat pinggang, topi, kaset, poster terutama pada
trotoar sekeliling lapangan.

Simpang Lima dikelilingi oleh aktivitas komersial, peribadatan, perkantoran.
Kawasan komersial seperti Citraland pada sisi utara, disebelah timur adalah pusat
perbelajaan Matahari, disebelah selatan pusat perbelajaan Super Ekonomi dan sebelah

barat adalah pertokoan Gadjah Mada Plasa dan gedung bioskop serta Masjid Baiturrahman.

(8). JI. Empu Tantular
Lokasi PKL di JI. Empu Tantular terletak pada penggalan dari JI. Agus Salim

sampai jembatan Berok, pada sisi sebelah timur Kali Berok. Lokasi PKL menempati bahu
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jalan, Pada sisi jalan sebelah barat jalan lokasi PKL mémanjang dari jembatann Berok
sampai JI. Agus Salim. Sedangkan pada sisi timur jalan, lokasi PKL dari ujung pertemuan
dengan Jl. Agus Salim sampai ke pangkalan (“terminal tiban”) angkutan kota yang
menempati pada ujung Ji. Sendowo didepan Kantor PUSKOPAD Kodam IV Diponegoro.
Jenis dagangan PKL yang berjualan disini beragam seperti makanan/minuman, pakaian,
sapatu/sandal/tas, klontong dan lain-lain.

Lokasi PKL ini cukup strategis Karena terletak pada kawasan perdagangan, yaitu
dekat dengan Pasar Johar dan pusat perbelajaan Matahari. Untuk menuju lokasi ini dengan

angkutan kota sangat mudah karena lokasi PKL dekat dengan pangkalan angkutan kota.

(9). J.. Dr. Karyadi

Lokasi PKL pada jalan ini yang menempati di atas trotoar sebelah timur jalan .

memanjang dari ujung pertemuan dengan J1. Veteran sampai kira-kira sepanjang 50 m
keutara, jenis dagangan pada lokasi ini didominasi oleh makanan/minuman. Disamping itu
terdapat PKL yang berjualan menempati bahu jalan sisi barat pada pertemuan dengan J1.
Veteran yang didominasi oleh pedagang buah-buahan. Dilihat dari kualitas jalan

merupakan jalan aspal hotmix dengan panjang kurang lebih 500 m dan lebar 6 m

- Sedangkan angkutan umum penumpang yang melewati jalan ini cukup banyak baik

angkutan kota maupun bus kota. Aktivitas utama kawasan sekitar lokasi adalah adanya

Rumah Sakit Dr. Karyadi.

4.3. Kebijakan Terhadap Pedagang Kaki Lima
Kota Semérang sebagai salah satu kota besar di Indonesia diatur untuk pertama

kalinya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar
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dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/TengalyBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam perkembangan lebih lanjut Kota Semarang diperluas sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomr 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Walikota Semarang menata dan
mengatur wilayahnya. Penataan dan perencanaan pembangunan fisik kota Semarang
kemudian dituangkan dalam Peraturan Daefah Nomor 5 Tahun 1981 tentang rencana
Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000 kemudian diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Peruibahan Pertama Peraturan Daearah Nomor 5 Tahun
1981 Tentang Rencana Induk Kota Semarang 1975-2000. Dalam Rencana tersebut telah
diatur mengenai penuntukan dan penggunaan tanah, dimana telah ditetapkan, bahwa ada
daerah-daerah yang yang memang dipersiapkan untuk menjadi wilayah-wilayah bagi
kegiatan yang bersifat komersial, antara lain adalah kawasan perdagangan, -

Keterbatasan daya tampung sektor formal dalam menyerap tenaga kerja, ditambah
dengan munculnya kebutuhan masyarakat akan tersedianya tempat usaha seperti kios-kios,
warung atau hal-hal semacam itu telah mendorong tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL)
yang bertebaran dihampir semua sudut kota Semarang.

Fenomena PKL ini telah ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Semarang
yang bermaksud mengatur dan menertibkan para PKL agar kehadiran mereka dapat
memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dengan menghindarkan seminimal
mungkin timbulnya segi-segi negatif melalui suatu kebijakan, Kebijakan tersebut
dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986 Tentang Pengaturan Tempat Usaha

Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
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Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, Walikota
membentuk instansi khusus yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang
Kaki Lima , instansi tersebut adalah Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki
Lima (UPD-PPKL) dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 18 Maret 1991
Nomor.511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Daerah Pedagang Kaki Lima Kotamadaya Dati Il Semarang.

Setelah UPD-PPKL terbentuk, untuk pertama kalinya Walikota mengeluarkan
Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1991 nomor. 511.2/368/1991 tentang Penetapan Lokasi
Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Lokasi-lokasi yang ditetapkan terletak pada
trotoar-trotoar dan tepi-tepi jalan dengan luas area dan waktu usaha yang telah ditetapkan
yang terdiri dari 52 lokasi. Semakin bertambahnya PKL dari tahun ke tahun Pemerintah
Kota menambah jumléh lokasi-lokasi yang diijinkan yaitu menjadi 114 lokasi sesuai
dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 2 Maret 1994 nomor 511.2/160/1994 dan
terakhir pada tahun 1999 lokasi-loksasi yang dijinkan bertambah lagi menjadi 129 lokasi
berdasarkan Surat Keputusan Walikota tanggal 6 Maret 199 nomor 511.3/367/1999.

Disamping itu Pemerintah Kota juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Lahan untuk Perdagangan/jasa,

dimana para pedagang kaki lima termasuk diantaranya yang terkena retribusi sewa lahan.




BAB V
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN LOKASI
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

5.1. Identifikasi Karakteristik PKL
5.1.1. Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur

Menurut teori human capital, kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh
keschatan juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya menambah
pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan ketrampilan (keahlian) yang pada gilirannya

dapat meningkatkan produktivitas.

Sedangkan menurut Rusli Ramii (1992) tingkat pendidikan dan kelompok umur
para PKL berpengaruh pada pola-pola sosialisi di perkotaan. Hal ini karena tingkat
pendidikan memberi pengarul terhadap kemampuan berpikir, beradaptasi dan bereaksi
dengan lingkungan barunya, sedangkan umur akan memberi pengaruh kepada kemampuan
fisik PKL dan adaptasi terhadap pola-pola sosial budaya baru. Semakin tua seseorang ada

kemungkinan semakin lebih mempertahankan pola sosial budaya lama .

Dari penelitian ini didapat bahwa tingkat pendidikan PKL, kebanyakan hanya
pernah mengenyam pendidikan beberapa tahun, yaitu baik yang mampu tamat SD maupun
tidak berhasil sampai menamatkan sampai tingkat SLTP sebanyak 62,9 %, selanjutnya

tercantum dalam tabel V.1.
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TABEL V.1.
PROPORSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

1 Tidak sekolah,Tidak Tamat SD,Tamat SD 51 37,8 %
2 Tidak tamat SLTP,Tamat SLTP 34 252 %
3 Tidak tamat SLTA,Tamat SLTA 46 34,1 %
4 Lainnya (perguruan tinggi} 4 3%
Jumlah 135 100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dalam hal usia, kebanyakan PKL termasuk kelompok usia produktif. Kelompok
usia sampai 40 tahun tercatat sebanyak 50,4 %. Kenyataan tersebut sesuai dengan hasil
penelitian Sethuraman (1981:191) yang mengemukakan bahwa masyarakat yang terlibat
di sektor informal pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan
kebanyakan dalam usia kerja produktif (prime age). Oleh i(arena itu dapat disimpulkan
bahwa sektor informal mempunyai peranan besar dalam menyerap tenaga kerja produktif

dengan pendidikan rendah di perkotaan.

TABEL V.2.
PROPORSI RESPONDEN MENURUT TINGKAT USIA

1 ; = e - 20,0.%
2 30-40 43 31,9 %
3 41 - 50 49 36,3 %
4 > 50 16 11,8 %

Jumlah 135 100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000




88

5.1.2. Daerah Asal PKL dan Latar Belakang PKL

Pengkajian daerah asal PKL dimaksudkan untuk dapat mengetahui siapa
sebetulnya yang mehjadi PKL. Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan
bahwa umumnya PKL terdiri dari para migran (Manning dan Effendi, 1985).

Kecenderungan tersebut juga dapat dilibat pada PKL yang menjadi responden
pada penelitian ini. Ditemukan 56,3 % dari responden PKL merupakan pendatang
(migran) ke kota Semarang,

Dari hasil penelitian ini didapatkan komposisi PKL berdasarkan daerah asalnya

seperti yang terlihat pada tabel V.3.

TABEL V.3.
DAERAH ASAL PKL

1 Semarang ) 59 43,7 %
2 Luar Semarang 76 56,3 %
Jumlah 135 1080 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Dari tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa para PKL sebagian statusnya
sebagai pendatang dari luar Semarang, yaitu sebesar 56,3 %. Asal daerah PKL antara lain
dari Demak, Grobogan, Pati, Pekalongan, Madiun, Kebumen, Tegal, Sragen, Boyolali,
Yogyakarta, Salatiga, Ungaran, Klaten, Jepara, Solo, Wonosobo, Bandung, Jakarta yang
dari luar Jawa dari Palembang, Ujung Pandang,.

Dari angka tersebut berarti sesuai dengan literatur, seperti yang dikemukakan
Hugo dalam Tadjuddin (1995:209) mengatakan bahwa tckanan-tekanan kesulitan

mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan di pedesaan yang belum mengalami perubahan,
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bahkan ada kecenderungan yang makin meluas. Kondisi ini telah mendoreng sebagian
tenaga kerja dari pinggiran bermigrasi permanen ataupun sirkuler ke pusat untuk mencari
pekerjaan. Bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa masuk ke sektor
informal, dan usaha yang paling mudah dimasuki adalah sebagai pedagang eceran
(Sethuraman, 1981:52,130).

Alasan PKL hingga meninggalkan daerah asalnya, dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel V.4.

TABEL V.4.
ALASAN PKL MENINGGALKAN DAERAH ASAL

1 |Di desa/tempat asal sudah tidak ada laha ejjt g 16,5 %
2 |Lahan pertanian yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan 14 18,4 %
3 |Di desa/tempat asal penghasilan kurang 18 23,7%
4 |Di desa/tempat asal tidak ada pekerjaan 36 47,4 %

Jumlah 76 100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Menurut teori dorong-tarik dalam migrasi oleh Everret Lee (dalam Mantra,
1985:181) faktor kesempatan kerja di kota merupakan faktor daya tarik posiﬁf yang
menarik orang pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Demikian juga menurut teori migrasi
Todaro (Todaro 1994:23), keputusan untuk migrasi dari desa ke kota tergantung pada
perbedaan upah riil yang diharapkan antara pedesaan dan perkotaan daripada upah yang
sebenarnya dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan. Menurut Gilbert dan Gugler
(1996:60) penelitian selama dua dekade menunjukkan bahwa mayoritas penduduk
melakukan migran adalah karena alasan ekonomi.

Sedangkan alasan mengapa mercka memilih Kota Semarang sebagai tujuan

migrasi yang tercatat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adalah sebagian besar
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mercka menganggap di kota Semarang ada kemungkinan untuk mendapatkan
kesempatan kerja (56,6 %).

TABEL V.5

ALASAN MEMILIH KOTA SEMARANG SEBAGAI TUJUAN

2 | Ada famili di kota 26 34,2 %
3 Jarak dari tempat asal cukup dekat 7 9.2%
Jumlah 76 100 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000

Penelitian Sethuraman (1981:191) menyebutkan bahwa para migran dalam
sektor informal ini kebanyakan sebagai penganggur sebelum mengadakan migrasi.
Kecenderungan tersebut juga nampak dari hasil penelitian ini dimana sebanyak 28,9 %
pendatang yang menjadi PKL adalah mereka yang semula sebagai penganggur (tidak

bekerja), seperti terlihat pada tabel V.6.

TABEL V.6.
PEKERJAAN SEMULA PARA PKL

1 .. Petani, pemilik sendiri 13 17,1 %
2 Buruh tani 18 23,7 %
3 Petani penggarap 9 11,8 %
4 Lainnya 14 18,4 %
6 Tidak bekerja 22 28,9 %
Jumlah 76 100 %
Sumber : Hasil Analists, 2000

Melihat tabel V.4, tabel V.5 dan tabel V.6 dapat disimpulkan bahwa faktor

utama yang menarik PKL ke kota adalah faktor pekerjaan. Pada akhirnya tujuan mencari
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kerja itu berorientasi pada pencapaian penghasilan, maka hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Rachbini dan Hamid (1994; 114) yang berpendapat bahwa akibat
lahan pertanian di pedesaan semakin menyempit dan upah yang diterima petani tidak
memadai/mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagai akibat konsentrasi lahan
pertanian dikuasai oleh golongan elit di desa telah mendorong penduduk untuk
bermigrasi ke kota. Demikian juga menurut Sethuraman (1981: 184), yang mengatakan
bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak disebabkan oleh perbedaan
penghasilan yang diharapkan. Walaupun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan,
tetapi setidaknya para migran tersebut sudah mendapatkan pilihan yang lebih banyak
terhadap pekerjaan di kota dibandingkan dengan desa tempat asalnya. Hal ini tercermin
dengan adanya fasilitas yang terdapat di kota yang dapat menampung tenaga kerja jauh
lebih besar dibandingkan dengan keadaan desa.

Implikasi dari kecenderungan tersebut adalah terjadinya hubungan yang kuat
antara PKL dengan migrasi. Dengan demikian, selagi masih terjadi kesenjangan sosial-
ckonomi antara desa-kota, maka selama itu pula masih akan terjadi arus migrasi desa-

kota yang merupakan sumber bagi muka-muka baru PXL.

5.1.3. Motivasi Responden Menjadi PKL

Mengenai alasan responden termotivasi menjadi PKL, ada beberapa
kemungkinan. Penelitian ini mencatat bahwa alasan menjadi PKL adalah karena
memberikan pendapatan (hasil) yang relatif cukup (48,9 %) dan adanya kesulitan
mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan pendidikan/ketrampilan yang dimiliki

(25,9 %). Sedang alasan karena PHK ada 5,9 % selanjutnya seperti pada tabel V.7
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TABEL V.7,
ALASAN MENJADI PKL

2 |Karena sulit mendapat pekerjaan yang sesuai 35 259 %
dengan pendidikan/ketrampilan

3 |Karena di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari 8 5,9 %
pekerjaan semula

: Karena dapat berpindah-pindah dengan cepat 6 3,7%
Karena tidak perlu banyak modal 21 15,6 %
Jumiah 135 100 %

Sumber ; Hasil Analisis, 2000

Menurut Agus Salim (2000) dari Dewan Riset Daerah Jawa Tengah yang
melakukan penelitian mengenai PKL di Semarang, Surakarta dan Tegal, sebagian besar
PKL yang berstatus baru di kota Semarang berasal dari keluarga korban PHK dari
berbagai perusahaan swasta di Kota Semarang dan hanya sebagian kecil yang berasal
dari luar kota. Mereka rata-rata berjualan minuman (jenis the poci) dan makanan yang
dijajakan dengan tenda-tenda darurat.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa fesponden merasa termotivasi
menjadi PKL antara lain karena bidang usaha itulah yang dapat mereka kerjakan dan
memberikan pendapatan yang relatif cukup. Selain dari itu dari penelitian ini juga
mencatat bahwa menjadi PKL bagi mereka adalah merupakan pekerjaan tetap (91,9 %)
artinya bahwa menjadi PKL ini merupakan penghasilan utama untuk memenuhi
kebutuhan fisiologisnya, dimana menurut Maslow merupakan pemenuhan kebutuhan
tingkat pertama. Disamping itu menurut responden, mereka merasa bahwa usaha yang

dilakukan saat ini adalah sesuai dengan yang diinginkan, terbukti dengan jawaban
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responden yang tidak ingin pindah pekerjaan (90,4 %), dan lamanya mereka menekuni
sebagai PKL yaitu 0 — 3 tahun (21,5 %), 4 — 7 tahun (22,2 %), 8 — 10 tahun (23 %), 11 -
15 tahun (21,5 %). Walaupun demikian, 9,6 % responden masih ingin pindah pekerjaan
adalah untuk peningkatan pendapatan dan kesesuaian dengan pendidikan/ketrampilan
yang dimiliki. Tampaknya peketjaan yang diinginkan adalah mengarah ke jenis

pekerjaan formal.

5.1.4. Jenis Usaha dan Modal Kerja

Jumlah PKL di kota Semarang menurut hasil pendataan UPD-PPKL kota
Semarang tahun 1998 adalah sekitar 7.091 pedagang. Dengan jumlah terbanyak adalah
pedagang makanan/minuman sebanyak 2.208 pedagang (31,1 %), pedagang non
makananan seperti kelontong, onderdil, elektronik, rokok, mainan, kebutuhan dapur,
hasil bumi/sayuran/buah-buahan, pakaian, barang bekas, sepatu bekas, pakaian bekas,
tanaman/pot, barang, makanan burung, sangkar buah, kaset, majalalvkaset/buku, dan
lain-lain sebanyak 4.398 pedagang (62,1%) sedangkan penjual jasa sebanyak 485
pedagang (6,84 %). Dari data tersebut jenis usaha yang terbanyak dilakukan oleh PKL di
unit-unit usaha makanan-minuman. Hal tersebut dapat diduga oleh karena unit-unit usaha
tersebut merupakan unit usaha yang fleksibel ditinjau dari sudut permodalan, syarat
ketrampilan, pemasaran serta kebutuhan masyarakat sehari-hari sebagai ciri-ciri sektor
informal (Hidayat, 1978 : 10).

Adapun jenis kegiatan usaha PKL yang menjadi sampel pada 10 lokasi

penelitian dapat dilihat pada tabel V.8.
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TABEL V.8.
RESPONDEN PKL BERDASARKAN JENIS USAHA

it

Makanan-minuman 40 29,63 %
2 Non makanan-minuman 86 63,70 %
- Kelontong

- Alat/onderdil bekas

- Pakain,sepatu bekas

- Bensin

- Koranhelm,dompet,pigura

~ Rokok

- Buah-buahan

- Kebutuhan Dapur/ Grabadan
-  Konveksi

- Tas, sepatu/sandal

- Buku

-3 Jasa 9 6,67 %
Reparasi TV, sepeda

Afdruk foto

Ias,penjahit,tambal ban, tk.kunci

Jumlah 135 1090 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000
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Berdasarkan pengamatan dilapangan terlihat adanya pengelompokaan PKL
pada jenis dagangan tertentu, seperti misalnya barang-barang bekas seperti elektronik,
onderdil sepeda , perkakas rumah tangga dan jenis dagangan makanan/minuman serta
kelontong. Sarana permodalan merupakan kebutvhan utama bagi PKL dalam
menjalankan kegiatan usahanya baik pada saat awal memulai usaha, pada saat
pengembangan usaha maupun pada saat penurunan usaha. Modal awal berfungsi dalam
pembelian peralatan, seperti tempat dasaran, peralatannya dan biaya awal dan lain-lain.
Selanjutnya, modal kerja diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha seperti pembelian
bahan/barang dagangan dan barang-barang dan biaya-biaya lainnya.

Besar modal awal yang dimiliki oleh PKI. bervariasi dari 50.000 rupiah sampai

dengan diatas 3 juta rupiah dengan perincian sebagai tersebut pada tabel V.9.
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TABEL V.9.
BESAR MODAL PKL

<250.000 o 46 34.1%

251.000 — <500.000 42 31,1 %
3 500.000 — < 1.000.000 32 23,7 %
> 1.000.000 15 11,1 %
Jumlah 135 100 %

Sumber : Hasil Analisis,2000

Dari tabel V.9 diatas, dapat dilihat besarnya modal awal para PKL tersebut
kebanyakan sebesar kurang dari Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000.

Pemilikan modal awal kecil kurang dari Rp. 500.000, umumnya dimiliki oleh
pedagang non-makanan, seperti rokok, kelontong, barang bekas. Bila ada yang tergolong
pedagang makan/minuman tetapi hanya sebatas penyediaan minuman saja.

Pemilikan modal awal lebih besar Rp. 500.000 umumnya dimiliki oleh PKL
yang berdagang makanan/minuman (waruhg makan) yang membutuhkan peralatan-
peralatan yang cukup banyak.

Rendahnya modal ini sesuai dengan salah satu ciri-ciri sektor informal (Hidayat,
1978 :8 ), dimana rendahnya modal tersebut antara lain disebabkan kurangnya akses PKL
terhadap lembaga-lembaga keuangan formal terutama perbankan. Hal tersebut
dikarenakan ; (1) tidak dipunyainya agunan dari PKL; (2) fasilitas modal/kredit yang
disediakan cenderung menguntungkan pedagang berskala kuat, kalaupun ada paket kredit
yang diperuntukkan bagi pedagang kecil belum menyentuh ke PKL; (3) belum adanya
“lembaga penjamin dengan sistem kemitraan” dari yang kuat kepada PKL, karena

dianggap skala usaha mereka kecil dan bersifat labil.
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5.1.5. Sarana Transportasi Yang Digunakan PKIL

Sarana tranportasi menyangkut cara yang digunakan PKL untuk menempuh
jarak dari tempat tinggal ke lokasi atau sebaliknya. Menurut Daljoeni (1997:97) faktor
Jarak terdiri dari jarak linear dan jarak ekologis. Jarak linear adalah Jarak lurus,
sedangkan jarak ekologis adalah jarak yang dinilai dengan perhitungan waktu dan biaya
untuk menempuhnya.

Sarana transportasi yang digunakan oleh para PKL dari tempat tinggal menuju
lokasi tempat kerja akan mempengaruhi pendapatan para PKL, semakin jauh -mereka
tinggal dari tempat kerja, semakin banyak pengeluaran untuk ongkos transportasi.
Menurut  Greame Hugo (dalam Rachbini dan Hamid,1994:55) dalam penelitiannya di
Bandung dan Jakarta ditunjukkan bahwa sekitar 15 persen pendapatan mereka digunakan
untuk pengeluaran transportasi. Untuk menghemat ongkos tranportasi tersebut biasanya
mereka mencari tempat tinggal yang dekat tempat usahanya, kecenderungan ini
mengakibatkan berkembangnya pemukiman-pemukiman kumuh dan padat.

Dalam penelitian ini mencatat, sarana yang digunakan PKL untk menuju lokasi

usaha sebagaimana tersebut dalam tabel V.10.

TABEL. V.10,
SARANA TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN

“TalmKeki 35 259 %
Lainnya (Sepeda/Becak) 9 6,7 %
Naik Angkutan Umum 54 40,0 %
Sepeda Motor 37 274 %
Jumalah 135 100 %

Sumber; Hasil Analisis, 2000
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5.2. Karakteristik Pilihan Lokasi Usaha PKL
5.2.1. Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Keramaian Kota

Dalam penelitian ini mencatat bahwa pada umumnya responden berusaha
memilih lokasi (menempatkan barang) secara fisik sedekat mungkin dengan calon
pembeli. Lokasi-lokasi yang banyak calon pembeli adalah pada tempat dimana terdapat
kegiatan-kegiatan kota atau keramaian seperti misalnya kawasan perdagangan,
perkantoran, sekolahan, rumah sakit dan keramaian lainnya. Sedangkan seberapa dekat
lokasi-lokasi PKL tersebut dengan tempat kegiatan kota atau keramaian menurut

responden sebagaimana terlihat pada tabel V.11. berikut :

TABEL 5.11.
KEDEKATAN LOKASI USAHA PKL DENGAN PUSAT
KEGIATAN/KERAMAIAN KOTA

T <100m 50 37,1 %
100 m — 500 m 52 38,6 %
> 500 m 33 24,4 %
Jumlah 135 100,0 %

Sumber: Hasil Analisis, 2000

Terlihat kebanyakan responden menjawab bahwa jarak lokasi PKL dengan
terhéat kegiatan / keramaian kota adalah kurang dari 100 m (37,1%) dan antara 100 m
s/d 500 m (38,5%). Hal ini menunjukkan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk
memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Kawasan
perdagangan yang merupakan tempat yang banyak orang yang hilir mudik seperti di J1.
Empu Tantular yang dekat dengan kawasan perdagangan Johar, atau tempat untuk

perkantoran dan sekolahan seperti di JI. Mangunsarkoro sekitar Stadion Diponegoro dan
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juga Jl. Karyadi yang dekat Rumah Sakit , dimana banyak calon pembeli potensial.
Aspek Kedekatan (proximity) dengan sektor formal ini kiranya menunjukkan keinginan
dari para PKL untuk beraglomerasi baik aglomerasi pada kegiatan-kegiatan serupa
maupun aglomerasi karena saling menunjang (komplementer).

Hal tersebut tidak terlepas adanya keterkaitan antara sektor formal dan sektor
informal. Makin berkembang sektor formal, makin berkembang pula sektor informal
(Eko Budiharjo, 1993:54). Demikian juga menurut Sri Edi Swasono (dalam Rachbini,
1994:92) yang mengatakan bahwa secara struktural dapat dikatakan bahwa kehadiran
sektor informal dibutuhkan atau sebagai penyangga sektor formal dan Miftah
Wirahadikusuma (1991:31) yang mengatakan bahwa sektor informal sebagai bumper
sektor kapitalis, sektor informal disamping mempunyai fungsi produksi juga fungsi

konsumsi.

5.2.2. Kedekatan Lokasi Usaha PKL. dengan Tempat Tinggal Pedagang

Turner (1972:167) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal
berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah,
memilih rumah tinggal dekat dengan tempat kerja, dan kelompok atas aspek kenyamanan
dan ketersediaan fasilitas sosial menduduki prioritas utama dalam memilih lokasi tempat
tinggal.

PKL sebagai kelompok masyarakat yang kebanyakan berpenghasilan rendah
(An-naf, 1983:30), sehingga bila teori diatas diaplikasikan dalam penelitian ini, PKL
tentunya berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka

Jarak lokasi PKL dengan tempat tinggal pedagang dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel V.12.
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TABEL V.12,
KEDEKATAN LOKAST USAHA PKL DENGAN TEMPAT TINGGAL PKL

<1Km T 348%
1-5Km 64 46, 7%
>5Km 25 18,6 %
Jumlah 135 100,0 %

Sumbey : Hasil Analisis, 2000

Dari tabel V.12 tersebut terlihat kebanyakan PKL bertempat tinggal tidak jauh
dari lokasi PKL, yaitu pada jarak kurang dari 1 Km (34,8%) dan antara 1 s/d 5 Km
(46,7%). Kedekatan dengan rumah tinggal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya para
PKL yang menuju lokasi dengan jalan kaki (25,9 %). Kecenderungan PKIL memilih
lokasi usaba dekat dengan tempat tinggalnya tentunya berkaitan dengan beaya
transportasi yang harus ditanggung serta kaitannya dengan bagaimana mereka membawa
barang dagangan dan alat-alat yang digunakan,

Dalam penelitian ini terlihat pada responden di JI. Kokrosono, dimana mereka
kebanyakan bertempat tinggal di Kelurahan Krobokan dan Bulu Lor, yang berjarak
kurang lebih 1 s/d 2 km dari lokasi tempat kerja. sedangkan PKL di Jl. Simongan -
Bongsari, kebanyakan tinggal di Kelurahan Bongsari, PKL di JI. Citarum-JI Progo
banyak yang tinggal di Kelurahan Mlatiharjo dan Mlatibaru yang dekat dengan lokasi.

Jarak lokasi dengan rumah tinggal ini menurut Rachbini dan Hamid (1994 :
101) dalam penelitiannya mengenai PKL di Jakarta menunjukkan bahwa terdapat

korelasi yang tinggi antara lokasi usaha dengan tempat tinggal. Pedagang kaki lima akan
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beﬁempat tinggal dimana saja, asal jaraknya dekat dengan lokasi usahanya. Kalau tidak
mereka akan dililit masalah ongkos transportasi. Juga menurut Mantra (1985:185)
mengatakan bahwa para migran setelah beberapa lama bertempat tinggal didaerah tujuan,
mereka cenderung memilih tempat tinggal dekat dengan daerah dimana mereka bekerja.
Sedangkan menurut Sugiono Soetomo (1998:10), dalam penelitiannya menyebutkan
bahwa faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dan
tempat tinggal, sebagaian besar mereka bertempat tingga tinggal kurang lebih 1 (satu)

kilometer dari tempat kerja.

5.2.3. Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum di Lokasi

Kemudahan (conveniencies) dan kedekatan (proximity) dalam suatu wilayah
atau kota berfungsi untuk memperlancar pertukaran barang-barang dan jasa. Kegiatan
ekonomi yang berjenis-jenis apabila berada dalam suatu wilayah ditumpu dengan sistem
angkutan kota akan berkembang dengan lebih pesat (Reksohadiprodjo,1994:95). Sedang
menurut Nelson (1958) daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen
(pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi umum
(beaya,waktu,frekwensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu
lintas, jarak parkir).

Dalam penelitian ini mencatat bahwa hampir semua responden menjawab bahwa
di lokasi mudah untuk memperoleh angkutan umum (85,2%) dan dan sedang (14,19%)

hanya satu responden yang menjawab bahwa angkutan umum yang lewat dekat lokasi.
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TABEL V.13.
KEMUDAHAN MEMPEROLEH ANGKUTAN UMUM DI SEKITAR LOKASI
USAHA PKL.
= Mudah 115 85.2 %
. Agak sulit 19 14,1 %
- Sulit 1 0.7 %
TUMLAH 135 100.0 %

Sumber : Hasil Analisis, 2000.

Dari tabel V.13 tersebut dapat diketahui bahwa responden kebanyakan

menetapkan lokasi usahanya dimana mudah untuk memperoleh angkutan umuwm. Hal ini

disamping lokasi tersebut mudah dijangkau oleh para konsumen, juga merupakan alat

transportasi yang kebanyakan dimanfaatkan oleh para PKL untuk menuju lokasi kerja
dari tempat tinggal.  Di lokasi-lokasi penelitian juga terlihat bahwa pada lokasi-lokasi
tersebut banyak dilewati angkutan umum.

- Pada J1. Simongan/ Bongsari, dilalui oleh jalur angkutan kota dengan nomor A-20,
A-21 dan bus kota nomor B-22 , B-44,

- Jl. Kokrosono, dilalui oleh jalur angkutan kota nomor A-26 dan A-27. Karena lokasi
PKL di J1. Kokrosono ini letaknya dekat dengan pertemuan dengan J1. Indraprasta,
maka lokasi ini juga dapat diakses angkutan yang menuju Jl. Indraprasta, yaitu
angkutan kota nomor A-22, A-23, A-24, A-25, A-28 dan A-29.

- JL Dr. Kariyadi dilalﬁi oleh jalur angkutan kota dengan nomor A-17, A-18, A-19, dan
bus kota nomor B-10, B-14A, B18§, B21, B32 , B-42

- JL Dr. Cipto dilalui oleh jalur angkutan umum dengan nomor A-04, A-05, A-07, A-
11, A-13, A-15, dan bus kota nomor B-03, B-08, B-09, B-10, B-13A, B-19A, B-22,
B-24, B-30, B-37.
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~ 1. Bugangan, lokasi PKL disini memang tidak dilalui angkutan umum, tetapi karena
letak lokasinya pada ujung jalan pada pertemuan dengan JI. Dr. Cipto, maka untuk
mengakses lokasi ini dengan angkutan umum cukup melalui angkutan yang lewat 1.
Dr. Cipto.

= JI Empu Tantular, lokasinya PKL dekat pangkalan ankutan kota, sehingga hampir
semua angkutan kota menuju ketempat ini.

- Kawasan Simpang Lima, JI. Pahlawan dan Jl. Ahmad Dahlan, banyak dilalui
angkutan kota dan bus kota,

- Lokasi di sekitar Stadion Diponegoro, cukup dekat dengan Jl. A. Yani, banyak
angkutan kota yang lewat J1. A. Yani.

Hal tersebut diatas seperti yang dikemukakan oleh Dean Forbes (dalam
Manning, 1996:348) dalam penelitiannya mengenai sektor informal PKL di kota Ujung
Pandang, bahwa terdapat kaitan yang erat antara persebaran lokasi sektor informal PKL
dengan jaringan fransportasi, dimanan sektor informal tumbuh pesat di sepanjang jalan

besar dan memerlukan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani penduduk.

5.2..4. Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi

Seorang pedagang yang akan menjalankan usahanya pada suatu lokasi , yang
pertama perlu disadari adalah bagaimana posisi seorang pedagang terhadap pedagang
lainnya. Suatu barang yang dipilih untuk diproduksi / dijual bagi sescorang bukan
semata-mata masalah bagaimana memproduksi/ membeli barang tersebut dan biaya
produksinya tetapi juga mencakup bagaimana menjual produknya. Untuk ita perlu
disadari pada bentuk (strukutur) pasar yang bagaimana pedagang tersebut berada.

Dalam teori ekonomi ( Pass dan Lowes, 1998 : 400), struktur atau bentuk pasar

yang dihadapi seorang pengusaha dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut
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antara lain jumlah penjual dan pembeli, mudah tidaknya memasuki bidang usaha yang
bersangkutan, homogen atau tidaknya sifat dari barang penjual di mata pembeli, tingkat
kesempurnaan dari pengetahuan penjual dan pembeli terﬁadap tingkat harga

Dalam hal jumlah (banyak) penjual sejenis dilokasi penelitian mencatat bahwa
sebanyak 53,3 % responden menyatakan jumlah usaha sejenis dilokasinya adalah banyak,
sedangkan 28,1 % menyatakan sedang, dan 18,5 % menyatakan sedikit, selengkapnya

seperti dalam tabel. V.14,

TABEL V.14,
BANYAK PENJUAL SEJENIS DI LOKASI

Jumalah 135 100 %

Sumber: Hasil Analisis,2000

Disamping itu diketahui bahwa 71,9 % persen responden menyatakan bahwa
wilayah operasinya sangat mudah dan mudah dimasuki pengusaha lain. Ditambah lagi
82,2 % dari responden menyatakan bahwa bidang usahanya sangat mudah dan dilakukan
orang lain. Kondisi semacam ini dapat diartikan bahwa apabila dari usaha tersebut
diperoleh keuntungan yang cukup menarik, maka dalam waktu singkat akan menjadi
incaran berbagai pihak untuk ikut memasuki usaha pada lokasi tersebut, apalagi modal
yang dibutuhkan untuk beroperasi di bidang usaha ini relatif kecil.

Selanjutnya dalam hal persaingan tercatat bahwa 84,4 % responden menyatakan
bahwa persaingan yang mereka hadapi adalah ketat dan sedang. Bentuk persaingan

bervariasi, mulai dari bentuk persaingan harga, kualitas, barang beragam, pelayanan dan
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bentuk lainnya. Dari jawaban yang masuk dapat dicatat bahwa yang menghadapi
persaingan harga adalah terbanyak 41,5 %, persaingan kualitas 20,7 % persaingan dalam
keanekaragaman barang yang diusahakan sebanyak 17 %, persaingan dalam bentuk
pelayanan 1,9 % dan dalam bentuk lainnya 9,6 %. |

Berbagai fakta tersebut tadi memberi indikasi bahwa mobilitas usaha di sektor
informal PKL tergolong sangat tinggi dan konsekuensi tingkat persaingan seperti diatas

adalah usaha mencari keuntungan di bidang usaha PKL termasuk tidak mudah.

5.3. Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Pedagang Kaki Lima
5.3.1. Kebijakan Pengaturan Ruang Pedagang Kaki Lima
Walikota Semarang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk
merencanakan dan menyeclenggarakan hal-hal yang dianggap perlu dan penting demi
pengembangan kotanya. Tetapi tugas dan wewenang itu tidak secara bebas tanpa
pedoman. Adapun pedoman untuk penatan dan pelaksanaan fisik Kota Semarang diatur
dalam peraturan —peraturan sebagai berikut,
1). Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Tahun 1975-
2000,
2). Peraturan Daerah Nomor. 2 Tabun 1990 Tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Nomor. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Tahun 1975-2000.
Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 1990 menjelaskan balwa pertumbuhan yang
terjadi di kota Semarang meletakkan dasar kota Semarang sebagai kota yang berada
dalam kedudukan tertinggi dalam lingkup Regional Jawa Tengah dan menjadi pusat dan

kutub pengembangan terutama dalam pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai bagian
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Pembangunan Nasional. Selanjutnya dikemukakan bahwa terdapat dua masalah kota

Semarang, yaitu masalah regional dan masalah lokal. Masalah lokal, antara lain adalah

perkembangan sistem kota Semarang dari zaman Belanda yang berpola radial-sistem dan

berpusat pada wilayah komersial Semarang di Johar/Pelabuhan laut ternyata
menimbulkan permasalahan penumpukan kegiatan di sektor informal, kepadatan lalu
lintas, dan lain-lain,

PKL sebagai salah satu bagian yang menonjol dari sektor informal di kota
Semarang, bila mengacu pada penjelasan Peraturan Daerah tersebut, maka PKL termasuk
dalam salah satu masalah Kota Semarang, yaitu adanya penumpukan kegiatan di sekitar
pusat komersial.

Pada bab VIII dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990,
mengenai rencana komponen pengembangan kota, masalah PKL merupakan bagian dari
Rencana Pusat-Pusat Kegiatan Kota Semarang, diména Kota Semarang akan
dikembangkan dalam 3 pusat kegiatan yakni Pusat Pemerintahan dan Perkantoran
Pemerintah, Pusat Perdagangan, dan Pusat Kebudayaan dengan penjelasan sebagai
berikut :

I). Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Pemerintah dipusatkan pada 2 lokasi, yaitu
Sekitar Tugu Muda sepanjang Jl. Pemuda sampai perlimaan JI. Thamrin-Tanjung-
Pemuda-dan Beringin, dan sepanjang J1. Pahlawan. Kegiatan PKL direncanakan
sebagai komponen pendukung bersyarat yaitu sepanjang JI. Pahlawan dengan
ketentuan PKL hanya diperbolehkan berjualan pada malam hari.

2). Pusat Perdagangan yang terdiri dari 10 lokasi. Diantara 10 lokasi tersebut kegiatan

PKL yang direkomendasi sebagai komponen pendukung adalah 7 lokasi yaitu di
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sekitar Pasar Johar, Rejomulyo, J1. Pemuda dan JI. Gajahmada; JI. Pandanaran/J1 A.
Yani (Tugnu Muda-Simpang Lima-Bangkong); Jl. MT.Haryono-Peterongan; Pasar
Bulu-Kalibanteng dan sepanjang JI. Majaphit. Lokasi sekitar Kota lama kegiatan
PKL dirckomendasikan sebagai komponen pendudkung dengan syarat yaitu berjualan
malam hari.

Pusat Kebudayaan terdiri dari 2 lokasi, yaitu Sekeliling Simpang Lima dan
Tegalwareng. Untuk sekeliling Simpang Lima, kegiatan PKL direkomendasikan
sebagai komponen pendukung bersyarat malam hari PKIL siang hari hanya
diperbolehkan jika berada di dalam gedung atau lahan. Sedangkan Tegalwareng
kegiatan PKL direckomendasikan sebagai komponen pendukung bersyarat.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai masalah PKL sesuai Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 1990 tersebut, Pemerintah Kota menerbitkan Peraturan Daerah

tersendiri yaitu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan PKL yaitu

Peraturan Daerah Nomor. 3 tahun 1986 ‘tentang Pengaturan Tempat Usaha serta

Pembinaan PKL.

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 menyebutkan

bahwa :

Keberadaan PKL adalah suatu kenyataan maka Pemerintah Daerah menaruh
perhatian untuk menampung usaha tersebut serta memberikan penyuluhan dan
pembinaan usahanya;

Pengaturan PKL dimaksudkan untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak
bagi usahanya dan menjadikan sektor usaha PKI. sebagai suatu usaha yang lebih

produktif dalam membangun perckonomian daerah,;
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* Pemerintah Daerah memberikan perhatian, bimbingan, dan pembinaan kepada
golongan ekonomi lemah agar PKL dapat berkembang dan dalam jangka waktu
tertentu mampu berpindah ke toko-toko/pasar-pasar sehingga PKL tidak tumbuh dan
berkembang secara liar; dan

¢ Mengingat tempat-tempat untuk berdagang yang ditunjuk untuk PKL tersebut adalah
bidang tanah yang sudah mempunyai fungsi tertentu menurut perencanaan kota maka
perlu diatur dengan jam-jam tertentu dengan bangunan tidak permanen sehingga akan
tercipta kota yang aman tertib, lancar, dan sehat.

Pengertian PKL menurut pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 adalah
mereka yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah
dibongkar pasang/dipindabkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, tempat-tempat
untuk kepentingan wnum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain
yang bukan miliknya.

Penunjukan lokasi tempat-tempat usaha PKL menurut Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 1986 adalah meliputi lokasi milik, dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah
maupun swasta. Untuk yang dikuasi swasta harus mendapat persetujuan dari yang
bersangkutan. Penunjukan pengaturan fokasi ditetapkari oleh Walikota (pasal-2). Tempat-
tempat usaha ini dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu: |
» Tipe A dengan luas lebih dari 5M? dengan batas maksinmum 40M>;

o Tipe B dengan luas lebih dari 3M? sampai dengan 5M?; dan

o Tipe C dengan luas 3M? ke bawah.

Untuk mempergunakan tempat-tempat usaha tersebut harus mendapatkan ijin

lebih dahulu dari Walikota (pasal-5). Selanjutnya pada pasal-6 disebutkan bahwa pada
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tempat-tempat yang telah diberi ijin, diatasnya tidak boleh didirikan bangunan semi
permanen/permanen. Dan disebutkan pula, bahwa ijin tersebut tidak boleh
dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun (pasal-6). Konsekuensi
diberikannya ijin tersebut PKL wajib membayar retribusi. (pasal-7).

Pembinaan PKL merupakan kewajiban Pemerintah Daerah beserta
lembaga/instansi yang terkait (pasal-8), yaitu antara lain menyangkut kewajiban
memberikan bimbingan dan penyuluhan cara-cara berusaha pada Pedagang kaki Lima.
Pengawasan tethadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dan diatur oleh
Walikota (Pasal 10).

Pengaturan PKL tersebut diatas dilengkapi dengan ancaman sanksi. Sanksi yang
diatur di dalam pada Pasal 9 Peraturan Daerah tersebut yaitu; pelanggaran terhadap
larangan melakukan kegiatan di lvar lokasi yang ditunjuk; pelanggaran terhadap
tanggung jawab keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan
di sekitar tempat usaha; pelanggaran karena mendirikan bangunan semi
permanen/permanen; dan pelanggaran terhadap pengenaan retribusi. Terhadap
pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dikenakan hukuman kurungan selama-
lamanya enam (6) bulan atau denda Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Di samping
hukuman tersebut diatas, pelanggar dapat dikenakan sanksi pembongkaran oleh
Walikota.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor.3
Tahun 1986 tersebut , Walikota dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1991 No.
511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksan

Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD-PPKL) Kotamadya Dati II Semarang
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membentuk lembaga pelaksana yang khusus melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan
dengan masalah PKL. Kemudian yang berkaitan dengan masalah tempat usaha PKL ,
Walikota telah menerbitkan Surat Keputasap tentang Penetapan Lahan [okasi Pedagang
Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang, berturut-turut adalah SK. Nomor 511.2/368/1991
tanggal 18 Maret 1991, kemudian diperbaharui dengan SK. Nomor 511.2/169/94 tanggal
2 Maret 1994 dan diperbaharui lagi dengan SK. Nomor 511.3/367/99 tanggal 6 Agustus
1999, yang isinya mengenai loksi-lokasi yang diijinkan untuk berjualan bagi Pedagang
Kaki Lima, SK Walikota tersebut berisi ketentuan jalur jalan mana yang perbolehkan
menyangkut luas areal, letak dan waktu usaha siang (pukul 04.00-16.00), malam ( pukul
6.00 — 04.00). Sedangkan perubahan-perubahan pada SK tersebut menyangkut
penambahan jumlah lokasi-lokasi yang diijinkan.

PKL yang dijjinkan menempati lokasi-lokasi yang seharusnya untuk

kepentingan umum tersebut mempunyai tanggung jawabn terhadap kondisi lingkungan

sekitarnya. Pada pasal-3 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 disebutkan bahwa setiap |

PKL yang menggunakan tempat usaha bertanggung jawab terhadap keamanan,
ketertiban, kebersihan, keindahan, dan menjaga kesehatan lingkungan di sekitar tempat
usaha yang Dbersangkutan. Selanjutnya menurut pasal-4 disebutkan bahwa
penunjukan/penetapan  tempat-tempat usaha diatur sedemikian rupa dengan
mempertimbangkan fasilitas pasarana yang ada, tempat ibadah, dan tempat kepentingan
umum lainnya. Pada pasal-6 Peraturan Daerah yang sama juga mengatur tentang
larangan mendirikan bangunan semi permanen/permanen.

Sesuai ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut PKL mempunyai

tanggung jawab yaitu: (1) PKL harus menempati lokasi-lokasi yang memang telah
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difjinkan untuk tempat usaha dengan waktu usaha yang telah ditentukan; (2) PKL yang
telah menempati atau akan menempati lokasi-lokasi setelah dikeluarkannya SK. Walikota
tentang penetapan lahan PKL berkewajiban untuk mempunyai ijin; (3) PKL
berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka berjualan.; (4) PKL
dilarang mendirikan bangunan semi permanen dan permanen; dan (5) PKL wajib
membayar refribusi.

Pada observasi lapangan dijumpai banyak PKL yang tidak mempunyai ijin
(36,3 %) dan tidak memperhatikan masalah kebersihan terutama pembuangan sampah
dan adanya tenda-tenda yang tidak dibongkar pada waktu yang telah ditentukan, serta
alat-alat seperti meja, kursi yang dibiarkan tergeletak begitu saja di trotoar atau pinggir
jalan. Hal ini memberikan gambaran rendahnya perilaku kepedulian PKL terhadap
kebersihan lingkungan yang dan keindahan kota. Perilaku semacam ini tidak terlepas
dari kondisi internal dari PKL sendiri, yaitu mereka menjadi PKL karena desakan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kurang memperhatikan lingkungan. Dalam
kaitan ini menurut Suparmoko (1994:46) yang mengatakan bahwa karena kemiskinan
seseorang, seseorang cenderung untuk memikirkan kebutuhan yang paling mendesak

(segera) dan untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

5.3.2. Pembinaan dan Penataan PKL

Pemerintah Kota Semarang  secara spesifik telah mempu memprodusir
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan PKL yaitu Peraturan Daerah Nomor. 3
Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan (penertiban) PKL melalui instrumen

hukum. telah membuktikan adanya penanganan dan antisipasi.
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Dilihat dari beberapa ketentuan dalam pasal-pasal pada Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 1986 seperti telah diuraikan dimuka, dirumuskan bagaimana prosedur
dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pihak Pemerintah Kota

maupun para PKL. Peraturan memuat memuat tentang beberapa kewenangan Pemerintah

Kota dalam upaya pembinaan/penertiban PKL dan sekaligus mengatur usaha PKL -

dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para PKL
dimaksud.

Beberapa aspek yang dikemukakan dalam pembahasan ini adalah persepsi pihak
Pemerintah Kota dan PKL terhadap materi peraturan daerah tentang upaya pembinaan /
penertiban PKL yang difokuskan pada beberapa substansi Peraturan Daerah Nomor. 3
Tahun 1986 yaitu pasal-2 mengenai pengaturan tempat usaha atau lokasi usaha., pasal-5
kewenangan mengenai perijinan dan pasal 7 kewenangan untuk pemungutan retribusi .

Sesuai dangan materi dalam pasal-pasal tersebut ingin diketahui bagaimana
persepsi pihak Pemerintah Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPD-PPKL
selaku pejabat yang langsung bertanggungjawab pada masalah PKL serta persepsi para

PKL terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

5.3.2.1. Persepsi Aparat Pemerintah Kota tentang Pembinaan dan Penataan PKL
Pembahasan bagian ini adalah merupakan rangkuman dari hasil wawancara
mengenai pembinaan yang dilakukan dan hambatan-hambatan yang diuraikan sebagai
berikut.
(a) Pembinaan Langsung/ Penyuluhan.
Dilaksanakan secara langsung terutama kepada PKL yang melanggar Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 1986 atau SK Walikota mengenai penataan PKL di Kota
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Semarang. Pembinaan ini dilakukan oleh UPD-PPKL, dan frekuensinya dapat dikatakan
setiap hari. Oleh karena setiap hari selalu terdapat PKL yang melanggar, dan saat itu pula

selain diperingatkan biasanya petugas sekaligus memberikan pembinaan atau peﬁyuluhan

kepada yang bersangkutan.

(b) Pertemuan/ Sarasehan

Pertemuan rutin selalu diadakan antara pihak UPD-PPKIL. dengan para PKL
dengan memanfaatkan acara bulanan yang diselenggarakan oleh para PKI. di masing-
masing lokasi melalui jalur PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa) Tingkat Kota dan Tingkat
‘Rayon/Unit se Kota Semarang. Pembicaraan berkaitan dengan masalah kebersihan
lingkungan lokasi dan masalah-masalah lain yang penting yang terjadi tiap hari. Juga
membahas penetapan tempat jualan yang tentunya ingin menciptakean kota Semarang
yang tertib, rapi dan bersih tetapi tetap mempertahankan keberadaan PKL. Disamping itu
dilakukan juga pembinaan perkoperasian yang dikelola oleh organisasi itu sendiri, juga
penyuluhan tentang permodalan. Pertemuan rutin ini tidak diikuti oleh semua PKL,
namun demikian masing-masing PKL telah diwakili oleh rekan-rekannya yang bertindak
selaku ketua kelompok.

Sarasechan dilakukan oleh UPD-PPKL dengan instansi terkait dan PPJ
(Persatuan Pedagang Dan Jasa) serta wakil PKL. Sarasehan ini berlangsung paling tidak

setahun 1 (satu) kali, atau bila ada permasalahan yang segera diselesaikan.

(¢) Pemberian Ijin Tempat Usaha

Dalam rangka memudahkan pengaturan dan penataan PKL, Walikota telah

membuat suatu ketentuan tentang penetapan areal/lokasi yang diijinkan untuk
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aktivitas PKL. Sesuai dengan ketentuan yang terbaru yaitu SK. Nomor 511.3/
367/1999 telah ditetapkan sebanyak 129 lokasi yang diijinkan untuk tempat usaha
PKL. Para PKL yang sudah atau akan menempati lokasi-lokasi tersebut diwajibkan
untuk memiliki ijin terlebih dahulu yang pelaksanakan adminitrasinya ditangani oleh
UPD-PPKL.

Beberapa kendala yang dihadapai dalam pembinaan PKL menyangkut
masalah ijin tempat usaha, antara lain disebutkan yaitu adanya kesadaran dari PKL
yang masih rendah disebabkan oleh tuntutan akan kebutuhan mereka yang sangat
dominan serta banyaknya tempat-tempat usaha yang tidak sesuai namanya, antara ijin
yang diberikan pihak Pemerintah Kota dengan pedagang yang menempati lokasi
tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya tempat usaha yang dijual oleh PKL dan para
PKL yang sudah memiliki ijin tempat usaha ini kemudian mencari lokasi yang tidak
diijinkan (liar).

PKL dikenal sebagai pedagang yang mempunyai mobilitas yang tinggi, baik
mobilitas usaha maupun mobilitasi lokasi, seperti pedagang oprokan, dimana mereka
datang dari desa yang membawa dagangan untuk dijual disekitar pasar pada saat-saat
tertentu saja, misalkan pagi hari atau sore hari, atau pada musim-musim tertentu jadi
sifatnya tidak menetap atau sering berpindah. PKL yang tidak menetap inilah yang
sulit pengaturannya, dan ini berkaitan pula dengan kesulitan penarikan retribusi.
Pengaturan tempat yang telah ditetapkan kadang dilanggar, dan ini sering dibiarkan,

karena jika ditindak tegas, maka akibatnya penarikan retribusi akan turun, dilain
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pihak bahwa Pemerintah Kota mentargetkan penerimaan refribusi yang tiap tahun
selalu naik.

Hambatan lain dalam masalah tempat usaha PKL, adalal disatu pihak, PKL
tentunya ingin selalu dekat dengan pembeli, karena pembelipun akan memilih tempat
vang lebih dekat karena barang tersebut memang mudah didapat, akibatnya tumbuh
PKL di tempat-tempat strategis, seperti pedagang rokok, koran dan bensin. PKL
yang demikian memang sulit dalam pengaturannya/penentuan lokasinya, lain halnya
kalan menjual barang-barang tertentu seperti barang elektronik dan onderdil motor
baik bekas maupun baru, dimana mudah dalam penentuan lokasi PKI., seperti di J1.
Progo atau J1. Kokrosono.

Akibat belum tertatanya lokasi-lokasi PKL tersebut menyebabkan Peraturan

Daerah yang ada juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

(d) Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kota

Disamping fasilitas yang berupa lokasi-lokasi jualan yang diijinkan,
Pemerintah Kota bekerjasama dengan instansi/lembaga lainnya telah memberikan
bantuan akan sarana/prasarana berdagang, seperti gerobak-gerobak rokok, bak
sampah serta bantuan modal, sebagai contah pada tahun anggaran 1998/1999
Pemerintah Kota memberikan bantuan modal kepada 400 orang PKL masing-masing

sebesar Rp. 100.000,-

Namun demikian pemberian fasilitas  tersebut sering disalahgunakan

misalnya fasilitas lokasi-lokasi jualan yang telah diijinkan, kadang PKL tidak mau
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menempatinya. Di lain pihak, ada daerah lokasi PKL yang telah mapan, namun oleh

PKL tersebut tempat jualan diperjualbelikan,

(e) Penarikan Retribusi

Pada awalnya penarikan retribusi kepada PKL berdasarkan pada Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL
(pasal-7). Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daearah Sewa Lahan untuk Perdagangan/
Jasa, maka penarikan retribusi berdasarkan pada peraturan daerah yang terbaru.

Retribusi untuk PKL sesuai pasal-8 Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 1998
diartikan sebagai suatu pungutan yang dikenakan kepada para PKL di Kota Semarang
sehubungan dengan penggunaan jasa/fasilitas berupa lahan dipinggir jalan, trotoar,
bahu jalan, kampung-kampung dan lain-lain yang disediakan oleh Pemerintah Kota
Semarang untuk digunakan sebagai tempat udsaha jualan barang/jasa bagi para PKL
Sedangkan besarnya retibusi tergantung letak lokasi, yaitu :

- TLokasi A sebesar Rp. 100,- per m2/ 1 hari.
~ Lokasi B sebesar Rp. 75,- per m2/ 1 hari
~ Lokasi C sebesar Rp. 50,- per m2/ 1 hari.

Kendala-kendala yang- dihadapi Pemerintah Kota sehubungan dengan
penarikan retribusi, meliputi target fang ditentukan Pemerintah Kota melampaui

kapasitas yang dapat dicapai, adanya organisasi PKL yang juga memungut iuran,
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bahkan lebih banyak diikuti/dituruti oleh para PKL dalam pelunasannya, serta
adannya oknum-oknum yang kadangkala merusak aturan yang telah ditetapkan pihak
Pemerintah Kota sendiri.

Dalam penarikan retribusi masih terdapat masalah, seperti halnya jumlah
petugas penarik retribusi yang terbatas. Kendala lainnya adalah seperti tingkat
mobilitas tinggi dari PKL terutama pedagang oprokan, dimana mereka mangkal
hanya sebentar, yang tentunya kalau petugas belum datang, mereka tidak kena

retribusi.

(f) Penataan Lokasi PKL.

Tindakan ini memang secara operasional dilaksanakan secara terpadu
bersama dengan instansi terkait , antara lain UPD-PPKL, Satpol/Tibum, Bagian
Perkonomian, DLILAJ dan PPJ.

Penataan atau relokasi dilakukan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota
memerlukan lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kepentingan umum atau lainnya.
Dalam hal ini Pemerintah Kota mengambil kebijaksanaan yaitu :

-~ Mencarikan lokasi PKL yang baru sebagai pengganti lokasi yang lama tanpa
dipungut biaya. |

- Menyediakan angkutan transportasi untuk mengangkut dan memindahkan barang
dagangan dan alat-alatnya termasuk membantu dalam membongkarnya tanpa

dipungut biaya.
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53.2.2. Pérsepsi PKL Tentang Ijin Tempat Usaha Dan Retribusi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 Bab III pasal 5 ayat (1)
disebutkan bahwa untuk mempergunakan tempat usaha, setiap PKL harus mendapatkan
ijin terlebih dahulu dari Walikota.

Ketentuan formal yang demikian tersebut, tidak berarti bahwa dengan
sendirinya semua PKL telah mempunyai izin. Hal ini tergantung pada persepsi mereka
tentang ijin tersebut. Keadaan ini terbukti banyaknya para PKL yang dalam menjalankan
usahanya tidak menggunakan ijin dengan bervariasi alasan.

TABEL V.15,
KEPEMILIKAN IJIN MENEMPATI LOKASI

1 Punya e 86 e 63,7%
2 Tidak punya _ 49 363 %
Jumlah 135 7

Sumber ; Hasil Analisi, 2000.

Dari tabel V.15 menunjukkan bahwa tidak semua PKL mempunyai ijin untuk
menempati tempat usaha. Tidak adanya ijin bagi sebagian PKL di Kota Semarang akan
membawa dampak negatif bagi keberadaannya, antara lain, rasa aman, diakui, dan
didukung atas keberadaannya. [jin yang didapatkan akan membuat mereka mudah dalam
melakukan kegiatan usahanya, paling tidak terhadap perasaah takut atau was-was untuk
diusir, dirazia, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ijin yang diberikan
Pemerintah Kota akan membuat mercka merasa aman dalam berusaha, diakui dan
diperhatikan keberadaannya. Selain itu data tersebut merupakan 11-L.asukan penting bagi

Pemerintah Kota dalam pengambilan kebijakan atas keberadaan PKL, karena
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bagaimanapun mereka merupakan salah satu penggerék kegiatan perekonomian kota,
bahkan memberikan kontribusi kepada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Dampak lain terhadap ijin yang diberikan menyangkut ketertiban, kerapian dan
keindahan kota. Sehingga iklim yang baik akan tercipta, dan ini akan membawa akibat
yang positif terhadap tumbuh dan berkembangnya PKL terutama di Kota Semarang.

Para PKL yang tidak punya ijin memiliki alasan bahwa : (1) Menambah
pengeluaran (26,5 %), (2) menyusahkan (26,5 %) dan (3) prosesnya sulit (47.%).
Sedangkan yang mempunyai ijin mempunyai alasan sebagai berikut (1) ketenangan
(18,6 %); (2) perlindungan (31,4 %); (3) ketertiban (12,8 %) dan (4) mendapatkan tempat
tetap (37,2 %).

Untuk mendapat ijin tempat usaha, PKL harus mengeluarkan biaya yang
besarnya tergantung dengan luas lokasi yang ditempati dan nilai lokasi tersebut. Ijin
temnpat usaha ini berlaku 1 (satu) tahun, namun apabila masa ijin usaha sudah habis maka
perpanjangan ijin dapat dimintakan kembali kepada Pemerintah Kota:

Kurun waktu berlakunya ijin usaha yang hanya 1 (satu) tahun relatif singkat. Hal
ini menurut pejabat di UPD-PPKL alasannya karena peruntukan-peruntukan lokasi yang
dijjinkan untuk ditempati oleh PKL tersebut sewakiu-waktu digunakan untuk
kepentingan umum dan pengembangan kota. Apabila lokasi yang selama ini
dimanfaatkan PKL akan dibangun atau untuk kepentingan vmum lainnya, maka tentunya
ijin tempat usaha tersebut tidak akan diperpanjang. Masalah yang dihadapi oleh PKL
tersebut pada dasarnya adalah ketidaktahuan mereka tentang kapan atau bilamana lokasi
tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum atan dibangun. Hal ini tentu

berimplikasi terhadap keraguan mereka untuk memperluas usahannya.
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Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa PKL kota Semarang terbagi
menjadi dua kriteria yang PKL yang berijin dan tidak berijin. Hal lain yang menarik
untuk dikemukakan adalah bahwa PKL yang berijin dan yang tidak berijin, mereka sama-
sama dapat menjalankan usahanya. Keadaan ini yang harus lebih diperhatikan karena
dapat memberikan persepsi yang keliru terhadap perijinan tersebut.

Setiap ketentuan yang diberlakukan pada dasarnya mempunyai konsekuensi
tersendiri. Juga dalam hal penataan PKL, dimana keharusan menempati lokasi-lokasi
yang ditunjuk dan mempunyai ijin tempat usaha tentunya mempunyai konsekuensi
tersendiri apabila tidak dilaksanakan. Apabila PKL tidak memperhatikan ketentuan-
ketentuan akan pentingnya ketertiban, keindahan dan kebersihan tentunya PKL akan
menerima konseicuensi antara lain berupa teguran, Dalam penelitian ini mencatat bahwa
61,5 % responden pernah mendapat teguran. Siapa yang melakukan teguran, 67,4 %
adalah dari aparat pemerintah, 19,2 % dari warga sekitar dan 13,5 % dari lainnya.
Sedangkan alasan mengapa mendapat teguran 34,6 % resp01lae11 belum punya ijin, 23,1
% karena mengotori lingkungan, 17,3 % mengganggu lalu lintas dan lainnya seperti
menghalangi pemandangan, mengganggu keamanan (235 %).

Berbagai alasan teguran tersebut mungkin karena PKL tidak mengetahui adanya
peraturan-peraturan tertentu ataupun mereka beranggapan bahwa lokasi usahanya tidak
memerlukan ijin dari pemerintah kota.

Konsekuensi dari adanya ijin tempat usaha tersebut adalah adanya kewajiban
bagi PKL untuk membayar retribusi yang besarnya tergantung pada nilai strategis lokasi,
luas areal yang ditempati dan jenis dagangan. Disamping pungutan resmi tersebut, PKL

sering terbebani oleh pungutan-pungutan lain seperti uang keamanan, dan iuran
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organisasi, Dalam penelitian ini mencatat 129 responden (95,6%) terkena pungutan.
Adapun jenis pungutan-pungutan tersebut seperti antara lain retribusi, uang keamanan,
sewa tempat dan furan organisasi. Pungutan-pungutan diluar yang resmi (retribusi)

tentunya merupakan beban tersendiri bagi para PKL.

5.3.2.3. Persepsi PKL Tentang Penataan Ulang Lokasi.

Pandangan PKL terhadap upaya pengaturan (penataan ulang) lokasi PKL
mendapat tanggapan positif. Dari 135 responden yang setuju dengan penataan ulang
adalah 62,2 % dan yang tidak setuju 37,8 %. Sedangkan bagaimana bentuk penataan

ulang yang diinginkan oleh para PKL yang setuju ditata ulang adalah sebagai berikut :

Dipindah ke lokasi yang premanen dengan mengelompokkan usaha sejenis (14,3%),

i

Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan serta dikelompokkan sesuai jenis

dagangannya (25 % ),

Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan ( 48,8 %),

‘Terserah pemerintah ( 11,9 %)

Uraian di atas menunjukkan bahwa penataan terhadap keberadaan PKL adalah
suatu kebutuhan termasuk bagi para PKL sendiri. Hal itu sekaligus memberikan
gambaran bahwa pada dasarnya mereka ingin menciptakan lingkungan tertib dan rapi.
Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa penataan yang dilakukan harus berpihak pada
keberadaan usaha PKL, dalam arti mereka tidak dirugikan atau bahkan ditutup usahanya.

Schingga konotasi negatif “penataan”™ sedikit demi sedikit dapat dihilangkan.
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5.4. Persepsi Konsumen Terhadap Keberadaan PKL

5.4.1. Karateristik Konsumen

Konsumen (pembeli) produk atau jasa Pedagang Kaki Lima menurut penelitian
Dewan Riset Nasional (Firdausy, 1994:24), adalah kebanyakan hanya dinikmati oleh
golongan yang berpendapatan menengah kebawah. Dari penelitian ini ditunjukkan
karakteristik konsumen dilihat dari tipe sarana transportasi yang digunakan oleh
konsumen seperti pada tabel V.16.

TABEL V.16.

KARAKTERISTIK KONSUMEN PKL

- Jalan Kaki 10 28,6 %
- Naik Becak 2 6,7 %
- Niak Angkutan Kota 6 17,1 %
- Sepeda Motor 8 229%
- Bermobil, 3 8,6 %
- Lainnya 6 17,1 %
Jumlah 35 100,0 %

Sumber ; Hasil Analisis, 2000

Dilihat dari tipe konsumen sesuai dengan tabel V.16 tersebut, konsumen yang
berjalan kaki adalah sebanyak (28,6%). Disini dapat diartikan bahwa kebanyakan
konsumen PKL bukan masyarakat disekitar (dekat) dengan lokasi PKL. Demikian juga
bila konsumen bermobil dianggap mereka yang dikategorikan berpenghasilan atas dan
" konsumen yang selain itu adalah konsumen berpenghasilan menengah kebawah, maka
konsumen PKL kebanyakan adalah mereka yang berpernghasilan menengah kebawah.

Sedangkan berapa jauh tempat tinggal konsumen dari lokasi PKL 17,% mereka
mengaku bertempat tinggal kurang dari 0,5 km, 22,9 % bertempat tinggal antara 0,5 km
s/d 1 km dan 60 % bertempat tinggal lebih dari 1 km.
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Salah satu faktor daya tarik konsumen untuk mengunjungi suatu kawasan
perdagangan menurut Nelson (1958) adalah adanya kemudahan sarana dan prasarana
transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Dalam penelitian ini
mencatat, bahwa menurut persepsi responden tethadap kemudahan memperoleh angkutan
kota, 77,1% menjawab bahwa angkutan kota untuk menuju lokasi PKL adalah mudah,
17,1 % agak sulit dan 6,7 % menjawab sulit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
ada kaitan yang erat antara lokasi PKL dan jaringan tranportasi. PKL. kebanyakan
tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan jalur untuk melayani penduduk.

Semua ini kebanyakan terdapat di pusat kota, tetapi kurang di pinggiran kota.

5.4.2. Pengaruh Keberadaan PKL terkadap lingkungan.

Keberadaan PKIL yang biasanya berjualan di tempat-tempat strategis
memberikan pangaruh positif dan negatif. Ditinjau dari sisi positif, keberadaan PKL
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan
menengah kebawah, seperti misalnya tanggapan konsumen terhadap manfaat keberadaan
PKY, adalah konsumen merasa mudah mencari makan (31,4 %), mudah mencari
kebutuhan sehari-hari (40 %), dan harga murah ( 25,7 %).

PKL yang berjualan makanan/minuman yang dekat dengan perkantoran akan
sangat membantu sekali bagi para karyawan, dimana mereka akan mudah untuk makan
siang, Lebih-lebih instansi yang memberlakukan lima hari kerja dimana karyawan baru
pulang sore hari, keberadaan PKL yang asda disekitarnya sangat dirasakan manfaatnya.
Menurut Rachbini dan Hamid (1994:92), keberadaan PKL di kota-kota sangat dirasakan
manfaatnya oleh para karyawan atau pegawai pada sektor formal yang bergaji rendah,
mereka memanfaatkan warung-warung makan (warteg) dari sektor informal yang berada

disekitar kantornya untuk makan siang. Dikatakan selanjutnya oleh Rachbini, dari 2 juta
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karyawan/pegawai di Jakarta sebanyak 1,6 juta diantaranya membutuhkan sektot
informal.

Sedangkan pengaruh negatif dari keberadaan PKL terhadap lingkungannya
menurut tanggapan konsumen adalah karena menganggu lalu lintas (17,1%),
mangganggu pejalan kaki (8,6%), lingkungan kurang bersih dan tidak tertib (57,1%),
mangganggu kemanan (0%), mengahalangi pemadangan (8,6%) dan lainnya (8,6%).

Nampak bazhwa pengaruh negatif adanya PKL menurut tanggapan konsumen
yang terbanyak adalah bahwa keberadaan PKL menjadikan lingkungan kurang bersih dan
tidak tertib. Kebanyakan PKL yang masuk kategori ini berdasarkan pengamatan adalah
PKL-PKL yang berjualan makanan/minuman (warung makan), dimana mereka
membuang sampah dan sisa-sisa makanan pada pada selokan-selokan yang ada didekat
tempat jualannya. Disamping itu pemasangan tenda atau penutup tempat berdagang jauh
dari kesan rapi.

Tempat berdagang para PKL di tempat-tempat strategis secara tidak langsung
akan menggangu kelancaran lalu lintas. Hal ini karena banyak dari PKL yang berju;alan
di bahu jalan, disamping karena lalu lalang dari para pembeli. Namun demikian adanya
kemacetan lalu lintas justru dimanfaatkan oleh para PKL untuk mempromosikan bai‘ang

dagangan mereka.

5.4.3. Persepsi Konsumen Terhadap Penataan Ulang Lokasi PKL

Pendapat konsumen terhadap upaya pengaturan (penataan ulang) lokasi PKL
mendapat tanggapan positif. Dari 35 responden yang setuju dengan penataan ulang
adalah 62,9 % dan yang tidak setuju 37,1 %. Sedangkan bagaimana bentuk penataan
ulang yang diinginkan oleh konsumen yang setuju ditata ulang adalah sebagai berikut :

~ Dipindah ke lokasi yang premanen dengan mengelompokkarn usaha sejenis (27,3%),
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- Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan serta dikelompokkan sesuai jenis
dagangannya (31,8 %),

~ Biar tetap disini, cukup ditertibkan dan dirapikan ( 36,4 %),

~ Lainnya, ( 4,5 %)

Persepsi konsumen mengenai penataan ulang lokasi terdapat kecenderungan
yvang sama dengan pihak PKL. Sebagian besar PKL maupun konsumen mendukung
adanya penataan lokasi PKL yaitn dengan merapikan dan menertibkan lokasi dan
mengelompokkan usaha sejenis, namun tetap pada lokasi yang ada saat ini. Penataan
lokasi dalam bentuk pemindahan (relokasi) bagi PKL terdapat kecenderungan untuk
menolak, untuk konsumen terdapat kecenderungan untuk mendukung.

Uraian diatas menunjukkan bahwa penataan terhadap keberadaan PKL adalah
suatu kebutuhan semua pihak termasuk bagi para PKL sendiri. Bagi para konsumen
keberadaan PKL memang dibutubkan, namun mereka juga menginginkan lingkungan
yang bersih, tertib dan rapi, sehingga mercka dapat menikmati suasana yang nyaman.
Selain dari itu, bentuk penataan lokasi baik menurut PKL maupun menurut konsumen
mengarah kepada bentuk pengelompokan menurut jenis dagangan, hal ini bagi konsumen
menyangkut luasnya pilihan dan mudah untuk mendapatkan barang yang akan dibeli.
Disini terlihat bahwa jenis dagangan PKL merupakan faktor yang berpengaruh dalam

penentuan lokasi baik ditinjau dari sisi PKL maupun konsumen.

5.5. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PKL Dalam Memilih Lokasi
Usaha,

Tujuan pokok proses penelitian adalah membuat pernyataan sementara tentang
hubungan sebab-akibat di antara beberapa variabel, seperti dikatakan oleh Walizer dan

Wienir (1993: 13-15). Hubungan yang paling sederhana adalah antara variabel pengaruh
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(independent variable) dengan variabel terpengaruh (dependent variable). Adapun
variabel yang dimaksud sesuai dengan penelusuran pada kajian pustaka adalah sebagai
berikut:

(1). jenis dagangan, sarana tranportasi yang digunakan, modal awal, umur dan
pendidikan PKL sebagai variabel-variabel penentu pilihan lokast usaha.

(2). kedekatan lokasi dengan tempat kegiatan/keramaian kota, kedekatan lokasi usaha
dengan rumah tinggal pedagang, kemudahan memperoleh angkutan umum di lokasi,
banyaknya pedagang dengan usaha sejenis dilokasi merupakan variabel-variabel
karakteristik pilihan lokasi usaha.

Teknik analisis terhadap data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran
hubungan antar variabel dan mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh
digunakan teknik analisis statistik dengan kajian bivariat (korelasi dua variabel) dengan
teknik tabulasi silang. Analisis kuadrat Chi (X*) digunakan untuk melihat ada tidaknya

hubungan antar variabel, sebagaimana terlihat pada gambar 5.1.

GAMBAR 5.1.
DIAGRAM HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Faktor Eksternal

Faktor Internal
(Karakteristik PXL) (Karakteristik Pilihan Lokasi)
1. Jenis Dagangan . 1. Kedekatan Lokasi dengan

tempat keramaian
2. Kedekatan Lokasi dengan

_ ' ' Tempat Tinggal
3. Kemudahan Angkutan Umum

2. Sarana Transportasi Yang
Digunakan

3. Besarnya Modal

4, Tingkat Umur
5. Tingkat Pendidikan

1A

di Lokasi
4. Banyaknya Penjual Sejenis di
Lokasi
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TABEL V.17

VARIABEL-VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM ANALISIS

1 Jenis Dagangan

1= Dagangan Makanan/minuman
2= Dagangan Non Makanan/minuman
3= Dagangan Jasa

126

2 Sarana Transportasi Yang
Digunakan

1= Jalan Kaki

2= Sepeda/Becak
3= Angkutan Umum
4= Sepeda Motor

3 Besar Modal

1= <Rp. 250.000

2=Rp. 250.000 - < Rp.500.000
3= Rp. 500.000 - < Rp.1.000.000
4=>Rp.1.000.000

4 | Tingkat Umur

1= <30 Th
2= 30-40Th
3= 41-50Th
4=> 50 Th

5 Tingkat Pendidikan

1= Tidak Sekolah,TidakTamat SD,Tamat SD
2= Tidak Tamat SLTP, Tamat SLTP

3= Tidak Tamat SLTA, Tamat SLTA

4= Lainya (Perguruan Tinggi)

6 | Kedekatan (Jarak) Lokasi ke
tempat keramaian

1=< 100 m (dekat) _
2= 100 m — 500 m (sedang)
3=> 500 m (jauh)

7 | Kedekatan (Jarak) Lokasi ke

1=<1 Km (dekat)

tempat tinggal 2=1-5 Km (sedang)
3=> 5 Km (jauh)
8 | Kemudahan Angkutan Umum | 1= Mudah
di Lokasi 2= Agak Sulit
' 3= Sulit
.9 | Banyaknya Penjual Sejenis di | 1= Sedikit
Lokasi 2= Sedang
3= Banyak

Sumber : Hasil Analisis, 2000
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5.5.1. Analisis Hubungan Antara Jenis Dagangan dengan Karakteristik Pilihan

Lokasi
TABEL. V.18.
HUBUNGAN ANTARA JENIS DAGANGAN DENGAN KARAKTERISTIK
PILIHAN LOXASI
Karakteristik Pilihan Lokasi PKL
Jaralc ke Tempat Jarak ke Kemudahan Banyaknya
Keramaian Tempat Tinggal | Angk. Umum | Penjual Sejenis
Karakteristik PKL | :
Tot
Jenispz At 22| 121 6| 40| 22| 12| 6| 40| 33] 7| of 40| 7| 9| 24| 40
Dagangan
26| 341 26| 86| 23| 45| 18| 86] 74| 11| 1| 86] 14| 26| 46| 86
2l B8] 1 9 1 7l 1 9 8| 1 Of 9 4 3} 2 9
t| 50| 52| 33[135| 48| 64f 25[135|115| 19 il 135| 25 38| 72|135
Chi (X%=11,014 | Chi (X2)=13,440 | Chi (X2)=1,116 | Chi (X2)=6,161

Sumber : Hasil Analisis,2000

(1). Hubungan Jenis Dagangan dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.18. terdapat kecenderungan pada jenis dagangan
makanan/minuman (1) menempatkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan
tempat keramaian. Sedang untuk jenis dagangan non makanan/ minuman (2) dan jasa (3)
cenderung menempatkan barang dagangannya pada jarak sedang dengan tempat
keramaian.

Keterkaitan antara jenis dagangan dengan kedekatan lokasi ke tempat
keramaian/kegiatan kota adalah dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa
dengan jenis dagangan yang dipasarkan, responden mempunyai pola pikir bahwa dengan
jenis dagangan tertentu akan menentukan lokasi sedekat mungkin ke tempat keramaian
dimana banyak calon pembeli, seperti jenis makanan/minuman yang tingkat ketahanan

barangnya cenderung kurang dibanding dengan dagangan non makanan atau jasa, akan
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berusaha mendekatkan barangnya sedekat mungkin dengan tempat-tempat keramaian
agar barang cepat laku untuk menghindari resiko kerugian karena penurunan mutu.
Kecenderungan-kecenderungan tersébut sesuai dengan pengamatan dilapangan,
PKI. dengan jenis dagangan makanan/minuman di lokasi penelitian seperti di JI. Dr.
Karyadi terdapat konsentrasi PKL dekat Rumah Sakit, demikian juga di depan Rumah

Sakit Pantiwiloso di Jl. Citarum dan Sekitrar Stadion Diponegoro dekat dengan

perkantoran. Sedangkan PKL jenis dagangan non makanan/minuman seperti jenis

dagangan barang bekas di JI. Kokrosono, JI. Citarum dan Jl. Progo bila dilihat jaraknya
dengan tempat-tempat yang' menimbulkan keramaian seperti kawasan perdagangan,
perkantoran, rumah sakit cenderung agak jauh.

Dari perhitungan didapat harga kuadrat Chi X2 = 11,014. Untuk tabel Kuadrat
Chi pada df=4 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X2=9,4877, sehingga X5 X2
005 , sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKIL. dengan jenis
dagangan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan
perkataan lain terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat

keramaian dari kelompok PKL dengan jenis dagangan (1); (2); dan (3).

(2). Hubungan Jenis Dagangan dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dari tabel V.18. terdapat kecenderungan PKL dengan jenis dagangan
makanan/minuman (1) memilih lokasi usahariya sedekat mungkin dengan rumah tinggal,
sedangkan PKL dengan jenis dagangan non makanan/minuman (2) dan jasa (3), lokasi
usahanya pada jarak sedang dengan rumah tinggalnya.

Keterkaitan antara jenis dagangan dengan kedekatan lokasi ke tempat tinggal

adalah mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan jenis dagangan yang akan
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dipasarkan mempunyai kaitan erat dengan jarak lokasi dengan tempat tinggal responden,
dengan jenis dagangan tertentu barang dagangan dan peralatannya yang mudah atau sulit
dibawa akan membutuhkan sarana transportasi tertentu. Jenis dagangan dan peralatan
yang dapat dibawa dengan sepeda motor atau angkutan umum jarak lokasi usaha dapat
lebih jauh dengan tempat tinggal responden.

PKL dengan jenis makanan/minuman (warung makan), barang dagangan yang
dipasarkan sebagian atan seluruhnya dimasak dahulu dirumah, disamping itu peralatan
seperti kompor, piring, gelas dan alat-alat masak lainnya bila ditinggal di lokasi tidak
terjamin keamanannnya, sehingga perlu dibawa pulang. Sehingga apabila lokasi jauh
dengan rumah akan menyulitkan. Sedangkan pedagang seperti barang-bekas yang
cenderung lebih ringkas dapat mudah dibawa pulang atau ditinggal dilokasi. PKL barang
bekas di J1. Progo dan J1. Kokrosono dengan tempat usaha menyerupai kios-kios barang
dagangannya ditinggal dilokasi. Sedangkan PKL barang bekas di J1. Citarum kelihatan
dibawa pulang.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X? = 13,440. Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=4 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X2=9,4877? sehingga x> x? 005 »
schingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan jenis
dagangan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke rumah tinggal. Dengan
perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke

tempat tinggal dari PKL kelompok dengan jenis dagangan (1); (2); dan (3).

(3). Hubungan Jenis Dagangan dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi
Dari tabel V.18 diketabui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL

dengan jenis dagangan makanan/minuman, non makanan/minuman dan jasa dalam

pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi.
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Keterkaitan antara jenis dagangan yang dipasarkan dengan kemudahan angkutan
umum di lokasi berasumsi bahwa dengan mudahnya angkutan umum di lokasi akan
mudah dijangkau oleh konsumen. Adanya kemudahan angkutan umum maka minat
pedagang lebih terdorong untuk memilih lokasi yang mudah angkutan umumnya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X* = 1,116. Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=4 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X*=9,4877, schingga X’< X* ogs ,

sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.

(4). Hubungan Jenis Dagangan dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Keterkaitan antara jenis dagangan dengan banyaknya penjual sejenis di lokasi
berasumsi bahwa dengan jumlah penjual sejenis tertentu di lokasi, responden
mempunyai pola pikir bahwa sesuai dengan jenis dagangan yang akan dipasarkan, lokasi
usahanya mempertimbangkan adanya persaingan untuk jenis dagangan tersebut di lokasi,
yang diukur dengan banyaknya jumlah penjual sejenis dilokasi.

Dari tabel V.18 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL
dengan jenis dagangan makanan/minuman dan non makanan/minuman dalam
pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis di lokasi yang ada di lokasi , dalam arti
mereka lebih senang memilih lokasi mengelompok dengan usaha sejenis, meskipun
dengan dengan konsekuensi adanya persaingan yang ketat. Sedangkan penjual jasa
pengelompokan tersebut cenderung kurang.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X* = 6,161. Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=4 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X?=9,4877, sehingga X°< X2 005 >

sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.
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5.5.2. Analisis Hubungan Antara Sarana Transportasi Yang Digunakan Dengan
Karakteristik Pilihan Lokasi.

TABEL V.19,
HUBUNGAN ANTARA SARANA TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN
DENGAN KARAKTERSITIK PILIHAN LOKASI

Karakteristik Pilihan Lokasi PK1.

Jarak Ke Jarak ke Kemudahan Banyaknya
Tempat Keramaian| Tempat Tinggal | Angk. Umum Penjual Sejenis

Karalkteristik PKL of
Sarana 1 10| 15| 10| 35| 18| 12 7l 35| #N 4 0| 35 711 17| 35
Transportasi
Yang 1 5 3 9 1 7 1 9 7 1 1 2] of 2f 7| 54
Dignnakan 151 25| 14] 54| 11| 32 11| 54] 48 6 0| 54 7| 18] 32| 54
24 7 6| 37] 18] 13 6| 37| 29 8 a| 37| 11| 10| 16| 37

| 50 | 52 | 33 |[135§46 | 64 | 25 |135|115| 19 | 1 |135] 25| 38 | 72 |135

Chi (X*=18,292 | Chi (X*)=14,379 | Chi (X*)=16,458 | Chi (X*)=7,604

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Kedekatan Lokasi ke

Tempat Keramaian

Dari tabel V.19. terdapat kecenderungan PKL yang jalan kaki (1), sepeda/becak
(2) dan naik angkutan umum (3) cenderung memilih lokasinya dengan jarak sedang ke
tempat keramaian, PKL yang naik sepeda motor (1) cenderung memilih jarak dekat.

Dalam menganalisa hubungan antara sarana transportasi dengan kedekatan
lokasi dengan tempat keramaian adalah dengan mempertimbangkan dan berasumsi
bahwa dengan sarana transportasi tertentu responden mempunyai peluang bebas untuk
menentukan jarak lokasi usahanya dekat dengan tempat keramaian sesuai dengan sarana

transportasi yang dimiliki atau tersedia
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Dari perhitungan didapat harga kvadrat Chi X* = 18,292. Untuk tabel Kuadrat
Chi pada df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X%=12,5916, sehingga X*=> X
00s » sehingga terdapat hubungan yang signiﬁkan antara kelompok PKL dengan sarana
transportasi berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian,
dengan perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke

tempat keramaian dari kelompok PKL dengan sarana transportasi (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Kedekatan Lokasi ke
Tempat Tinggal

Dalam menganalisa hubungan sarana transportasi dengan kedekatan lokasi
dengan tempat tinggal ini diambil dengan .mempertimbangkan dan berasumsi bahwa
dengan sarana transportasi yang ada mempunyai kaitan erat dengan jarak tempat tinggal
responden. Responden mempunyai pola pikir bahwa dengan jarak lokasi usaha yang
dekat tempat tinggal dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki, untuk jarak yang jauh
memerlukan sarana transportasi seperti sepeda motor atan dengan angkutan umum.

Dari tabel V.19. terdapat kecenderungan PKL yang jalan kaki (1) lokasi
usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggalnya sedang PKL yang naik
sepeda/becak (2) dan angkutan umum (3) lokasi usahanya pada jarak yang sedang
dengan rumah tinggal. Keadaan ini berkaitan dengant barang dagangan dan alat-alat yang
digunakan dan bagaimana cara membawa barang dan alat tersebut ke lokasi dan ongkos
transportasi yang ditanggung, misalnya PKL dengan jenis makanan/minuman (warung
makan), dengan barang dagangan dan alat-alat yang harus dibawa ke lokasi kurang
memungkinkan untuk naik angkutan umum, alternatifiya adalah dengan memakai

gerobak dorong atau sepeda motor yang dilengkapi dengan kranjang, sedangkan
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pedagang seperti barang-bekas yang cenderung lebih ringkas dapat mudah dibawa pulang
atau ditinggal dilokasi, sehingga mereka lebih mudah untuk menggunakan sarana
angkutan umum. |

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X% = 14,379. Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X%=12,5916, sehingga X*> X* 005 >
sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL saran transportasi
yang berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya dengan rumah tinggal, dengan
perkataan lain, terdapat perbedaan pandangan terhadap terhadap penentuan jarak lokasi

usaha ke tempat tinggal dari PK]. dengan sarana transportasi (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Kemudahan

Angkutan Umum di Lokasi.

Keterkaitan hubungan antara sarana transportasi dengan tingkat kemudahan
memperoleh angkutan umum dilokasi dengan asumsi baliwa dengan sarana tranportasi
tertentu yang dimiliki atau digunakan, responden mempunyai peluang bebas untuk
menentukan lokasi usahanya yang mudah untuk memperoleh angkutan umum

Dari tabel V.19 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL pada
kelompok transportasi yang digunakan dalam pandangannya mengenai kemudahan
memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi. Hal ini dapat dimengerti karena
kemudahan memperoleh angkutan umum saﬁgat berpengaruh terhadap konsumen untuk
mencapainya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X2 = 16,458. Untuk tabel Kuadrat Chi pada

df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X*=12,5916, sehingga X*> X* 005
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sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan sarana
transportasi yang berbeda dalam pandangannya dengan kemudahan memperoleh
angkutan umum, dengan perkataan lain -terdapat perbedaan pandangan terhadap
kemudaban angkutan umum dj lokasi dari PKL dengan sarana transportasi (1); (2); (3)

dan (4).

(4). Hubungan Sarana Transportasi Yang Digunakan dengan Banyaknya Penjual

Sejenis di Lokasi.

Dan'. tabel V.19 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL
dengan sarana transportasi berbeda dalam pandangannya mengenai jumlah penjual
sejenis di lokasi yang ada di lokasi , dalam arti mereka lebih senang memilih lokasi yang
banyak usaha sejenis atau mengelompok.

Dalam menganalisa hubungan antara sarana trasportasi dengan banyaknya
penjual sejenis berasumsi bahwa dengan sarana trasportasi tertentu yang dimiliki atau
yang digunakan, responden mempunyai pola pikir bahwa dengan jenis dagangan tertentu
yang akan dibawa atau diangkut dengan sarana trasnportasi, Kkeputusan untuk
menentukan lokasi yang banyak penjual sejenis pertu dipertimbangkan apakah lokasi
yang banyak pesaingnya tetapi barang dagangnya mudah dibawa/ diangkut dengan
sarana traportasi yang digunakan.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X? = 7,604. Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X*=12,5916, sehingga X’< X" o05 ,

sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.




135

5.5.3. Analisis Hubungan Antara Modal Dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL V.20,
HUBUNGAN ANTARA MODAL DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN
LOKASI

Karakteristik Pilihan Lokasi PKL

Jarak Ke Jarak ke Kemudahan Banyaknya
Tempat Keramaian | Tempat Tinggal | Angk. Umum | Penjual Sejenis

Karakteristik PKL

14| 46| 12| 20( 14| 46| 39 0
10| 42| ©| 26| 7| 42) 34 1
19| 9| 4] 3211713 2| 32| 29 0] 32| 4] 7|21 32
4/ 6| 5 15| 8 5| 2} 15 13 0 13| 15

50|52 |33135]46|64(25/135}115[19| 1 {135125|38 72,135

46] 11| 18] 17| 46
421 9| 12| 21| 42

Modal

N W~
—
(4]
-
—

Chi (X%)=13,184 | Chi (X*)=17,246 | Chi (X*)=3,170 | Chi (X*)=13,991
Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Modal dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.20. terdapat kecenderungan PKL dengan medal <Rp. 250.000 (1)
dan modal Rp.500.000-, Rp.1000.000 (3) memilih lokasi sedekat mungkin dengan
tempat keramaian sedangkan PKL dengan modal Rp.250.000 - <Rp.500.00 (2) dan
modal > Rp.1.000.000 memilih lokasi dengan jarak sedang.

Dalam menganalisa hubungan antara modal dengan kedekatan ke tempat
keramaian adalah berasumsi bahwa dengan memiliki modal tertentu responden
mempunyai peluang bebas untuk menentukan lokasi usahanya dekat dengan
keramaian/kegiatan kota

Hasil perhitungan didapat harga kuadrat Chi X% = 13,184. Untuk tabel Kuadrat

Chi pada df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X%=12,5916, sehingga X*> X*
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00s , sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal
berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkataan
lain terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian

dari kelompok PKL dengan modal (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Modal Dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dari tabel V.20. terdapat kecenderungan PKL dengan modal (1) dan (4) lokasi
usahanya pada jarak yang sedang dengan rurﬁah tinggal, sedangkan PKL yang modal (3)
lokasi usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggalnya. Hal ini diduga menyangkut
barang dagangan dan alat-alat yang dibeli serta trasnportasi yang digunakan, semakin
jauh jauh lokasi dengan tempat tinggal, akan memperbesar ongkos transportasi, schingga
modal yang digunakan juga bertambabh.

Keterkaitan antara modal dengan kedekatan dengan lokasi ke tempat tinggal
berasumsi bahwa dengan memiliki modal tertentu responden mempunyai pola pikir
bahwa dengan menyesuaikan dengan kemampuannya yang diukur dengan modal yang
dimiliki responden dapat menentukan pilihan jarak lokasi usaha dengan tempat
tinggalnya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X? = 17,246, Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X’=12,5916, schingga X*> X2 005 >
sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal

berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya dengan rumah tinggal, dengan
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perkataan lain terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke

tempat tinggal dari PKL dengan modal (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Modal dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.20 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL modal
berbeda dalam pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang
ada di lokasi.

Dalam menganalisa hubungan antara modal dengan kemudahan angkutan umum
di lokasi adalah dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan memiliki
modal tertentu responden mempunyai peluang bebas untuk menentukan lokasi usahanya
yang mudah dilalui angkutan umum. |

Uji kuadrat Chi didapat harga X* = 3,170. Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6
dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X%=12,5916, sehingga X>> X2 005 » schingga
terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan modal yang berbeda
dalam pandangannya dengan kemudahan memperoleh angkutan umum, dengan
perkataan lain terdapat perbedéan pandangan terhadap kemudahan memperoléh

angkutan umum di lokasi dari PKL dengan modal (1); (2); (3) dan (4).

(4). Hubungan Modal dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Keterkaitan antara modal dengan banyaknya penjual sejenis dilokasi dengan
mempertimbangkan dan berasumsi babwa dengan memiliki modal tertentu responden
dapat menentukan satu pilihan lokasi usaha yaifu apakah memilih lokasi yang penjual
sejenisnya sedikit berarti persaingan kurang, atau lokasi yang penjual sejenisnya banyak

dengan persaingan tinggi yang akan membutuhkan modal yang-lebih besar
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Dari tabel V.20 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam
pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis yang ada di lokasi, dalam arti mereka
cenderung memilih lokasi dengan mengelompok pada usaba sejenis meskipun tingkat
persaingan tinggi. |

Uji kuadrat Chi didapat harga.X2 = 13,991 Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6
dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X*=12,5916, sehingga X% X2 005 » sehingga
tidak terdapat hubungan yang signifikan antéra kelompok PKL dengan modal berbeda

dalam pandangannya terhadap banyaknya penjual sejenis dilokasi.

5.5.4, Analisis Hubungan Antara Umur dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL V.21
HUBUNGAN ANTARA UMUR DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN LOKASI

Karakiteristik Pilihan Lokasi PKL

Jarak Ke Jarak ke Kemudahan Bahyaknya
Tempat Keramaian | Tempat Tinggal | Angk Umum | Penjual Sejenis

Karakteristik PKL st
13| 8 27

27

8| 15| 4 27| 7|13 271 20

26| 43

43

12; 16| 15| 43} 17| 18 43| 41

16| 25| 49

49

26| 14 9| 49| 21| 19 49| 40

Umur

alw|oe]~
N ol ~
ol=jololk
plo|olod

[os)

16

4, 8| 4| 16f 1114 16| 14 11 13| 16

50 | 52 | 33 |135|46|64125|135|115)19 | 1 |135|2538|72|135

Chi (X*)=13,090 | Chi (X%)=14,226| Chi (X*)=8,363 | Chi (X*)=14,724

Sumber : Hasil Analisis, 2000

(1). Hubungan Umur dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.21. terdapat kecenderungan PKL yang berumur < 30 tahun (1), 30

_ 40 tahun (2) dan > 50 (4) tahun Jokasi usahanya dengan jarak sedang tempat
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keramaian sedangkan PKI. dengan umur 41-50 tabun lokasi usahanya dekat tempat
keramaian. |

Keterkaitan antara umur dengan kedekatan lokasi ke tempat keramaiain’kegiatan
adalah mempertimbangkan dan ‘berasumsi bahwa dengén umur tertentu responden
responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuan dan pengalamannya maka
keputusan jarak ke tempat keramaian perlu dipertimbangkan.

Hasil perhitungan didapat harga kuﬁdrat Chi X% = 13,090. Untuk tabel Kuadrat
Chi pada df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X%=12,5916, sehingga X>> X*

005 » sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan umur

berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian, dengan perkataan

lain, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan jarak lokasi ke tempat keramaian

dari kelompok PKL dengan umur (1); (2); (3) dan (4).

(2). Hubungan Umur dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dalam menganalisa hubungan antara umur dengan kedekatan lokﬁsi dengan
tempat tinggal ini diambil dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengaq
umur tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuan fisik dan
pengalamannya maka keputusan jarak dari lokasi ke tempat tinggal perlu
dipertimbangkan.

Dari tabel V.21. terdapat kecenderungan PKL dengan umur (1), dan (2) lokasi

usahanya pada jarak yang sedang dengan rumah tinggal, sedangkan PKL yang uwmur 3)
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dan (4) lokasi usahanya sedekat mungkin dengan rumah tinggalnya. Terdapat
kecenderungan semakin tua PKL lokasi usahanya dekat dengan tempat tinggalnya.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X2 = 14,266. Untuk tabel Kuadrat Chi pada
df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X*=12,5916, schingga X>> X* 005
sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKi, dengan umur berbeda
dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke rumah tinggal, dengan perkataan Iajn terdapat
perbedaan pandangan terhadap penentuan jafak lokasi usaha ke tempat tinggal daﬂ PKL

yang berumur (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Umur dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.21 diketahui ter.dapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam
pandangannya mengenai kemudahan mempefoleh angkutan umum yang ada di 10k.ﬁsi.,
yaitu sama-sama dilokasinya mudah mencari angkutan umum.

Dalam fnenganalisa hubungan anfara umur dengan kedekatan lokasi dengan
kemudahan angkutan umum di loklasi dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa
dengan umur tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa dengan kemampuan fisik
dan pengalamannya maka keputusan lokasi yang mudah angkutan umumnya periu
dipertimbangkan.

Uji kuadrat Chi didapat harga X2 = 8,363. Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6
dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X?=12,5916, seﬁingga X?< X2 o405 , sehingga

tidak terdapat hubungan antara dua variabel.
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(4). Hubungan .Umur-dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Dari tabel V.21 diketahui terdapat kecenderungan yang tidak sama antara PKL
dalam pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis yang ada di lokasi .

Dalam menganalisa hubungan antara umur dengan banyaknya penjual sejenis di
lokasi  dengan mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan umur tertentu
responden mempunyai pola pikir bahwa dengan pengalamannya maka keputusan lokasi
yang mudah angkutan umumnya perlu dipertimbangkan

Uji kuadrat Chi didapat harga X2 = 14,724 Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6
dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X?=12,5916, sehingga X*> X2 405 , schingga
terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan umur berbeda dengan
banyaknya penjual sejenis dilokasi, dengan perkataan lain terdapat perbedaan pandangan

terhadap banyaknya lokasi sejenis dari kelompok PKLyang berumur (1), (2), (3) dan (4).

5.5.5. Analisis Hubungan Antara Pendidikan dengan Karakteristik Pilihan Lokasi

TABEL V.22,
HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DENGAN KARAKTERISTIK PILIHAN
' LOKASI -

Karakteristik Pilihan Lokasi PKL

Jarak Ke Jarak ke Kemudahan Banyaknya
'Tempat Keramaian | Tempat Tinggal | Angk. Umum | Penjual Sejenis

Karakteristik PKL

26| 12| 51| 10| 33| 8| 51| 46| 4] 1| 51| 7] 16| 28] 51

15l ol 34l o 8 7| 43| 25 o| o 34} of of 16| 34

- ol 11 46| 25| 12| o| 46| 40| 8| ol 40| of 13 24| 46
Pendidikan ol 1l al 2[ Al 4| 4 4| of of 4| of of 4 4
52 | 33 |135|46 |64 |25 |135[115[19] 1 |135)25[38 |72 135

Chi (X?)=14,082 | Chi (X%)=18,246 | Chi (X*)=8,177 | Chi (X")=5,830

Sumber ; Hasil Analisis, 2000
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(1). Hubungan Pendidikan PKIL. dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Keramaian

Dari tabel V.22. terdapat kecenderungan PKL yang berpendidikan Tidak
sekolah, tidak tamat SD, Tamat SD (1) dan berpendidikan tidak tamat SLTP, T@at
SLTP (2) serta yang berpendidikan SLTA keatas (4) jarak lokasi usahanya dalam
kategori sedang dan PKI. dengan pendidikan Tidak tamat SLTA, Tamat SLTA (3) lokasi
usahanya dekat tempat keramaian.

Keterkaitan antara pendidikan dengan kedekatan lokasi ke tempat keramaian
mempertimbangkan dan berasumsi bahwa tempat keramatan merupakan tempat yang
banyak calon pembeli, sehingga minat PKL yang berpendidikan rendah ataupun tinggi
lebih terdoroﬁg untuk memilih lokasi yang dekat dengan tempat keramaian/kegiatan kota.

Hasil perhitungan didapat harga kuadrat Chi X? = 13,560 Untuk tabel Kuadrat
Chi pada df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X2=12,5916, sehingga X>> X*
00s , sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan
pendidikan berbeda dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke tempat keramaian,
dengan perkatan lain, terdapat perbedaan pal_ldangan dalam menentukan jarak lokasi ke

tempat keramaian dari kelompok PKL dengan pendidikan (1); (2); (3) dan(4).

(2). Hubungan Pendidikan PKL dengan Kedekatan Lokasi ke Tempat Tinggal

Dari tabel V.22. terdapat kecenderungan PKL dengan umur (1), (2)dan (4)
lokasi usahanya pada jarak yang sedang ke rumah tinggal, sedangkan PKL dengan
pendidikan (3) lokasi usahanya sedekat mungkin ke rumah tinggalnya.

Dalam menganalisa hubungan antara pendidikan dengan kedekatan ke tempat

tinggal adalah mempertimbangkan dan berasumsi bahwa dengan memiliki pendidikan
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tertentu responden mempunyai pola pikir babiwa dengan kemampuannya maka Keputusan
jarak lokasi usahé ke tempat tinggal perlu dipertimbangkan.

Uji kuadrat Chi didapat harga X? = 18,246. Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6
dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X*=12,5916, schingga X>> X* 05 , schingga
terdapat hubungan yang signifikan antara kelompok PKL dengan pendidikan berbeda
dengan penentuan jarak lokasi usahanya ke rumah tinggal. Dengan perkataan lain,
terdapat perbedaan pandangan terhadap penentuan jarak lokasi usaha ke tempat tinggal

dari PKL berpendidikan (1); (2); (3) dan (4).

(3). Hubungan Pendidikan PKL dengan Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi

Dari tabel V.22 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam
pandangannya mengenai kemudahan memperoleh angkutan umum yang ada di lokasi
yaitu berpandangan dilokasinya mudah mencari angkutan umum.

Kekerkaitan antara pendidikan dengan kemudahan angkutan umum di lokasi
dengan berasumsi bahwa dengan memiliki tingkat pendidikan tertentu responden
mempunyai pola pikir menentukan lokasi yang mudah angkutan umumnya perlu
dipertimbangkan. Mudahnya angkutan umum di lokasi mendorong minat PKI. yang
berpendidikan ataupun rendah untuk menempati lokasi sebagai tempat berjualan.

Dari uji kuadrat Chi didapat harga X2 = 8,177. Untuk tabel Kuadratl Chi pada
df=6 dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X?=12,5916, sehingga X°< X% 005 »

sehingga tidak terdapat hubungan antara dua variabel.
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(4). Hubungan Pendidikan PKL dengan Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

Dari tabel V.22 diketahui terdapat kecenderungan yang sama antara PKL dalam
pandangannya mengenai jumlah penjual sejenis yang ada di lokasi , yaitu menganggap
bahwa dilokasinya penjual sejenis adalah banyak.

Keterkaitan pendidikan dengan banyaknya penjual sejenis dilokasi berasumsi
bahwa dengan tingkat pendidikan tertentu responden mempunyai pola pikir bahwa
dengan kemampuannya maka keputusan menentukan lokasi yang banyak penjual sejenis
perlu dipertimbangkan.

Uji kuadrat Chi didapat harga X? = 6,830Untuk tabel Kuadrat Chi pada df=6
dengan level signifikan sebesar 0,05 adalah X?=12,5916, schingga X< X2 005 , sehingga
tidak terdapat hubungan anatar dua variabel.

TABEL V.23.
REKAPITULASI HUBUNGAN ANTAR YARIABEL

Karakterisk | Sarana
[ tasi
. PKL Jenis Dagangan Transportasi Pendidikan

Karakteris yang
Pilhan Lokasi digunanakan
Kedekatan Lokasi
Dengan Keramaian
Kedekatan Lokasi
Dengan Tempat
Tinggal
Kem“daha; Tidak Tidak Tidak Tidak
Anglutan Umum |+ o0 ievan Signifiksn | Signifikan | Sipnifikan
di Lokasi
Banyaknya Penjual Tidak Tidak Tidak Tidak

sejenis di lokasi Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan

Sumber : Hasil Analisis, 2000
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Pada tabel V. 23 terlihat bahwa untuk berbagai karakteristik PKL yaitu jenis

dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal, umur dan pendidikan PKL

terdapat hubungan yang signifikan dengan karakteristik pilihan lokasi yaitu kedekatan

Jokasi dengan tempat keramaian dan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal, sedang

sarana trasportasi yang digunakan dengan kemudahan angkutan umum menunjukkan

hubungan yang signifikan, modal dengan serta banyaknya penjual sejenis menunjukkan

hubungan yang signifikan.

5.6. Temuan-Temuan Studi

).

@

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

PKL di Kota Semarang dapat dikategorikan menjadi dua kriteria yaitu PKL yang
berijin dan PKL yang tidak berijin. Disamping itu PKL dapat digabungkaﬁ kedalam
tiga jenis yaitu PKL makanan/minuman, PKL non makanan/minuman dan PKL

yang bejualan jasa.

Karakteristik orang-orang yang bergerak di bidang usaha PKL umumnya
berpendidikan rendah dan sedikit yang berpendidikan SLTA ke atas dan kebahyakan
dalam usia kerja produkrif. Pada umumnya mereka berstatus pendatang.yang

sebagaian besar telah tinggal di kota Semarang lebih dari 5 tahun.

Faktor yang mempengaruhi mereka meninggalkan daerah asal yang menonjdl adalah
karena usaha pertanian tidak mencukupi kebutuhan, penghasilan kurang dan fidak
ada pekerjaan di daerah asal. Sedangkaﬁ motivasi mereka 5ekerja di bidang uéaha
PKL adalah karena bidang usaha ini telah memberikan hasil yang cukup dan usaha

inilah yang dapat mereka kerjakan karena sulit mencari pekerjaan yang sesuai




).

(3).

(4).

(6.
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dengan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Kebanyakan mereka bekerja
menjadi PKL. merupakan pekerjaan tetap. Disamping itu usaha berdagang kaki lima
yang ditekuni ternyata sesuai dengan yang diinginkan, meskipun bidang usaha ini
menghadapi persaingan yang ketat. Namun demikian rﬁasih ada juga yang ing.in

pindah usaha.

Sektor informal PKL merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah
terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Dengan pendidikan dan ketrampilan
yang terbatas serta modal yang kecil mereka mampu menciptakan lapangan kerja

bagi dirinya sendiri.

Dari berbagai aspek, peranan PKL terbukti potensial yaitu disamping dapat
menciptakan lapangan kerja, mereka mampu memberikan pelayanan dengan harga
murah, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat khususnya konsumen
menengah kebawah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

malalui retribusi.

Faktor yang dirasakan bermanfaat deﬁgan adanya PKL bagi masyarakat (konsumen)
adalah kumudahan mempcrolah.kebutuhan sehari-hari dan harga yang murah, Dari
sini dapat diketahui bahwa ada hubungan timbal balik antara PKL dan pengguna
(konsumen) dimana mereka saling meﬁlbutuhkan atas keberadaannya. Namun
demikian bagi masyarakat dampak negatif keberadaan PKL yang menonojol adalah
lingkungan menjadi kurang bersih dan tidak tertib. Faktor yang mendorong

konsumen mengunjungi lokasi PKL adalah adanya kemudahan angkutan umum . '

Baik PKL maupun pengguna (konsumen) sebagian besar mereka sependapat bahwa

keberadaan PKL perlu ditata ulang. Namun terdapat kecenderungan PKL untuk




(.

|
|
i 147
|
mempertahankan eksistensinya pada lokasi yangl ada sekarang. Hal ini terlihat dari
sebagian besar PKL. memberi jawaban bahwa penataan ulang tersebut cukup
|
ditertibkan dan dirapikan dengan lokasi tetap, blahkan pendapat ini juga mendapat

dukungan dari konsumen. Baik PKL mélupun konsumen cenderung menginginkan

adanya pengelompokaan menurut jenis dagangamilya.

| ‘
Dari kajian berbagai peraturan daerah, permasalahan PKL di kota Semarang melalui

|
instrumen hukum telah membuktikan adanya pFnangman dan antisipasi. Sebagai
]
misal adanya rekomendasikan dalam Peraturan Il)aerah No. 2 Tahun 1992 tentang
Rencana Induk Kofa mengenai penyedian fasililtas untuk PKL sebagai komponen

pendukung pada pusat-pusat kegiatan kota, meskipun belum tampak adanya

perencanaan yang lebih spesifik.

Namun demikian adanya Peraturan Daerah ]l\Iomor 3 Tahun 1986 tentang

: |
Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL dan produk-produk Surat Keputusan
| .

Walikota yang berhubungan dengan masalah pt:anataan dan pembinaan PKL serta
dibentuknya instansi UPD-PPKL )}ang khusus n;1enangani penataan dan pembinaan

: | ‘
PKL menunjukkan bahwa Pemerintah Kota peduli terhadap permasalahan PKL.

|
Faktor yang mendorong ditetapkannya lokasi-loikasi yang diijinkan sebagai tempat

|

usaha PKI. oleh Pemerintah Kota Semarang hanya bersifat akomodasi dan bersifat
|

sementara, dimana tidak didasarkan pada progralfn yang terencana. Aspek keinginan
[ . .

untuk menarik retribusi lebih menojol. Sifat ak!omodasi'ini terlihat adanya 3 kali

perubahan SK Walikota mengenai penetapan lok|as1 usaha PKL dengan penambahan

lokasi baru. Penambahan lokasi yang diijinkan i m|1 untuk mengakomodasi munculnya

|
PKL pada lokasi tersebut. |
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
I
|
|
|




BAB VI
K ESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan yang berhubungan dengan pilihan lokasi usaha

dan analisa perhitungan statistik dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut ini.
Karakteristik lokasi usaha yang dipilih oleh PKL. adalah :

(1). Kedekatan Lokasi Usaha ke Tempat Keramaian
¢ PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman menempati lokasi pada jarak lebih

dekat dengan tempat keramaian

e PKL berumur lebih tua, pendidikan lebih tinggi dan bermodal kecil menempati

lokasi pada jarak lebih dekat dengan tempat keramaian

o PKL dengan sarana transportasi yang dimiliki atau digunakan tidak tertikat dengan

jarak dekat atau jauhnya dari lokasi usaha ke tempat keramaian,

Terdapat  hubungan  yang  signifikan antara jenis  dagangan/sarana
transportasi/modal/umur/pendidikan PKL. dengan jarak lokasi usahanya ke tempat

keramaian.

(2). Kedekatan Lokasi Usaha ke Tempat Tinggal

» PKL dengan jenis dagangan makanan/minuman menempati lokasi pada jarak

lebih dekat dengan tempat tinggal.

o PKL berumur lebih tua, pendidikan lebih tinggi dan bermodal kecil menempati

lokasi pada jarak lebih dekat dengan tempat tinggal
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e PKL dengan sarana transportasi yang dimiliki atan digunakan tidak tertikat

dengan jarak dekat atau jauhnya dari lokasi usaha ke tempat tinggal.

Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dagangan/ sarana
transportasi/modal/umur/pendidikan dengan jarak lokasi usahanya ke tempat

tinggal.

(3). Kemudahan Angkutan Umum di Lokasi.

o Terdapat kecenderungan yang sama pada PKL baik berdasarkan jenis
dagangan/modal/umur/pendidikan memilih lokasi usahanya yang mudah
angkutan umumnya. Berarti PKL terikat dengan kemudahan angkutan umum di

lokasi

Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis

dagangan/modal/umur/pendidikan dengan kemudahan angkutan umum di lokasi.

e PKI dengan sarana transportasi yang dimiliki atau digunakan tidak tertikat

dengan mudah tidaknya angkutan umuwm di lokasi.

Terdapat hubungan yang signifikan antara sarana transportasi dengan dengan

kemudahan angkutan wmum di lokasi.

(4). Banyaknya Penjual Sejenis di Lokasi.

¢ Terdapat kecenderungan yang sama pada PKIL bailk berdasarkan  jenis
dagangan/sarana tranportasi/umur/pendidikan memilih lokasi usahanya yang
banyak penjual sejenis. Berarti PKL terikat, dalam arti lebih suka, mengelompok

dengan penjual sejenis.
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Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis dagangan/sarana

transportasi/umur/pendidikan dengan banyajnya penjual sejenis di lokasi.

* PKL dengan modal yang lebih kecil menempati lokasi yang penjual sejenisnya

sedikit.

i
Terdapat hubungan yang signifikan antara modal yang dimiliki dengan

banyaknya penjual sejenis dilokasi

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yajng
|

mempengaruhi PKL dalam memilih lokasi usaha adalah faktor jenis dagangzjm,

: 1
sarana transportasi yang dignnakam, modal, umur, pendidikan serta faktor

kedekatan dengan tempat keramaian dan kedekatan dengan tempat tinggal.

62. Rekomendasi ;

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan baik dari snjagi
|

keterbatasan literatur atau studi-studi yang menyangkut permasalahan sektor infomilal
PKL yang menjadi rujukan maupun kerterbatasan dalam penyajian data baik sekunder

maupun primer, disamping kedalaman analisisnya.Untuk itu direkomendasikan adariya

penelitian lanjutan antara lain :
(1).Diperlukan penelitian lanjutan yang serupa yang lebih komprehensif dan holis?tik

untuk memperluas jumlah faktor-faktor yang diduga mempengaruhi PKL dal%un
memilih lokasi usaha sekaligus mencari titik temu keinginan antara tiga kompoﬁen

yaitu PKL, Pemerintah Kota dan Konsumen (pengguna). |

(2). Penelitian menyangkut hubungan antara persebaran lokasi PKL dengan lokasi temf)at

tinggal. Hal ini dilakukan karena adanya dugaan bahwa kebanyakan PKL bertembat

tinggal di kampung-kampung kumuh yang tidak jauh dari lokasi usahanya.
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Dalam kaitannya dengan para pengambil keputusan, khususnya Pemerintah
Kota Semarang, orientasi pembinaan kepada PKL melalui stratifikasi menyangkut jenis
dagangan, umur dan tingkat modal kiranya akan lebih membantu meningkatkan
produktifitas PKL dan pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL. Disamping
itu stratifikasi PKI. menyangkut jarak lokasi usaha ke tempat keramaian dan ke tempat
tinggal - perlu“_; dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut

pemindahan lokasi (relokasi) atau penampungan-penampungan premanen.
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